KOTA BATU PEMERINTAH KOTA BATU
A BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

J1. Panglima Sudirman No. 507 Gedung A Lantai 1 Kota Batu 65313
Telp. (0341) 512230 Web. bkpsdm.batukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR: 065/ 17 /35.79.502/2026

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BATU

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATU

1. Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Batu, diperlukan pedoman kerja yang baku dalam pelaksanaan
setiap kegiatan;

b. bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman
bagi aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara konsisten,
terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu
tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu.

—

2. Mengingat: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Pelayanan Publik;

7. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 tahun 2012 tentang
Pelayanan Publik;

8. Peraturan Walikota Batu Nomor 97 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA BATU

Menetapan Standar Operasional Prosedur Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan ~ Sumber Daya Manusia Kota Batu sebagaimana
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu;

Pedoman Standar Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Batu sebagaimana DIKTUM KESATU
meliputi:

NAMA SOP

z
o

SEKRETARIAT

Keuangan , Umum, Dan Kepegawaian
Penanganan Surat Masuk

Penanganan Surat Keluar

Penanganan Legalisir

Pencatatan Presensi Pegawai

Pelayanan Pertemuan Internal

Pelayanan Kebersihan Lingkungan Kantor
Pelayanan Permintaan SPPD

Pelayanan Permintaan Barang Persediaan
Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

10 | Pengusulan Kenaikan Pangkat (KP)

11 | Pelaporan Gratifikasi

12 | Pelayanan Pengusulan Peserta Ujian Dinas & PI
13 | Pembuatan Surat Ijin Cuti

14 | Pengurusan Karis/Karsu

15 | Peminjaman Arsip Aktif

16 | Peminjaman Arsip Inaktif

17 | Gaji Payroll

18 | Penerbitan dan Penyampaian SPP-SPM Belanja Langsung
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—




NO

NAMA SOP

19

Penerbitan dan Penyampaian SPP-SPM Gaji

20

Penerbitan Dan Penyampaian SPP-SPM GU

A2

Perencanaan dan Pelaporan

Penyusunan Renja dan Renstra

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Penyusunan RKA dan DPA

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Sub Bagian

Penyusunan LAKIP

Penyusunan LPPD

Pengumpulan Laporan Kinerja Individu Pejabat
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Pengumpulan Laporan Kinerja Individu staff

oy

BIDANG DATA, FORMASI, DAN JABATAN

Mutasi Pindah Wilayah Kerja Masuk Kota Batu Pns

Mutasi Pindah Wilayah Kerja Keluar Kota Batu Pns

Mutasi Jabatan Pelaksana Dalam 1(Satu) Instansi Daerah

Seleksi Pengadaan Cpns Dan Cpppk

Pengangkatan Casn Dan Cpppk Menjadi Asn

Pengangkatan Jabatan Fungsional

Perpindahan Jabatan Fungsional

Prosedur Pelaksanaan Lelang Jptp

O [0 QNN |~ |W(N|—

Pengangkatan Dan Pemindahan Jabatan Manajerial

—
[e)

Manajemen talenta

@

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI,
KESEJAHTERAAN, DAN PEMBINAAN

Analisis Kebutuhan Diklat

Penyelenggaraan Diklat Managerial

Diklat Dasar, Diklat Managerial, Diklat Teknis& Fungsional
Pola Kontribusi

Pemberian Tugas Belajar

Pemberian Izin Belajar

Penerimaan Tamu Diklat

Pengurusan Kartu Taspen

VN[N N[ W N

Pengurusan Kartu Pegawai (KPE dan Karpeg)

Pengurusan Kartu Isteri atau Suami (Karis atau Karsu)

Pengajuan TAPERA

Pengajuan Satyalancana Karya Satya

Pemberian Cuti

Izin Perkawinan

Izin Perceraian

Pengelolaan Teknis Administrasi Kasus Pelanggaran Disiplin
PNS

Presensi Pegawai

Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri

Pemberhentian PNS karena Tindak Pidana

Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani




NO NAMA SOP
20 | Penerbitan SK Hukuman Disiplin
21 | Pemberhentian PNS Yang Telah Mencapai Batas Usia Pensiun
2 Pemberhentian PNS karena Meninggal Dunia,Tewas, atau
Hilang
KEEMPAT :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa
segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Batu, 02 Maret 2026
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DAFTAR ISI SOP

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

NAMA SOP

NOMOR SOP

| SEKRETARIAT

Keuangan , Umum, Dan Kepegawaian

Penanganan Surat Masuk

01 S.UK/SOP/35.79.502 /2026

Penanganan Surat Keluar

02 S.UK/SOP/35.79.502/2026

Penanganan Legalisir

03 S.UK/SOP/35.79.502 /2026

Pencatatan Presensi Pegawai

04 S.UK/SOP/35.79.502 /2026

Pelayanan Pertemuan Internal

05 S.UK/SOP/35.79.502 /2026

Pelayanan Kebersihan Lingkungan Kantor

06 S.UK/SOP/35.79.502 /2026

Pelayanan Permintaan SPPD

07 S.UK/SOP/35.79.502/2026

Pelayanan Permintaan Barang Persediaan

08 S.UK/SOP/35.79.502/2026

Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

09 S.UK/SOP/35.79.502 /2026

Pengusulan Kenaikan Pangkat (KP)

10 S.UK/SOP/35.79.502/2026

Pelaporan Gratifikasi

11 S.UK/SOP/35.79.502 /2026

Pelayanan Pengusulan Peserta Ujian Dinas & PI

12 S.UK/SOP/35.79.502/2026

Pembuatan Surat [jin Cuti

13 S.UK/SOP/35.79.502 /2026

Pengurusan Karis/Karsu

14 S.UK/SOP/35.79.502/2026

Peminjaman Arsip Aktif

15 S.UK/SOP/35.79.502/2026

Peminjaman Arsip Inaktif

16 S.UK/SOP/35.79.502/2026

Gaji Payroll

17 S.UK/SOP/35.79.502/2026

Penerbitan dan Penyampaian SPP-SPM Belanja Langsung

18 S.UK/SOP/35.79.502/2026

Penerbitan dan Penyampaian SPP-SPM Gaji

19 S.UK/SOP/35.79.502/2026
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Penerbitan Dan Penyampaian SPP-SPM GU

20 S.UK/SOP/35.79.502/2026




NO NAMA SOP NOMOR SOP

A.2 | Perencanaan dan Pelaporan
1 | Penyusunan Renja dan Renstra 01 S.PL/SOP/35.79.502/2026
2 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi _ 02 S.PL/SOP/35.79.502/2026
3 | Penyusunan RKA dan DPA 03 S.PL/SQOP/35.79.502/2026
4 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Sub Bagian 04 S.PL/SOP/35.79.502/2026
5 | Penyusunan LAKIP 05 S.PL/SOP/35.79.502/2026
6 | Penyusunan LPPD 06 S.PL/SOP/35.79.502/2026
7 | Pengumpulan Laporan Kinerja Individu Pejabat 07 S.PL/SOP/35.79.502 /2026
8 | Pengumpulan Laporan Kinerja Individu staff 08 S.PL/SOP/35.79.502/2026
B | BIDANG DATA, FORMASI, DAN JABATAN
1 Mutasi Pindah Wilayah Kerja Masuk Kota Batu Pns 01/DFJ/SOP/35.79.502/2025 :
2 | Mutasi Pindah Wilayah Kerja Keluar Kota Batu Pns 02/DFJ/SOP/35.79.502/2025 ,
3 | Mutasi Jabatan Pelaksana Dalam 1(Satu) Instansi Daerah 03/DFJ/SOP/35.79.502/2025
4 | Seleksi Pengadaan Cpns Dan Cpppk 04 /DFJ/SOP/35.79.502/2025
5 | Pengangkatan Casn Dan Cpppk Menjadi Asn 05/DFJ/SOP/35.79.502 /2025
6 | Pengangkatan Jabatan Fungsional 06 /DFJ/SOP/35.79.502 /2025
7 | Perpindahan Jabatan Fungsional 07 /DFJ/SOP/35.79.502/2025
8 | Prosedur Pelaksanaan Lelang Jptp 08 /DFJ/SOP/35.79.502 /2025
9 | Pengangkatan Dan Pemindahan Jabatan Manajerial 09/DFJ/SOP/35.79.502/2025
c BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI, KESEJAHTERAAN, DAN

PEMBINAAN
1 Analisis Kebutuhan Diklat 01 D.PP/SOP/35.79.502 /2026
2 Penyelenggaraan Diklat Managerial 02 D.PP/SOP/35.79.502/2026

Diklat Dasar, Diklat Managerial, Diklat Teknis& Fungsional Pola
Kontribusi

03 D.PP/SOP/35.79.502 /2026




4 Pemberian Tugas Belajar 04 D.PP/SOP/35.79.502 /2026
5 Pemberian Izin Belajar 05 D.PP/SOP/35.79.502 /2026
6 Penerimaan Tamu Diklat 06 D.PP/SOP/35.79.502/2026
7 Pengurusan Kartu Taspen 01 D.KP/SOP/35.79.502/2026
8 Pengurusan Kartu Pegawai (KPE dan Karpeg) 02 D.KP/SOP/35.79.502/2026
9 Pengurusan Kartu Isteri atau Suami (Karis atau Karsu) 03 D.KP/SOP/35.79.502/2026
10 Pengajuan TAPERA 04 D.KP/SOP/35.79.502 /2026
11 Pengajuan Satyalancana Karya Satya 05 D.KP/SOP/35.79.502 /2026
12 Pemberian Cuti 06 D.KP/SOP/35.79.502 /2026
13 Izin Perkawinan 01 DIS/SOP/35.79.502/2026
14 Izin Perceraian 02 DIS/SOP/35.79.502/2026
15 Pengelolaan Teknis Administrasi Kasus Pelanggaran Disiplin Pns 03 DIS/SOP/35.79.502/2026
16 Presensi Pegawai 04 DIS/SOP/35.79.502/2026
17 Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri 05 DIS/SOP/35.79.502/2026
18 Pemberhentian PNS karena Tindak Pidana 06 DIS/SOP/35.79.502/2026
19 Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani 07 DIS/SOP/35.79.502/2026
20 Penerbitan SK Hukuman Disiplin 08 DIS/SOP/35.79.502/2026
21 Pemberhentian PNS Yang Telah Mencapai Batas Usia Pensiun 09 DIS/SOP/35.79.502/2026
22 Pemberhentian PNS karena Meninggal Dunia,Tewas, atau Hilang 10 DIS/SOP/35.79.502 /2026




SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

01 8.UK/SOP/35.79.502/2026

Tanggal Pembuatan 02 Maret 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Nama SOP PENANGANAN SURAT MASUK

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
2. Peraturan ANRI no 5 tahun 2021 tentang pedoman umum tata naskah dinas
3. Perwali No. 38 Th. 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingk. Pemkot Batu

4. Perwali Kota Batu Nomor 11 Tahun 2020 pedoman pengelolaan arsip vital
dilingkungan pemerintah Kota Batu

Umum, Minimal SLTA sederajat

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Buku Agenda Surat Masuk

2. Lembar disposisi

3. Buku pedoman Tata Naskah dinas
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Penanganan surat masuk yang kurang optimal komunikasi kedinasan dapat 1. di agenda surat masuk
Uraian Prosedur Pelaksana

1.JFU

2. Kasubag/Kabid

3. Sekretarls

4. Kepala Badan
|Kelengkapan Waktu
Surat Masuk Yang Telah Didisposisi 75 Menit
Output

Surat langsung Mendapat Penanganan Sesual Prosedur
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Setiap surat masuk diterima, dibuka, dan disortir
oleh petugas pelayanan surat untuk selanjutnya
diagendakan dan melampirkan lembar disposisl
|kemudian diteruskan kepada kepala badan

Buku agenda surat
masuk, lembar disposisi

15 menit

Surat masuk yang telah
dilampiri lembar disposisi

|Kepala Badan menerima surat masuk dan member| Surat masuk yang telah 15 menit Surat masuk yang telah
disposisi, kemudian diteruskan ke sekretaris dilampiri lembar disposisi didisposisi

Sekretaris memberi disposisi untuk kemudian

at uk

ditindaklanjuti oleh Kabid atau Kasubag yang terkait :"I:t '"'I':;* YEIE s it Z::i ""; Yooy lelsh
dengan perihal surat .

Petugas pelayanan surat merntﬂstribusitan surat Surat masik yong telsh st sl v beleh
masuk sesual dengan disposisi Kepala Badan dan il 15 menit didisoosis]

Sekretaris Kepada Kasubag/Kabid yang terkait g e

Surat masuk ditindaklanjuti dan diselesaikan cleh surat masuk yang telah

Surat

|Kasubag/Kabid yang terkait sesuai dengan dispasisi Cb ey "'a:i“k yangteish | o menit  |ditindaklanjut dan
surat I diselesaikan

* Keterangan bagan alir/flowcart -
> : TERMINATOR vatuk memului sty mengakhiri
[ : PROCESS untuk menunjukkan proses yang harus dilalui
g :  DOCUMENT untuk menunjukkan dokumen yang dibutuhkan atau dihasilkan
7 : DATA dem-data yang dibutuhkan untuk memvenifikasi suaiu persyaraian

DECISION jika - maka, jika syarat lengkap maka akan ditandatangani, jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon




02 5.UK/SOP/35.79.502/2026

02 Maret 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM Nama SOP PENANGANAN SURAT KELUAR

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 1. Buku Agenda Surat Keluar
2. Peraturan ANRI no 5§ tahun 2021 tentang pedoman umum tata naskah dinas
3. Perwali No. 38 Th. 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingk. Pemkot Batu 2. Buku pedoman Tata Naskah dinas
4 Perwali Kota Batu Nomor 11 Tahun 2020 pedoman pengelolaan arsip vital dilingkungan 3. Map. Bi
pemerintah Kota Batu - TP,
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. Buku Agenda Surat Keluar
2. Buku pedoman Tata Naskah dinas
3. Map, Binder
Pencatatan dan Pendataan

1, Penanganan surat keluar yang kurang optimal komunikasi kedinasan dapat terganggu |1. Agenda Surat Keluar

Uraian Prosedur Pelaksana
1.JFU
2 Kasubbag
3. Kelompok JF
4 Kabid
5.Sekretraris
6.Kepala Badan
Kelengkapan Waktu
1.Disposisi Surat Keluar 180 menit
2.Surat Masuk
Output

Pengesahan /
Surat KEPALA BADAN KEPFSAM ‘-""'r




Prosedur Penanganan Surat Keluar

Melalui petugas pelayanan surat, Kepaia Badan

1 |mendisposisi surat keluar kepada Kasie/Bagian terkait ( ) instruksdisposis! surat keluar |10 mnt e
untuk membuat/membalas surat kepada pihak yang dituju
Konsep surat keluar yang telah diselesaikan/ditindakdanjuti I—EI 'J—|

2 |oleh Kasie/Bagian yang terkalt selanjutnya diserahlan ATK dan alat pengolah data  [15 mnt Kansep surat keluar
kepada petugas pelayanan surat I T

3 Petugas pelayanan surat meneruskan konsep surat keluar I L.‘ Konsep surat keluar 30 menit Konsep surat keluar
untuk mendapatkan persetujuan Kepala Badan -
Kepala Badan memberikan persetujuan konsep sural Konsep surat keluar yang

4 stuiar E Konsep suratl keluar 10 mnt telah disstujul
Kansep surat keluar ditindaklanjuti oleh petugas pelayanan y

5 |surat ke masing-masing Kasie/Bagian laim yang membuat Cj RO st ey . o Draft surat keluar
konsep untuk diadikan draf surat keluar
Draf surat yang telah diselesaikan oleh /Bagian terkait

6 lainnya, setelah digandakan untuk selanjuinya disampalkan rh Draft surat b T Draft surat keluar berlkut

Setelah diteitti kelengkapannya, selanjuinya petugas :
7 |pelayanan surat meneruskan draf surat keluar kepada Draft surat keluar berikut Sl Draft surat Keluar berikut
Kepala Badan untuk ditandatangani g N
——
8 |Kepala Badan menandatangani draf surat keluar | I Dml'tw:.:::;mmn 10 mat g::;.mmm

Surat yang telah ditandatangani Kepala Badan, kemudian

g diagendaian, diberi nomor urut, kode surat dan Draft surat keluar yang telah 15 mnd Surat dalam amplop siap
membubuhkan stempe! dines serta mencatatnya ke dalam ditandatangani urttuk dikirim
buku ekspedisi
Surat keiuar telah
Caraka mengirimmkan dan mendistribusiian surat keluar IS o
10 _— »( ) Iswurmm 30 mnt terkirim kepada yang

=
: PROCESS untuk menunjuldoan proscs yang harus dilalui
T : DOCUMENT untuk menunjukdan dok yang dibutuhkan atau dihasilk

DECISEON jiks - maka, jikn syorai lengkap makn akan ditand i, jika tidak lengkap berkas dikembalikon kepada pemchon
DATA dats-data yang dibutubkan untuk mennverifikasi suaty persyarstan




— |Nomor SOP

03 5.UK/SOP/35.79.502/2026

Tanggal Pembuatan 02 Maret 2026

| Tanggal Revisi
| Tanggal Efektif

y Tanggal P¢ Tanggal Pengesahan

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

esRie el U M IR e, s e ey Ll S BT
e
SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA Nama SOP PENANGANAN LEGALISIR
MANUSIA
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Perwali Kota Batu No. 87 Th. 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia.

1. Kasubag/ Kelompok Jabatan Fungsional BKPSDM

2 Staf Kasubag Umum dan Kepegawalan

[Keterkaitan kapan
1. Internal 1. Stempel Pejabat yang melegalisir
2. Stempel BKPSDM
3. Stempel tanggal
4. Buku register legalisir
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Bila terlambat akan menghambat proses Pemberkasan 1. Buku register legalisir
Uraian Prosedur Pelaksana
JFU
Kasubag
Waktu
[Menunjukkan SK Asli 35 Menit
|Output Pengesahan

SK Legalisir




Staf Kasubbag Keuangan, Umum, dan

Kepegawaian menerima, memeriksa dan mencocokkan ' I :;!:‘::i:;n:: ::Ir: 15 menit Berkas yang akan dilegalisir
dengan SK Asli »
Staf Kasubbag Keuangan, Umum, dan E . ]
Kepegawalan membubuhi stempel legalisir pejabat Stempel Legalisir 5 menit SK dibubuhi stempel legalisir
S
Kasubag Keuangan, Umum, dan K ditandatangani Kasubag
Kepegawaian menandatangani SK yang dilegalisir 5 menit Keuangan, Umum, dan
pega gani SK yang Renemgwidan
Staf Kasubbag Keuangan, Umum, dan
Kepegawaian membubuhi stempel dinas dan tanggal serta D ::::'l’:‘ s dan sl 10 menit SK Legalisir

meregister SK legalisir




2. Peraturan Pemerintah Nomaor 94 Thn. 2021 tentang Disiplin PNS

3. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
MNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil

04 S UK/SOP/35,79.502/2026
Tanggal Pembuatan 02 Marst 2026
Tanggal Pengesahan
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
: it S § : Sumber Daya Manusia
SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM Nama SOP Prosedur Pencatatan Presensi Pegawai

Dasar Hukum |Kualifikasi Pelaksana
1. UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN 1. Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian

2. Staf Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian

Rekapitulasi Presensi per bulan

Keterkaitan |Peralatan/Perlengkapan
1. Lembar presansi manual
2. Face Print
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Rekapitulasi Presensi Pagawal
2. Download presensi pagawai dari SAPK (hasil face print)
3. Dikirim ke Bidang Diklat
Urailan Prosedur Pelaksana
1.JFU
2. Kasubbag
3.Sekretrans
4 Kepala Badan
[Kelengkapan
Lembar presensi kerja dan apel pagi secara manual
[Output
Rekapitulasi Presensi per minggu




Dicusher Poaniafin Priil P "

Staf Kasubag Keuangan, Umum dan

Daftar Presensi harian dan

Lembar presensi kerja dan apel pagi

lembar rekapitulasi sebelum dikirimkan oleh
caraka

surat pengantar

Kepegmiaq mmgunfapulcan presensi harian ( , apel pagi 15 menit S nantial
dan apel pagi pegawai secara manual
Staf Kasubag Keuangan, Umum dan Lembar presensi kerja mingguan dan
Kepegawaian membuat rekap presensi 30 Menit apel pagl secara manual yang telah
mingguan dan bulanan secara manual direkapitulasi
Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian
mengecek kembali hasil rekapitulasi presensi .D Rekapitulasi absen dan 30 menit Berkas diparaf Kasubag Umum dan
dan menyiapkan surat pengantar untuk diajukan surat pengantar Kepegawaian
ke Sekretaris
Rekapitulasi absen d

Sekretaris mengecek kembali dan memparaf !Ul‘li:::uﬂ :ﬂ; ; pn;n | |
rekapitulasi presensi mingguan dan bulanan G diparaf Kasubag Keuangan 30 menit Berkas diparaf Sekretaris
SOEL St Penganar Umum dan Kepegawaian
Kepala Badan mengecek kembali dan
menandatangani rekapitulasi presensi mingguan Rekapitulasi absen dan
dan bulanan serta surat pengantar pengiriman surat pengantar yang 30 menit Berkas ditandatangani Kepala Badan
hasil rekapitulasi ke Walikota, Asisten diparaf Sekretaris
Administrasi Umum dan Inspektorat

L
Staf Kasum Keuangan, Umum dan
Kepegawaian memfotokopi dan mengarsipkan > Rekapitulasu absen dan 80 menit Berkas yang siap dikirim dan Arsip

* Keterangan bagan slir/floweart :

TERMINATOR untuk memulsi stay mengakhiri

HOUUD

PROCESS untuk menunjukkan proses yang harus dilalui
DOCUMENT untuk menunjukkan dokumen yang dibutuhkin sty dihasilkan
DECISION jika - maka, jika syarat lenghkap maka skan ditandst

:  DATA data~data yang dibutuhkan untuk memverifikas suatu persyaratan

i, jika tidak lengkap herkas dikembalikan kepada pemohon




05 S.UK/SOP/35.79.502/2026

* [Tanggal Efekiif

02 Maret 2026

_1 Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Nama SOP PELAYANAN PERTEMUAN INTERNAL / RAPAT

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Perwali Kota Batu No. 97 Th. 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Buku Rapat
2. Ruang Pertemuan
3. LCD, Materi
4. Laptop
5. Konsumsi —
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Perlengkapan Rapat berupa Peralatan dan Kesiapan Administrasi Harus Tersedia |1. Buku rapat
dan lengkap Agar Rapat Berjalan dengan Lancar 2. Daftar Hadir
Uraian Prosedur Pelaksana
Kasubag Keuangan, Umum, dan Kepegawaian
JFU
Pramu Kantor
Kelengkapan Waktu
LCD Papan Tulis,Materi 150 Menit
Qutput

Terselenggaranya Rapat-Rapat Intern




Mencatat hari, tanggal pelaksanaan

Buku kendali acara

1 rgpat.'pmtamuun, tempat, acara,peserta rapat yang C} e 15 mnt Data Pelaksanaan
diundang dan penyelenggara rapat

2 |Menyiapkan ruang pertemuan dan fasilitas lainnya r-'—l ;m%npm:;ﬁ;sl 20 mnt Kelengkapan pertemuan

3 Menyiapkan daftar hadir dan administrasi lainnya Daftar hadir 10 mnt Kesiapan administrasi

4 |Menyiapkan hidangan hadir Kue, makan, minum 15 mnt Tersedianya hidangan

5 |Membuat notulen rapat/pertemuan D € Buku rapat 30 menit Notulen rapat

6 |Membersihkan ruangan setelah rapat O Peralatan kebersihan |30 menit Tempat Rapat bersih

* Keterangan bagan alr/flowcart :
: TERMINATOR untuk memulai atau mengakhini
PROCESS untuk menunjukkan proses vang harus dilalwi
DOCUMENT untuk menunjukkan dokumen vang dibutuhkan atau dihasilkan
DECISION jika - maka, jika svarat lengkap maka akan ditandatangam, jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon
DATA data-data vang dibatuhkan uatuk memverifikasi suatu persyaratan

00




|06 S.UK/SOP/35.79.502/2026

02 Maret 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

i s _ Sumber Daya Manusia
ARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENG!
SUMBER DAYA MANUSIA Nama SOP PELAYANAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN KANTOR
[Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
Minimal SLTP sederajat
[Keterkaitan
1. Internal 1. Sapu, alat pel, karbol dan peralatan kebersihan lainnya
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila kebersihan lingkungan kantor terabaikan akan menimbulkan ketidak
nyamanan dalam bekerja sehingga dapat menghambat kinerja
Uraian Prosedur Pelaksana

Petugas Pelaksana Pelayanan Kebersihan
Kasubag keuangan, Umum dan Kepegawaian
Petugas Pengurus Barang

Peralatan kebersihan kantor

Output

Terselenggaranya kebersihan lingkungan kantor




Prosedur Pelayanan Kebersihan Lingkungan Kantor

1 |Membuka pintu, menyalakan lampu, membuka jendela ' ' 15 menit
r Sapu, pel, lap, ember,
2 dll, menyapu dan mengepel lantai, kaca) Ej Mmmm 120 menit  |Ruangan bersih
3 |Mengisi galon air Ej |galon air 15 menit  |galon air fulll ready
5 |Atasan memberi pengarahan pekerjaan yang harus dilakukan I I 15 menit m:::_‘wm
Menata gudang/ menata ruang rapat/ mengantar surat/ belanja of I
8 |kebutuhan kantor! fotocopy dil sesuai perintah atasan ' 120 ikt
7 | Mencuci piring, gelas dil serta membersinkan ruangan Ej 120 ment |[Uangan den alat dapur
Pemahaman Petugas T
8 |Menutup jendeia, mematikan lampu, mengunci pintu @ h "N dan [20menit |kebersinan lingkungan
kantor
tugas pokoknya
* Keterangan bagan alirflowecart
C : TERMINATOR untuk memulai atau mengakhiri
1 : PROCESS untuk menunjukkan proses vang harus dilalui
1 : DOCUMENT untuk menunjukkan dokumen yang dibutuhkan atau dihasilkan
g : DECISION jika - maka, jika syurat lengkap maka akan ditendatenguni, jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon
:  DATA data-data yang dibutuhkan untuk memverifikasi suatu persyaratan




g L

SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

|07 S.UK/SOP/35.79.502/2026

02 Maret 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan Fengembangan
Sumber Daya Manusia

Nama SOP PELAYANAN PERMINTAAN SPPD
| Dasar Hukum |Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Menteri Keuangan Momor 73 /Pmk.05/2008 Tentang Tata Cara
Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 1. JEU
Kementenian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
Keterkaitan Pomw
SOP Surat Masuk 1. Undangan
2. Surat Perintah Tugas
3. 8PFD
4 ATK
[Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Bila Surat SPPD Tidak dibuatkan akan menghambat perjalanan dinas
Uralan Prosedur Pelaksana
1. JFU
2. PPTK
3. Kasubag Keuangan, Umum, dan Kepegawaian
K Wakiu
1. Surat Permintaan SPPD 75 Menit
2.Disposisi PPTK dan Formulir SPPD
Output
Terselenggaranya pelayanan permintaan SPPD KEPALA BADAN




Prosedur Pelayanan Permintaan SPPD

Berdasarkan disposisi’'SPT dari Kepala BKPSDM,
1 |Sekretaris, Kasie/Bagian, pengguna mengajukan [ : SPT 30 menit Surat permintaan SPPD
permintaan SPPD kepada PPTK
PPTK menindaklanjuti permintaan dari T"’"‘I . /:{\ Menystujul
2 |Kasie/Bagian unit pengguna dan penetapan Surat Permintaan SPPD |15 menit Disposisi persetujuan
pelaksana SPPD kepada staf adm. PPTK
PPTK tidak menyetujui permintaan SPPD atas é ;
3 dasar ketersediaan dana yang tidak mencukupi Rnat P bsan 15 ool
4 Sub bagian umum dan keuangan menerima dan { ] Disposisi PPTK dan 15 menit Dokumen SPPD +
menindaklanjuti permintaan dari PPTK Formulir SPPD Kelengkapannya
Dokumen SPPD dan sesuaisurat  |Dokumen SPPD yang sudah
5 |Pelaksana SPPD oleh Kasie/Bagian unit pengguna E':I erasiadd s orclan bid puishioreh
\
6 Laporan pertanggungjawaban SPPD tentang Ej _D sDokI ulm‘;ﬂhr?:k:giyl:u?;j 60 mnt Tarsflenggaranya pelayanan
penggunaan anggaran kepada PPTK pengeluaran permintaan SPPD

* Keterangan bagan alir/flowcart
: TERMINATOR untuk memulai atau mengakhiri
PROCESS untuk menunjukkan proses yang harus dilalu
DOCUMENT untuk menunjukkan dokumen yang dibutubkan atau dihasilkan
DECISION jika - maka, jika syaral lengkap maka akan ditandatangani, jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon
DATA data-data yang dibutuhkan untuk memvenifikasi suatu persyaratan

gl




SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

08 5.UK/SOP/35.79.502/2026

02 Maret 2026

Kepala Badan Kepegawsian dan Pengembangan SDM

PELAYANAN PERMINTAAN BARANG PERSEDIAAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Permendagri No. 19 Thn 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD

2 Peraturan Pemenntah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Memor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

3. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang

1. Memahami tentang pengelolaan barang persediaan

|Pengeloiaan Barang Miik Daerah
Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan
1. Pengguna Barang 1. Buku Persediaan
2. Kasubag Keuangan, Umum, dan Kepegawaian 2. Kartu Barang
3. Pengurus barang 3. Form Pendistribusian Barang
4_Pengurus barang pembantu 4 ATK
Peringatan [Pencatatan dan Pendataan
Barang Persediaan Yang ada bila tidak tersalurkan akan menghambat kinerja
Uralan Prosedur M’

JFU

Kasubag Keuangan, Umum, dan Kepegawaian

Form Permintaan Barang Persediaan yang Telah disetujui

5 jam

Output

Terpenuhinya Kebutuhan Barang di Lingkungan Kantor

KEPALA BADAN

-
m ¢ -
L -

L




Prosedur Pelayanan Permintaan Barang Persediaan

BA serah terima barang

Penyimpan barang mencatat barang masuk dan |FORM Kartu barang dan
membuat daftar barang yang dimiliki serta menata (: Buku Penerimaan Barang 180 mnt E;::ni:;;? T{elunr:r:::suk
barang-barang yang ada di gudang Persediaan 9
Seksi/Bagian unit pengguna barang mengisi formulir
yang telah disediakan penyimpan barang mengenai
jenis dan jumlah barang yang dibutuhkan dan Nota permintaan barang 20 mnt Nota permintaan barang
disahkan oleh penanggungjawab unit pengguna persediaan persediaan dari bidang
untuk selanjutnya formulir diteruskan kepada
Kasubag Keuangan, umum dan Kepegawian
Penyimpan barang membuat surat permintaan Surat permintaan barang ai vt Do Pl Bkt
barang persediaan ¢

; Form surat perintah Surat Perintah pengeluaran/
anb;:::taunhq::ﬂpsggg:r;:;r::i | I‘ pengeluaran/ penyaluran 15 mnt |penyaluran barang
mem ParSURR pong g barang persediaan persediaan

Form bukti pengambilan brg
y persediaan yang
Form bukti pengambilan ditandatangani oleh
Penyimpan barang membuat form berita acara sersh oUra et | . [peeies teren purgyee
pavime Saeang . g pemmpe Panatgusar:an Pengguna
Barang

Berita Acara Serah Terima
Barang

* Keterangan bagan alir/floweart :

¢ : TERMINATOR untuk memulai atau mengakhin
[ : PROCESS untuk memnjukkan proses yang harus dilalw

DECISION jika - maka, jika syarat lengkap maka akan ditandatangani, jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon

§ . DOCUMENT untuk menunjukkan dokumen yang dibutuhkan atau dihasilkan

DATA data-data yang dibutuhkan untuk memverifikasi suntu persyaratan




~ |Nomor SOP

09 S.UK/SOP/35.79.502/2026

- |Tanggal Pembuatan

02 Maret 2026

-~ |Tanggal Revisi

X Disahkan oleh

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Nama SOP PENGUSULAN KENAIKAN GAJI BERKALA

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. UU No. 20 Th. 2023 Tentang ASN

2. PP No. 15 Tahun 2019 tentang ) tentang Perubahan Kedelapan Belas atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil

1. JFU
2. Kasubag keuangan, umum, dan keuangan

3. Kabid Data Formasi dan Jabatan

[Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar
3. SOP Penyelesaian KGB

1. Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala
2. Berkas Kenaikan Pangkat
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Kekurangan berkas berakibat terhambatnya proses kenaikan gaji berkala

1. Pendataan Kenaikan Gaji Berkala

Uraian Prosedur

Pelaksana

1. JFU
2. Kasubag Keuangan, umum dan kepegawian
3. Kabid Data Formasi dan Jabatan

3. SK KGB terakhir
4. SK Pangkat Terakhir

4. BAKD
Kelengkapan Waktu
1. SK PNS
2. SK CPNS

menyesuaikan

Output

Pengesahan /

Berkas Kenaikan Gaji Berkala

KEPALA BADAN KEpGg&,




Prosedur Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala

Staf Kasubbag Keuangan, umum dan kepegawian
menginventarisir data kenaikan gaji berkala pegawai yang
sudah memenuhi syarat pada aplikasi SAPK Online

SK CPNS, SK
Pangkat Terakhir, SK
KGB, SK PNS

30 menit

Staf Kasubag Umum dan Keuangan melakukan verffikasi
data pada SAPK Online untuk kemudian di usulkan di SAPK
Orline

I,

Kode usulan KGB

Staf Kasubbag Keuangan, umum dan kepegawian kemudian
membuat nota dinas kapada Bidang Terkait

Kode usulan KGB

30 menit

Nota Dinas Usulan KGB

Bidang Data Formasi dan Jabatan melakukan verifikasi data
terkait usulan kenaikan Gaji berkala yang kemudian di
proses usulan tersebut

Nota Dinas Usulan
KGB

SK Kenaikan Gaji Berkala

Jika proses kenalkan gaji berkala sudah selesal di BKPSDM,
staf Kasubbag Umum dan Keuangan mencetak SK kenaikan
gaji berkala dari SAPK Oniine untuk kemudian diserahkan
kepada pegawai yang bersangkutan kemudian diarsipkan.

Surat Pengantar dan
KGE yang sudsh jad

Staf Kasubbag Keuangan, umum dan kepegawian membuat
surat pengantar yang dilampiri SK kenaikan gaji berkala ke
BKAD untuk dilaksanakan penyesuaian gaji

Tanda terima penginman berkas kenaikan
gaji berkala

* Keterangan bagan alir/flowcart !
€ ©  TERMINATOR untuk memulsi stsn mengakhin
] : PROCESS untuk menunjukkan proscs yang harus dilakui
[ ¢ DOCUMENT untuk menunjukian dokumen yang dibutuhloan stao dibasilken
47 ¢ DATA daia-data yang dibutuhkan untok memverifikio suatu persysratan

DECISION jiks - maka, jikn synrat lengkap maka akan ditandatangam, jiks tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon




SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

10 S.UK/SOP/35.79.502/2026

02 Maret 2026

Kepsla Badan Kepegawalan dan Pengembangan SDM

PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT

Dasar Hukum

1. UU No. 20 Th. 2023 Tentang ASN

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipi

Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk .. Al Tl pre==s
2. SOP Surat Keluar 2. Komputer/ Laptop
Keleng) Pencatatan dan Pendataan
- e 1. Agenda Surat Keluar
Uralan Prosedur
1.JFU
2. Kasubag Keuangan, umum dan kepegawian
3 Kabid Data Formasi dan Jabatan
4. BKAD
—_—
1. SK PNS Waktu
2 SK KGB Menyesuaikan
3. SK PANGKAT TERAHIR
4. SK CPNS ..
: Pengesahan

Berkas kenalkan pangkat

SUMBER DAYA MANUSIA




- Pengusulan Kenaikan Pangkat

Kasubag Kasubag Keuangan, umum dan kepegawian menginventaris data ?m‘i'“
1 |pegawai yang sudash memenuhi syarat untuk kenaikan panghkat melalui ( j TERAKHIR, KGB
SAPK online sebelum periode kenalkan pangkat SKPNS

¥ Lo 4

Data pagawal yang berhak mangajukan

domentt | oraikan pangkat

Staf Kasubag Umum dan Keuangan melakukan verifikasi data pada SAPK
2 |Online uniuk kemudian dibuatkan nota dinas usulan kenaikan pangkat
kepada Bidang Data Fomasi dan jabatan

Kode Usulan KP 20menit  |Nota Dinas Usulan Kenaikan Pangkat

Iy

Bidang Data Formasl dan Jabatan melakukan verifikasi data terkait usulan i jkan |SK kenaikan penglcat
kenalkan pangkat yang kemudian di proses usulan kenaikan pangkatnya

Jikm proses kenaikan pangkat sudah selesai. stal Kasubag Umum dan
Keuangan mangambil SK kenailkan pangkat untuk kemudian diserahkan
kepada pegawal yang bersanghutan, serta copy SK dimaksud dicatat dalam
buku penjagasn kenaikan pangkat dan diarsipian

iy

30 menit

" Tanda terima pengiriman barkas
dan SK Pangkat - kenaikan panghat

B |copy SK kenaikan pangkat yang teleh dilegalisir ke BKAD untuk

Staf Kasubag Kasubag Keuangan, umum dan kepagawian mangirimban D Surat P ;
dilaksanakan penyesuaian gaji g

* Keterangn bagan alir/loweart

TERMINATOR urituk: memuls stau mengukhin

PROCESS uniul meminjuldcan proses yang harus dalalu

DBCTSION jiln - maka, jika sysrat lenghap maka akan diandatangans, |ika tidak lengkap beries dikembalikan kepada pemohon
DATA dnta-data yang dibutuhkam untuk memyver (ks suatu persynrtm

Qo0



11 S.UK/SOP/35 79 50212026

02 Marat 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM Nama SOP Pelaporan Gratifikasi

Dasar Hukum [Kualifikasi Pelaksana

; Tahun 1 ntang Penyelenggar N Bersih i . . . .
;mum dL:f“: Nafnor: mi dan N mﬂ " e cih bt 1. Memahami peraturan perundangan tentang korupsi, kolusi, dan gratifikasi

2. I?mran Walikota Batu Nomer 64 Tshun 2018 Tentangpedoman Pengendalian 2 M menjaga ¢aan petaporan

Gratifikasi
|Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Uralan Prosedur Pelaksana
1.Kaban
2. Sekretaris
3. Kesubag keuangan, Umum dan kepegawaian
4. Pelapor
| Kelengkapan Waktu
1, bukti laporan
Output

SUMBERDAYA MANUSIA

laporan gratfikasi KEPALA BADAN




PELAKSANA MUTU BAHU
KEGIA KETERANGAN
TAN pelapor kasubag sekretaris inspektorat Kelengkapan Wakiu Output
membuat laporan terkait keglatan gratifikasi lalu ( :}
hi ia sekretaris / kat laporan kegiatn gratifikasi 10 menit
L
menarima dan memeriksa laporan panerimaan
gratifikasi dan kemudian dibuatian laporan <> ORI o -i-sinorsong
penerimaan gratifikasi setelah kiarifikasi dan "I‘”'ﬂ'"‘“
validasi
menarima dan meneruskan laporan penerimaan el e | laporan penerimaan gratifikasi {Oimenit
gratifikas| setelah pemerikssan g W | setelah Karifikasi
menerima dan menganalisis laporan penerimaan mﬂwmﬂ
gratifikasi setetah Klarfikasi kemudian diberikan 15 menit tarifikasl yang sudsh &
rekomendasl penangnan serta di tanda tangani td
manerima laporan gratfikasi satelah kiarifikasi yang l@poran penerimaan gratifikasi
sudah di tanda tangan kaban dan membuat setelah idarifikasi yang sudah di | 10 menit
tembusan kepada inspektorat td
._D laporan penerimaan gratifikasi
inspekiorat menerima dan memproses laporan il setelsh kiarifikasi yang sudah di

* Keterangan bagan alir/floweart ;
=D

TERMINATOR untuk memulai atso mengakhiri

) . DOCUMENT uniuk menunjuickan dokumen yang dibutubkan atsa dibasilkan
<> : DECISION jikn - maka, jiks syarst lengkap maks skan ditandatangsni, jika tidak lengksp berkas dikembalikan kepada pemohon
/7 : DATA dats-datn yang dibutuhkan untuk memverifikasi sustu pervyaratan




2. Perwali No. 12 Th. 2013 Tentang Ujian Dinas dan Penyesuaian ljazah

|Nemor SOP 12 S.UK/SOP/35.79.502/2026
| Tanggal Pembuatan 02 Maret 2026
- |Tanggal Revisi
N [Tanggal Efektif
- |Tanggal Pengesahan
s Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
e e e NS s e, L 5PN 5 = SN Sumber Daya Manusia |
SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN Nama SOP PELAYANAN PENGUSULAN PESERTA UJIAN DINAS DAN UJIAN
SUMBER DAYA MANUSIA PENYESUAIAN IJAZAH
[Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang no 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 1. Sekretaris

2. Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian

3. Staf Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian

2. Kelengkapan berkas ujian dinas dan penyesuaian jjazah dari masing-masing

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Masuk 1. Komputer
1. ATK
2. Daftar Kualifikasi Peserta Ujian Dinas dan Penyesuaian ljazah
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Berkas Kelengkapan ujian dinas dan penyesuaian ijazah dari masing-masing
Uraian Prosedur Pelaksana
1.Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian
2.JFU
3.Sekretaris
4 Kabid
Kelengkapan [Waktu
1. Daftar pegawai yang memenuhi syarat 285 Menit

Output

Catatan pengarsipan




Prosedur Pengusulan Peserta Ujian Dinas dan Penyesuaian ljazah

Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian
menginventaris data pegawal yang sudah memenuhi Data pegawai yang berhak
1 |syarat untuk ujian dinas dan penyesuaian ljazah melalui { ' DUK 30 menit  |mengajukan ujian dinas dan
DUK setelah ada pemberitahuan adanya ujian dinas dan penyesuaian jjazah
penyesuaian ijazah
Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian
menginformasikan kepada pegawal yang berhak Daftar pagawai yang Kelengkapan berkas ujian dinas
2 |mengajukan ujian dinas dan penyesuaian ijazah untuk i > 30 menit  |dan penyesualan ijazah dari masingy
melengkapi berkas sesuai persyaratan yang telah i masing pegawal
ditetapkan
Berkas yang telah terkumpul diverifikasi oleh staf kasubag Kelengkapan berkas ujian dinas
3 |umum dan kepegawaian untuk kemudian dibuatkan nota _.I_ Berkas pagawal 120 Menit |dan penyesuaian fjazah dari
dinas masing-masing pegawai
Staf Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian Draft Nota Dinas Nota Dinas yang telah diparaf
4 |membuat nota dinas untuk diperiksa dan diparaf Kasubag beserta 20 menit  |Kasubag Keuangan, Umum dan
Umum dan Kepegawaian kelengkapannya Kepegawaian
, " : . Nota Dinas beserta Nota Dinas yang telah ditanda
5 |Nota Dinas diperiksa dan ditanda tangani Sekretaris ™ Gelengipari 20 menit tangani Sekretaris
[
8 Berkas kelengkapan dikinmkan ke Bidang sesuai dengan surat masuk yang 20 t Tanda terima pengiriman berkas
permintaan telah diselesaikan kenalkan pangkat
Jika proses ujian dinas dan penyesuaian ijazah sudah
selesai, staf kasubag umum dan kepegawaian mengambil
7 |STLUD/STLUPI untuk kemudian diserahkan kepada 15 menit  |Catatan pengarsipan
pegawal yang bersangkutan, serta copy SK dimaksud
dicatat dalam DUK dan diarsipkan
L
8 |Staf Kasubag umum dan kepegawaian menyimpan ke file l l 30 menit  |STLUD / STLUPI
* Keterangan bagan alir flowcart :

: TERMINATOR untuk memulai stau mengakhiri

PROCESS untuk menunjukkan proses yang hars dilalui

DOCUMENT untuk menusyjukkan dokumen yang dibutuhkan atay dibasilkan

DECISION jika - maka, jika syarat lengkap maka akan ditandatangani, jika tidak lengkep berkas dikembalikan kepada pemohon
DATA daiz-data vang dibutubkan untuk memverifikasi sustu persyaratan

WU
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Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

PEMBUATAN SURAT IJIN CUTI

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang no 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

1. JFU

2. Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian

3. Sekretaris

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Surat Masuk

1. Alat Tulis Kantor {ATK)

SOP Surat Keluar 2. Daftar Program Kegiatan
SOP Cuti Pegawal
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Kekurangan berkas berakibat terhambatnya proses pengajuan cuti 1. Buku Kendali Cuti
Uralan Prosedur Pelaksana
JFU
Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian
Sekretaris
Kabid
Waktu
Form Pengajuan cuti 120 Menit
Nota Dinas ljin Cuti
!
Output Pengesahan A Ve IS A
Surat Cuti KEPALA B ; SUMBER DAYA MANUSIA

:mwﬁ—;;@-ﬁ
AN RN
=)




Prosedur Pembuatan Surat {jin Cuti

1. Cuti Tahunan : melampirkan keterangan belum
1 rruhhim ..m._ langsung masing-masing yang kemudian C}--D pernah mengambil cuti 30 meck Form Permohonan Pengajuan Cutl

da Kasubag Keuangan, Umum dan

2. Cuti Bersalin : melampirkan surat keterangan
dari dokter/Rumah Sakit

3. Umroh/Keg Keagamaan : melampirkan surat
keterangan dari biro perjalanan haji/umroh

Staf Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian

g [Preemmc: el SAFK, dur matisgin nols O ..l |[ 30menit |Mota Dinas jin Cut
kepada Bidang Mutasi untuk menerbitican surat §in cuti
|pegawai yang bersangkutan

Nota Dinas diperiksa dan dipara oleh Kasubag I:':I Nota dinas Pangajuan Cuti yang telah
3 ‘ o dan K i 15 manit diparal Kasubag Keuangan, Umum dan

Neta Dinas yang telah diparaf cleh Kasubag Keuangan, N e | Nota dinas Pengajuan Cuti yang telah
4 |Umum dan Kepegewsian disjukan kepada Sekretaris ..o I 5k dibubuhi tands tangan Sekretaris
lmmmm

Staf Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian j
5 |menyerahkan berkas pengajuan cuti (Form Permohonan E
dan nota dinas pengajuan Cuti kepada Bidang Diklat

Buku Exspedisi 15 menit _Tmut:ﬁwmrmb-i-

Jika proses penerbitan ijin cuti sudah seiesal di Bidang
Pengembangan, staf Kasubag Keuangan, Umum dan
6 Kepegawaian mengambil Surat (jin Cuti untuk D 15 menit Surmt Cut

Surat cuti untuk
ybs dan arsip BKD

* Keterangan bagan slu/ flowcart

>  TERMINATOR untuk memula atsu mengakhir
PROCESS untuk menunjokdon proses yvang haras dilalu

| — DOCUMENT untuk menunjukican dokumen yang dibutuhkan atau dibasilkan

8 DECISION jika - maka, jikn svarat lenglap maka skan ditandatangan, jika tidak lenglap berkas dikembatikan kepada pemohon
DATA dats-dats yang dibutuhian untuk mermven(fikosi sty persvaratan
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02 Maret 2026

Maee A T L T Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SOM Nama SOP PENGURUSAN KARIS DAN KARSU

Dasar Hukum Kualifikasl Pelaksana
1. Undang-undang no 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 1. Memahami paraturan perundang-undangan bidang kepegawaian
[Keterkaltan
1. SOP Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Karis/ Karsu 2. ATK
3. File Pegawal
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
[Urafan Progedur

1. DUK

E.Bnrlcu Kepegawalan Pemohon

Terbitrya Karis / Karsu




Kasubag Keuangan, Umum dan Kepsgawalan

Data pegawai yang berhak mengajukan

menginventaris pegawai yang belum mempunyai Karis / DUK 30 menit Karis / K
Kasubag Keuangan, Umum dan Kapegawaian
menginformasikan kepada pegawai yang berhak mengajukan Daftar pegawai yang 30 menit |/ @lengkapan berkas Karis / Karsu dari
Karis / Karsu untuk melengkapi berkas sesuai persyaratan memenuhi syarat masing-masing pegawai
yang telah ditetapkan
Berkas yang telah terkumpul diverifikasi oleh staf Kasubag _
4 E kapan berkas Kans / Karsu dani
Keuangan, Umum dan Kepegawaian untuk kemudian Berkas pegawai 1hari  |Releng : ;
dibuatkan nota dinas masing-masing pegawal
Staf Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian membuat Draft Nota Dinas
nota dinas untuk diperikaa dan diparaf Kasubag Umum dan beserta 15 menit m“‘bmrw
Kepegawaian kelengkapannya Keuangan, Kepegaveian
: i " " N Nota Dinas beserta : :
Nota Dinas diperiksa dan ditanda tangani Sekretaris -1': } i o 15 menit |Penerbitan Karis / Karsu

* Keterangan bagan alwfloweart :
O TERMINATOR unfuk memulai stan mengakhiri
E :  PROCESS untuk meminyukkan proses yang harus dilaha
| DOCUMENT untuk menunjukkan dok yang dibutuhkan swu dibasilkan
= DECISION jika - maka, jike syarst lenyskap rmaka alken ditandatangami, jika tidak lengkap Berkas dikembalikan kepads pemohon
7 DATA data-data yang. kan untuk verifikasi suatu p
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Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Bumber Daya Manusia

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UL No. 43 Tahun 2009

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

4. Keprmenpan dan Reformast Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasicnal Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peratumn Menter: Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional
Prosedur di Linglungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kola.

6. Peraturan HKepala ANRI Nomer @ Tahun 2018 Tentang Pedormnan Pemeliharaan Arsip
Dinamis

7. Peraturan Kepala ANRI Nomor 937 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusutan
Arsj

H. P:mli:umn Hepala ANRI Namor © Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusutan
Arsip di Lingkungan ANRI

9, Peraturan Kepala ANR! Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Gerakan Nasional Sadar
Tertib Arsip

10, Peraturan Walikota Batu No. 27 Tahun 2012 Tentang tata Kearsipan

11, Peraturan Wali Kota batu Nomor 126 Tahun 2020 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi , Urnian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian
dan Pengernbangan Sumber Daya Manusia

1. Minimal setinglkat D-3

2. Menguasai Pengelolaan dan Pemahaman Kearsipan Dinamis
3, Menguasai Program office for windows
4, Menguasai Pedoman-pedoman Kearsipan

[Peralatan /Perlenghapan

1. BOP Penyimpanan dan Penataan Arsip Aktil

1. Record Centre

4. Lembar Form Peminjaman
3, Daftar Arsip Aktif

4, Arsip Aktif

Peringstan

5, Buku Peminjaman Arsip

Apabila pelaksanaan peminjaman areip aktif tidak berjalan dengan baik akan mengakibatkan
terganggunya kinerja Badan Kepegawaian dan Fengembangan Sumber Daya Manusia.

Uraian Prosedur

1. Kepals Bidang

5. Arsiparis
6. JFU

2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kasubag Kevangan, Umum dan Kepegawaian
4. Kasubag Program dan Pelaporan

1. Burat Permohonan

2. Formulir Peminjaman

3, Dokumen/Arsip

4, Daftar Perinjaman Arsip

55 menit

Output

1. Dokumen/Arsip

2. Daftar Peminjaman Arsip Yang Telah Ditandatangam




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) TENTANG PEMINJAMAN ARSIP AKTIF

Penanggung Jawab Mutu Baku
No. Kegiatan Pengolah Arsip / Keterangan
Pemohon Kabid Arsigaris Kelengkapan Waktu Qutput

1 |Mengajukan surat Surat permintaan |5 menit |Surat permintaan
permohonan peminjaman peminjaman
peminjaman ‘ '
arsip/dokumen (secara
Lisan/tertulis)

2 |Menerima permohonan Surat permintaan |5 menit | Surat permintaan
peminjaman arsip dari peminjaman peminjaman, disposisi
peminjam arsip dan 4 lisan/tertulls
berkoordinasi dengan
arsiparis / pengelola
arsip untuk
menindaklanjuti

3 |Menindaklanjuti surat Surat permintaan 10 menit |informasi arsip yang
peminjaman dari A 4 peminjaman, dipinjam
peminjam arsip dan disposisi lisan /
melakukan pengecekan tertulis
dan klarifikasi arsip
yang dipinjam

4 |Menyerahkan formulir Formulir 10 menit |Formulir peminjaman
peminjaman dokumen peminjaman yang telah diisi
untuk ditindaklanjuti

5 |Memberikan informasi Daftar peminjaman |15 menit |Arsip yang dipinjam Unit terkait dapat meminta

ketentuan dalam
peminjaman arsip,
melaksanakan
pencarian arsip,
melakukan pencatatan
peminjaman, dan
menyerahkan arsip yang
di pinjam

arsip

dispensasi waktu peminjaman

arsip




Menerima arsip dari Arsip 5 menit |Arsip Maksimal peminjaman adalah 5

petugas dan < hari, apabila lebih dari 5 hari

mengembalikan sesuai kerja dapal diperpanjang

dengan ketentuan dengan menghubungi pengolah
arsip/arsiparis

Menerima arsip yang Arsip, Daftar 5 menit |Arsip, Daftar Memeriksa arsip dalam kondisi

telah dipinjam dan
melakukan pencatatan
pengembalian

peminjaman arsip

peminjaman arsip

baik dan lengkap (utuh)




16 S.UK/SOP/35.79 502/2026

02 Maret 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 32 Tahun 2011 Tentang S8tandar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedomean Pemeliharaan Arsip
Dinamis
7. Peraturan Kepala ANRI Nomor 937Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip
8. Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip
di Lingkungan ANRI
9. Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Gerakan Nasional 8adar Tertib Arsip
10. Peraturan Walikota Batu No. 27 Tahun 2012 Tentang tata Kearsipan
11. Peraturan Wali Kota Baru Nomor 126 Tahun 2020 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi , Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia
PEMINJAMAN ARSIP INAKTIF
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomer 43 Tahun 2009 Teniang Kearsipan 1. Minimal setingkat D-3
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 2. Menguasai Pengelolaan dan Pemahaman Kearsipan Dinamis
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3, Menguasai Program office for windows
4. Kepmenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman 4, Menguasai Pedoman-pedoman Kearsipan

Heterkaltan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyimpanan dan Penataan [naktif 1. Record Centre
2. Lembar/Form Peminjaman
3, Daftar Arsip Inaktif
4, Arsip Inaktif
5. Buku Peminjaman Arsip
| Peringatan P tatan dan Pendat
Apabila pelaksanaan peminjaman arsip inakuf tidak berjalan dengan baik akan mengakibatkan
terganggunya kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
7 el -
1. Sckretaris
2. Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian
5. Arsiparis
6. JFU
Kelengkapan Waktu
1. Surat Permohonan 60 menit
2. Formulir Peminjaman
3. Dokumen/ Arsip
4. Danar Peminjaman Arsip -
Output Pengesashan

1. Dokumen/Arsip
2. Daftar Peminjaman Arsip Yang Telah Ditandatangani

APy
Zz M|




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) TENTANG PEMINJAMAN ARSIP INAKTIF

Penanggung Jawab Mutu Baku
No. i 2 Keterangan
Eagieen Pemohon Sekretaris/Kasubbag P"‘g:ﬁ:"’ ) Kelengkapan | Waktu Output g
1 |Mengajukan surat Surat permintaan |5 menit |Surat permintaan
peminjaman ﬁ peminjaman peminjaman
arsip/dokumen {secara
lisanftertulis)
2 |Menerima permintaan 2 Surat permintaan |5 menit |Surat parmintaan
peminjaman arsip dari peminjaman peminjaman, disposisi
peminjam arsip dan lisanftertulis
berkordinasi dengan
arsiparis / pengelola
arsip untuk
menindaklanjuti
3 |Menindaklanjuti surat Surat permintaan |10 menit |informasi arsip yang
peminjaman dari h 4 peminjaman, dipinjam
peminjam arsip dan disposisi lisan /
melakukan pengecekan tertulis
dan klarifikasi arsip yang
dipinjam
4  |Menyerahkan formulir i Formulir 10 menit |Formulir peminjaman
peminjaman dokumen peminjaman yang telah disi
untuk ditindaklanjuti
5 |Memberikan informasi Daftar peminjaman |20 menit | Arsip yang dipinjam, Unit terkait dapat meminta
ketentuan dalam Q arsip daftar perminjaman yang |dispensasi waktu peminjaman
peminjaman arsip, telah diisi arsip

melakukan pencarian
arsip, melakukan
pencatatan
peminjaman, dan
menyerahkan arsip
yang di pinjam




Menerima arsip dari Arsip 5 menit |Arsip Maksimal peminjaman adalah 5
petugas dan hari, apabila lebih dari 5 hari
mengembalikan sesuai karja dapat diperpanjang
dengan ketentuan dengan menghubungi pengolah
arsiplarsiparis
Menerima arsip yang Arsip, daftar S menit  |Arsip, Daftar Memeriksa arsip dalam kondisi
telah dipinjam dan peminjaman arsip peminjaman arsip baik dan lengkap (utuh)
melakukan pencatatan D

pengembalian
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Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBEANGAN SDM

SOP PAYROLL GAJI

|[Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. UU No 1 Tahun 2004 tentang Kuangan Perbendaharaan Negara
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Dasrah

3. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah

1, Memahami peraturan tentang pemberian gaji dan tunjangan PNS
2. Memiliki kompetensi tentang penganggaran gaji dan tunjangan PNS

3. Terampil dalam menggunakan MS Office dan software aplikasi Keuangan Daerah (SIMDA)

Keterkaltan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPP-SPM GAJI

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Daftar Nama Pegawai

3. Buku Cek
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Uralan Prosedur Pelaksana
1. BUD
2. Bank Pemberi Kredit & Koperasi
3. Bendahara Galji
4. PPK-SKPD
Kelengkapan Wakiu
1. Slip Gaji Pegawai 220 menit
2, Print Out Daftar Gaji Bulan Sebelumnya
3. Print Out Potongan Gaiji dari Bank Pemberi Kredit & Koperasi
Output Pengesahan

Arsip Daftar Gaji Payroll (Hardcopy & Softcopy excel) & Slip Gaji PNS




STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN KONSEP PEMBAYARAN GAJI PAYROLL BANK JATIM

1 |Menerma Printout Daftar Gaji darl Bid Perbendsharaan BPKAD Stip Gaji Pegawal 10 menit  |Tanda Tedma
Z p K
2 |Mengoreksi Printout Daftar Gaji (Data dan besaran Gaji) ,<> mmﬁdmm o T —
3 |Bark Pemberi Kredit & Koperas! memberi Printout Potongan Gail o Fouangen Gaj deri Bank Pambed a5 meckt  [Tands Tedma
Mevekap Printout caftar Gajl beserta Potongan dan Bank Pembert = Printout Daftar Gaji dan Prntout Pofiongan ,
4 |kreoit & Koperasi ’¢ Gaj dari Bank Pemberi Krest & Koperasi | ot |Rekap Gajl Manual (soel)
) ) Diraft Gaji Payroll (hardoopy &
5 |Membuat Konsep Pembayaran Gaji sor Payroll Bark Jatim Reiap Gajl Marual (moei) Sment | ooy eoel & Sip Gajl PNS
% &
8 |Memverifikas Dahar Pambayaran Ga scr Payreil Bank atim » mﬁm‘w‘mm 30 menit w“mm
7 Mengarsip Daftar Fembayaran Gajl scr Payroll Bank Jatim dan Meminta Ei_l Daftar Gagl Paynall (hardcopy & Softcopy excel) 10 mantt Arsip Daftar Gai Payroll (hardcopy
o sural ksluar untuk Panganitar — & Slip Gagl PNS & softcapy excel] & Slip Gaji PNS
Meriyampadan dan Mengirm e-mail Daftar Pembayeran Gaj scr L| .
8 [ouroh i Brse Jotim | I Daftar Gaji PeyToll {hardoopy & saftcopy excel) |8 menit  |Tanda Terima dari Bank Jatim
* Keterangan beogan alin Towesst :

Q0000

. TERMINATOR ungul msemlai st mengakhin
. PROCESS uneul mesunguidan proses yang harns: dilshs
¢ DOCUMENT uniuk

dokumen ying.

: DATA date-dota yang dibwmblon wntull memverifikes susty pervyarsten
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'-P"';'. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPP-SPM LS_BJ
SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM Nama SOP (LS Barang & Jasa) KE BUD

Dasar Hukum Kualifikasl Pelaksana

1. UU No 1 Tahun 2004 tentang Kuangan Perbendaharaan Negara 1, Memahami peraturan perundangan tentang penatausahaan keuangan

f; aLm"'."n 'Mm’" wah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2016 tentang Pengelolaan |, r. o) dalam menggunakan MS Office dan software aplikasi Keuangan Daerah (SIMDA)

3 Bersertifikasi Bimtek atau Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah

|Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer yang dilengkapi dengan Instalasi SIMDA
2. Printer
3. Alst Tulis Kantor

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Uraian Prosedur |Pelaksana

1. PPTK Bidang
2, Petugas Penerima SPJ/ verifikator
3. Bendahara Pengeluaran

4, PPK-SKPD
5. PA | KaBan
Kelengkapan Waktu
1. Dokumen Pendukung SPP 185 menit
2. Dokumen Pendukung SPP & Checklist Kelengkapan SPP
Output

GAN SUMBERDAYA MANUSIA

SFM




Jawab Mutiak

Menyampaikan SPJ untuk dilakukan Pengajuan SPJ LS tahun 2022 i Jeul
Pembayaran dari BUD SPJ dan e | i
Kelengkapannya
Mengoreksi Kelengkapan Dokumen Tidek
SPP & mengisi checkiist kelengkapan Dokumen Pendukung SPP & 45 merit Dokumen Pendidikan SPP
sPP Checklist kelengkapan SPP Terveifikasi
Ya
Dokumen Pendukung SPP & Dokumen Pendukung SPP
Memverifikasi dokumen SFPP Y Checkiist | app 30 menit T i
4 p.msppl i I:ﬁ Tidak Dokumen Pendukung SPP 10 menit Draft SPP rangkap 2
5 Memverifikasi draft SPP & memparaf Dokumen SPP 1-3 & Lembar 30 Menit FSPFMW!&IHT“
lembar pengesahan SPP Pengesahan SPF pengesahan SPP
g |Menandatangani PP & Surat SPP 1-3dan Surat Tangaung ;0 [or e ﬂl&aml'm
Tanggung Jawab Belanja Jawab Belanja !lﬁhul:iul ; i
7 |Membuat Draft SPM : SIP"I'::,‘“:””TM 10menit  |Draft SPM rangkap 2
SPM. Surat P g SPM, Surat Pengantar, Surat
Menandatangani SPM & Phriemiaan Pengign; SOW- LS, Surat Pernyataan ok
8 LS, Surat Pernyataan Tanggung | 10 menit s
Kelengkapannya Jawab PA. Surat T Tanggung Jawab PA, Surat
anggung Tanggung Jawab Mutiak yang

telah Ditandatangani




Menpgarsip Copy SPP-SPM, Meminta

o |0 surat keluar untuk Pengantar SPM | ,.." SPM & Kelengkapannya, Surat | Arsip SPM dan SPM siap
dan Menyiapkan SPP - SPM yang Pengantar dikirim
akan dikirim
Menyampaikan SPM beserta dokumen > ) . Penyampaian
10 |k siengkapannya ke BPKAD SPM 10 menit Tanda Terima SPM dari BUD M!::'lw
* Keterangan bagan alir‘floweart :

C——> : TERMINATOR untuk memulai atau mengalkhin
+ PROCESS untuk menunjukkan proses vang harus dilalui

Wi

DOCUMENT untuk menunjukkan dokumen yang dibutuhkan atau dihasitkan
DECISION jika - maka, jika syarat lengkap maka akan ditandatangani, jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon
DATA dain-data yang dibutuhkan untuk memverifikasi suatu persyaratan
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gal Pembuatan 02 Maret 2026

Kepala Badan Kepegawalan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPP-SPM LS_GJ (Belanja
Gaiji) KE BUD

Dasar Hukum

Kualifikasl Pelaksana

1. UU No 1 Tahun 2004 tentang Kuangan Perbendaharaan Negara
2. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

1. Memahami peraturan perundangan tentang penatausahaan keuangan
2. Memiiiki kompetensi tentang penganggaran gaji dan tunjangan PNS

3, Terampil dalam menggunakan MS Office dan scftware aplikasi Keuangan Daerah (SIMDA)

4. Bersertifikasi Bimtek atau Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer yang dilengkapl dengan Instalasi SIMDA
2. Printer

3. Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

[Uralan Prosedur

Pelaksana

1. Bendahara gaji

2. Bendahara Pengeluaran
3, PPK-SKPD

4. PA | KaBan

Waktu

1. Dokumen Pendukung SPP
2 Dokumen Pendukung SPP & Checklist Kelengkapan SPP

150 mentt

SPM & SPP




STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPP-SPM LS_GJ (Belanja Gaji) KE BUD

Menyampailan Printout Daftar Gaji Pegawai dari Bid.
Perbend BPKAD Slip Gaji Pegawal 10 menit Tanda Terima
Ya
Mengoreksi Printout Daftar Gajl Pegawai (Dsta dan Printout Daftar Gall Pegawai |40 Printout Daftar Gaji Pegawai
besaran Gali) Pegawal Bulan Berikutnya |terverifikasi
Draft SPP rangkap 1, Surat
3 Penyatasn Bendahara rangkap 2,
Membuat Draft SPP, Surat Pernyataan Bendahara, mellﬂ-l'll m"z,rmmmu. Hrroaiaan
Tanggung Jawab untuk Pengguna Anggaran Lembar Printout Daftar Gaji Pegawal 30 menit Jawab Mutiak rangkap 2 & Lembar |Tergantung Koneksi
Pengesahan SPP Gaji & SSP PPh 21 Gaji, Surat yang terverifikas! Pengesahan SPP Gaji rangkap 2, | dengan VPN BPKAD
Parrpstann Pargnhom 564 Surat Pernyataan Pengajuan SPM-
LS-GJ, Surat Pernyatasn
Tanggung Jawab Mutiak
\2 8PP rangkap
1-3 1 & lembar
Memverifikasi Draft & Kelengkapan serta memparafl Draft SPP 1-3 Kalengkapanmnya
lembar pengesahan SPP serta Lombar Pengesahan Spp |'> Ment :m|r|| i o
Membuat Draft SPM Dokumen SPP 1-3 30 menit Draft SPM rangkap 2




& |Menandatangani SPM & Kelengkapannya

Darft SPM, Kelengkapannya,
Surat Pengantar

15 menit

EPM & Kelengkapannya, Surst

Mengarsip Copy SPP-SPM dan Meminta no surat l _|:
7 |keluar untuk Pengantar SPM & Menyiapian SPM
dan Kelenghkapannya untuk dikirim

SPM & Kelengkapannya, Surat
Pengantar

10 menit

Arsip SPM & Kelengkapannya,
SPM siap dikinm

Menyampaikan SPM baserta cokumen

SPM & Kelengkapannya

10 menit

Tanda Terima SPM dari BUD

kondisi & situasi

* Keterangan bagan alir floweart

¢ TERMINATOR untuk memulsi atan mengakhiri

PROCESS antuk menunjuklan proses yang harus dilalui

DOCUMENT unhik menunjulkan dokimen yang dibutuhlan stau dihasilkan

DECTSION jikn - maka, jiks syarat lenghap maka skan ditandatangani, jiks tidsk lengkap berkas dikembalikan kepada pemobion
DATA data-data yamg dibutubkan untuk mesmvenfikasi sustu persyaratan.

WU




SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

20 S.UK/SOP/35.79.502/2026

02 Maret 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPP-SPM GU (Ganti Uang)
KE BUD

[Dasar Hukum

Kualifikas Pelaksana

1. UU No 1 Tahun 2004 tertang Kuangan Perbendaharaan Negara

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

1. Memahami peraturan perundangan tentang penatausahaan keuangan
2. Terampil dalam menggunakan MS Office dan software aplikasi Keuangan Daerah (SIMDA)

3. Bersertifikasi Bimtek atau Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah

Keterkaitan Peralatan/Periengkapan
1. Kemputer yang dilengkapl dengan Instalasi SIMDA
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Uralan Prosedur Pelaksana
1. PPTK Bidang
2. Petugas Penerima SPJ / verifikator
3. Bendahara Pengeluaran
4. PPK-SKPD
5. PA | KaBan
[Kelengkapan Waktu
1. Dokumen Pendukung SPP 1 hari
2. Dokumen Pendukung SPP & Checklist Kelengkapan SPP
Output
SPM A MANUSIA




PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPP-SPM GU (Ganti Uang) KE BUD

PELAKSANA MUTU BAKU
Palges Bend KETERANGAN
o, s PPTK Bidang | Penerima SPJ | lahara | PPKSKPD | PA/Kaban | Carska Kelengitapan Waktu Output
Verifikstor | "™
1 |Meminta Nota Dinas Tagihan Belarja D mkmm"’" 15 menit
(Kwitansi, Nota, Surat
Permyataan Tanggung
worpsmsansrisameiems | ) — o
< T
jukan SPJ Bi SPJ dan Rinck y
2 ’ 0menit  |SPJGU Jawab Mutiak, Surat
Kelenghapanrys i Bumrin Pengajuan SPM GU ,
Tanda Terima , Daftar
Hadir , Undangan)
o N _
5 [Mengoreksi / Verificasi Keiengkapan dan P Dokumen SPJ dan Rinclan |1 Dok, SPJ & Rin Obj,
Keabsahan Dokumen SPJ GU Obiek Belanja MOk | B otaris Tarverifiaei
Memverifikasi Dokumen SPJ GU dan Dokumen SPJ dan Rincian . Batas Waktu can
4 i ‘<> i B 5ment  DokumenSPJGU [
Membuat Nomor Bukti SPJ tian Mengentri SPJ ke Dokumen SPJ dan Rincian 5
SIMDA Objek Belanja e
'\
¢ [Membayar SPJ yang telah disetuiui (bend) PA den Ej Dokumen SPJ & Rincian Objek | o - ., Nomor Bukli Dokumen
Membayar Pajak SPJ Belanfa SPJ dan BKU




le Dokumen SPJ & Rincian Objek 4 Lembar Pengesahan
7 |Membuat Lembar Pengesahan SPJ Ij_.l" Belani 10 menit SPJ
| Dokumen SPJ & Rincian Objek
Memverifikasi SP.J dan menandatangani Lemibsar 5 Lembar Pengesahan
8 sPJ wumw 60 menit SPy
Dokumen SPJ & Rincian Objek
Menyiapkan Kelengkapan Pertanggung Jawaban :
9 8P GU (Verifikator) g::njn!.Lurhrpangﬂm 30 menit
4
10 |Membuat Konsep SPP-GU | '-‘ Draft SPP-GU 1-3 45 menit SPP rangkap 2
11 |Memverifikasi SPP-GU Draft SPP-GU 1-3 60 menit SPP rangkap 2
12 (Membuat Draft SPM Draft SPM 20 menit Draft SPM rangkap 2
SPM, Surat Pengantar, Surat
Pemnyataan pangajuan SPM -
y GU, Surat Pernyataan "
13 [Menandatangani SPM & Kelangkapannya 7 PA. S 30 menit SPM
Tanggung Jawab




A
Mengarsip Copy SPP-SPM, Meminta no surat Ej
14 |keluar untuk Pengantar SPNI dan SPM yang akan

dikirim

SPM

10 menit

Arsip SPM

15 Menyampaikan SPM beserla dokumen

Kelengkapannya ke BPKAD

v

10 menit

Tanda Terima SPM dari
BUD

Penyampaian

kondisi & situasi

r

Keterangan bagan alir/flowcart :
: TERMINATOR untuk memulai atau
PROCESS untuk menunjukkan proses yang harus dilalui
DOCUMENT untuk menunjukkan dokumen yang dibutubkan atau dibasilkan
DECISION jika - maka, jika syarat lengkap maka skan ditandatangani, jiks tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon
DATA data-data vang ditutuhkan urmik memverifikasi suntu persyaramn

0000




- TNomor SOP 01 S.PL/SOP/35.79.502/2026
5 T Pembuatan 02 Maret 2026
e Revisi
- [Tanggal Efektif
~ |Tanggal Pengesahan
oy SR : | A " | Disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan F_*engemhangan
Bl A e Rl TR T i e B W LT Sumber Daya Manusia
SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA Nama SOP PENYUSUNAN RENJA DAN RENSTRA

[Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

1. Menguasai Komputer
2. Menguasai Microsoft Office Word

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Keterkaitan

Peral ka

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Sub Bagian

4. SOP Penyusunan Lakip
5. SOP Penyusunan LPPD

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Daftar Program Kegiatan
3. Daftar Indikator dalam program kegiatan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Proses penerimaan data program kegiatan di lingkup internal kurang prima akan

menghambat kesiapan dalam penyusunan Rencana Kerja

Uraian Prosedur Pelaksana
1. Kelompok JF
2. JFU
3. Bidang Pengembangan Kompetensi, Kesejahteraan, dan Pembinaan
4, Bidang Data, Formasi, dan Jabatan
5. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian
6. Kepala BKPSDM

Kelengkapan Waktu

1. Kerangka yang akan dibuat untuk Renstra dan Renja 260 menit

2. Data-data dari bidang

Qutput Pengesahan

Laporan Renstra dan Renja terdata secara valid dalam bentuk software dan hardcopy (jilid)




Kelompok JF menindaklanjuti disposisi dari Kepala
Badan

untuk Renstra dan Renja

30 menit

Ketersedisan data secara terperinci

Pejabat Fungsional Umum Menyiapkan dan Format kerangka untuk 45 menit Semua kebutuhan untuk semua
Membagikan Format data meminta data bidang BKPSDM

Kabid dan Kelompok JF menerima format data untuk memﬁn-mm Semua kebutuhan untuk membiat
menindaklanjuti permintaan data data laporan

Pejabat Fungsional Umum Menindakianjuti data Pengumpuian data dari

yang telah dikumpulkan dari bidang bidang untuk diproses 10menk  |Detatardasnpul dengar lenghap
Kelompok JF Program meneliti dan memeriksa data Data diperiksa dan diteliti i

yang diberikan dari bidang untuk dtindakianjut untuk ditindakdanjut Wmak:  [Disswisiedonn angion
Menginput data-data yang sudah terkumpul seseual Data yang sudah terkumpul 60 manit Format laporan diisi lengkap sesuai
format yang sudah diberikan untuk dibuat laporan untuk ditindaklanjuti ketentuan

wl l_Jlem-ﬂihmmuitud-um Laporan diperiksa dan diteiiti | 30 menit Laporan terdata secara valid
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan & : ; Laporan Renstra dan Renja terdata
SDM ks laporan > Laporan diperiksa dan diteliti | 15 menit etk dan vald

00

* Keterangan bagan alir'flowcart :
. TERMINATOR ontuk memulai stau mengakhin

PROCESS untuk menunjukican proses yang harus dilaloi

DOCUMENT untuk jukkan dok yang dit

DECISION jika - maka, jika syarat lengkap maka akan ditandatangani, jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon

DATA data-data yang dibutubkcan wntuk ifikan suatu persy




02 5.PL/SOP/35.79.502/2026

02 Maret 2026

Kepala Badan Kepegawalan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nemor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

1. Menguasai Komputer
2 Menguasai Microsoft Office

3. S0P Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
4. S0P Penyusunan RKA dan DPA

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan |3 Umum
4. Pernah Mengikuti Pelatihan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. Alat Tulis Kantor
2. SOP Surat Keluar 2 Komputer

3 Data Laporan Perkegiatan
4. Laporan RKA dan DPA
5. Pengumpulan dan Menginput Data

6. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila Dalam Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Terjadi Keterlambatan Akan Data dicatat dan disimpan dalam bentuk software
Mem ruhi Pencairan SKPD
ﬁ;dﬂ Pelaksana
1. Kelompok JF
2 JFU

3 Bidang Data, Formasi, dan Jabatan
4. Bidang Pengembangan Kompetensi, Kesejahteraan, dan Pembinaan
5. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian

6. Kepala BKPSDM

Kelengkapan Waktu

1. Kerangka yang akan dibuat untuk menyusun monitoring dan evaluasi 243 menit

2. Data-data dari bidang L

Output Pengesahan “H{ok \

Laporan monitoring dan evaluasi terdata secara lengkap dan valid KEPALA BADAN , iy """* | SUMBER DAYA MANUSIA




Kelompok JF menindaklanjuti disposisi dari Kepala (:)
1 (gad dahnnnllnmgdm 35 menit inci

Membagikan draft berupa data ke bidang | ‘ 1

yang pa Semua kebutuhan untuk

2 bk dit bt Draft untuk menerima data |30 menit bidang BKPSDM
§ Kabid dan Kasubag menerima format data untuk I Permintaan untuk pengisian 80 Semua kebutuhan untuk

menindaklanjuti permintaan data data-data membuat laporan
4 |Menginput data-data yang sudah terkumpul —i 1:. m".“::mm 90 menit | Data terisi secara lengkap

BELUM Data yang sudah terkumpul

Kelompek JF meneiiti dan memeriksa data yang Format laporan dilsi lenghap

* |diberikan dari bidang untuk ditindakdanjut s HE sk riri-gi 40 ment | osuai ketentuan
LENGKAP

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan > 3 . |Laporan terdata secara
® | oM memeriksa iaporan () |Laporan diperiksa can det|15 meni eisiring
* Keterangan bagan alir/floweart :
(O : TERMINATOR untuk memulsi atan mengakhiri
] : PROCESS untuk menunjukkan proses yang harus dilalui

. DOCUMENT untuk menunjukkan dokumen yang dibutuhkon atau dihasilkan
© DECISION jika - makn, jiks synrst lenghap maka alcan ditsndstangsni_ jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohaon
DATA data-data yang dibutublan unluk memverifikosi sualu persyaratan




~ [Nomor SOP

03 5 PL/SOP/35, 79 502/2026

"l Ta
. ~ |Tanggal Revisi

al Pembuatan 02 Maret 2026

T al Efektif

i Tﬂmﬂl Penge&anan
_ |Disahkan oleh

SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

1. Menguasai IT dan Komputer
2. Pelatihan Teknis

3. Operator SIMDA

5. APED Kota Batu

3. SOP Penyusunan LAKIP
4. SOP Penyusunan LPPD

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Sub Bagian 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. SOP Penyususan Renstra dan Renja 2. Komputer

3. Daftar Rekapitulasi Rencana Kegiatan
4. Jaringan Internet
5. Pengumpulan Data Rencana Kegiatan

Kepala Badan Kepagawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

PENYUSUNAN RKA DAN DPA

8. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Proses penerimaan data program kegiatan di lingkup internal kurang prima, Koneksi
Internet yang kurang maksimal dan apabila terlambat dalam pengumpulan RKA,DPA
dan SIRUP maka kemungkinan akan mempengaruhi pencairan
Uraian Prosedur Pelaksana
1. Kelompok JF
2. JFU
3. Bidang Pengembangan Kompetensi, Kesejahteraan, dan Pembinaan
4. Bidang Data, Formasi, dan Jabatan terdiri atas kelompok jabatan
5. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian
6. Kepala BKPSDM
Kelengkapan Waktu
1. Format pengisian kegiatan 370 menit
2. Data-data dari bidang
Output Pengesahan
Laporan RKA atau DPA




SOP PENYUSUNAN RKA ATAU DPA

* Keterangan

Gouro

TERMINATOR untuk memulai stan mengakhiri

: PROCESS untuk menunjukkan proses yang harus dilalus

¢ DOCUMENT untuk menunjukian dokumen vang diburuhkan atau dihasikan

. DECISION jika - maka, jiks svarat lengkap maks skan ditandatangani, jika fidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemchon
: DATA data-dala vang dibutubkan unnuk memverifilasi suatu pennyaratan

Format pengiriman data
1 |Kelompok JF menindaklanjuti disposisl dari Kepala Badan ( : untuk diberikan kpd masing- |15 menit Ketersediaan hasil data
masing bidang
r
Pejabat Fungsional Umum Menylapkan dan Membagikan | Hasll
2 Formuet deka yeng diperiukan untuk penginputan Format pengisian kegiatan |15 menit data
L
Kablid dan Kasubag menerima format data untuk Format untuk pengisian
? | menindadanjut permintaan data | data-data nghata Q0ment |Siapnya kebuluhan data kegistan
data dari
4 |Mengumpulkan data dari masing-masing bidang %» mw 10 menit Tamu diterima sesuai SOP
L
data kegiatan
¢ |Kelompok J7 meneltl dan memerksa data yang dibsrikan k\ LENGHAP mum i Rekap RKA atau DPA masing:
dari bidang untuk ditindakianju . b gt masing bidang
Menginput data-data sudah terkumpul secara online [Dtata yang sudah terkumpul Terinputnya data kegiatan secara
| b acpunsendivsty i) untuic diproses panginputan | ' ™™ loniine
Data yang sudah
7 |Membagikan data-data kegiatan pada bidang untuk diperiksa [ wﬂuﬂwm 4Sment  |Date secera vaiid
8 Mengumpulkan data dari masing-masing bidang untuk diteliti Diperiksa dan ditindak 30 menit Data sscara vaiid
dan diperiksa ]’_‘ lanjuti
o |Kelompok JF meneti dan memeriksa data yang sudsh <( LENG d'-':;"'m“" 15 menit Laporan terdata secara valid
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM [_uenaar Laporan diperiksadan | . |Laporan RKA atau DPA terdeta
101 memeriksa laporan RKA atau DPA | dteit secara valid
bagan alir/ Nowean :




Fs ~ |Nomor SOP 04 S5 PL/SOP/35.79.502/2026

' - [Tanggal Pembuatan 02 Maret 2026
~ |Tanggal Revisi

- |Tanggal Efekiif
 [Tanggal Pengesahan
. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
; ; M S S T S A N i ) e Sumber Daya Manusia
SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA Nama SOP PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SUB BAGIAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

1. Menguasai Komputer
2. Menguasai Microsoft Cffice Word

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

5. APBD Kota Batu

6. RPJMD Kota Batu tahun 2017-2022

Keterkaitan

Pera

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. SOP Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Sub Bagian
4. SOP Penyusunan Lakip

5. SOP Penyusunan LPPD

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Daftar Program Kegiatan
3. Daftar Indikator dalam program kegiatan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Proses penerimaan data program kegiatan di lingkup internal kurang prima akan

menghambat kesiapan dalam penyusunan Rencana Kerja

Uraian Prosedur Pelaksana
1. Kelompok JF
2. JFU
3. Bidang Pengembangan Kompetensi, Kesejahteraan, dan Pembinaan
4. Bidang Data, Formasi, dan Jabatan
5. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian
6. Kepala BKPSDM

Kelengkapan £ 5 2 Waktu

1. Kerangka yang akan dibuat untuk Renstra dan Renja 260 menit

2. Data-data dari bidang

OQutput Pengesahan




Draf data yang akan dibuat

1 |Kelompok JF menindaldanjuti disposisi dari Kepala Badan ‘ } Gkt 30 menit Hasil data
2 |Menyusun rencana kegiatan yang berupa draft ke bidang untuk ditindak lanjuti Rapat antar bidang B0 menit Hasil rapat kegiatan
[
f Permintaan untuk pengisian Samua kebutuhan untuk kegiatan
3 |Merekap dan mensliti hasil kegiatan dari bidang untuk diproses kebih lanjut fate: chad 30 manit ;

4 |Memeriksa data-data kelengkapanmya yang sudah terkumpul <|/ LE mv:wﬂmhmm 30 mentt Format kegiatan diisi lengkap sesual
5 |Menginput dats-data yang sudah terkumpul I%m i S [0ment  |Data terisi secara lengiap
& |Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SOM memariksa laperan me 15 menit Lm-u--m-m”

* Keterungan bgan alirflowear :
O | TERMINATOR uniuk memulsi stau mengakhin
—] FROCESS urtuk menurguldon proses yang harus dilalui

S

DOCTMENT ustuk menurjuldess dolnmsen yang dibatuhkan stsu dihamlkan
¢ DECISION jika - maka, jike synrs lenghop maka akan ditandetangsn, jika tudak lengkap bericas deloembalikan kepada pemohon
DATA data-dats g dibutubiian untul memverifilss suatu persysratan




~ |Tanggal Pembuatan

~ |Tanggal Revisi

- |Tanggal Efektif

- |Tanggal Pengesahan
. |Disahkan oleh

|Nomor SOP

05 8.PL/SOP/35.79.502/2026

02 Maret 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

N TR e S A ST Foy Sumber Daya Manusia
SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN Nama SOP PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH (LAKIP)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

1. Menguasal Komputer

2 Menguasal Microsoft Office

3. Pengumpulan dan Pengelahan Data

4. Memahami Penyusunan Laporan

Peralata n
1. SOP Surat Masuk 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. SOP Surat Keluar 2. Komputer

3. BOP Penyusunan RKA dan DPA
4. SOP Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Sub Bagian

3. Data Laporan Perkegiatan
4, Laporan RKA dan DPA
5. Data Laporan Realisas| Kegiatan

6. Printer .
Peri Pencatatan dan Pendataan
Untuk mengetahui dan evaluasi terhadap laporan kegiatan pertahun Data dicatat dan disimpan dalam bentuk softfile
Uraian Prosedur Pelaksana
+ 1. Kelompok JF
2. JFU

3. Bidang Pengembangan Kompetensi, Kesejahteraan, dan Pembinaan
4, Bidang Data, Formasi, dan Jabatan

5. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian

6. Kepala BKPSDM

Kelengkapan [Waktu

1. Format pengisian kegiatan 260 menit

2. Data-data dari bidang

Output Pengesahan

KEPALA BADAN KPS MY
/a




Kerangka yang akan dibuat

1 |Kelompok JF menindakianjuti disposisi dari Kepals Badan D untuk LAKIP 30 mantt Ketersediaan data secara terperinc|
Format unituk Samua kebutuhan untuk
2 |Pejabat Fungsional Umum Menyiapkan dan Membagikan Format data g sment [ -
3 Kabid dan Kasubag menerima format data untuk menindakisnjuti [ Format untuk pengisian data- 80 ment Semua kebutuhan untuk membuat
parmintaan data data laporan
Pejabat Fungsional Umum Menindakianjutl data yang telah dilumpulian f L1 Pengumpuilan data dari bidang
4 dari 1 ki 10 menit Data terkumpul dengan lengkap
L 4 BEON
Kalompok JF meneliti dan memeriksa data yang diberikan dari bidang LENGRHAP Data diperiksa dan diteliti
oy <1/ " st b 10 ment Data torial secars lengkap
5 Menginput data-data yang sudah terkumpul seseual format yang sudah Data yang sudah terkumpul 80 menit Format laporan diisi lengkap sesusi
diberikan untuk dibuat lsporan untuk ditindakianjuti katantuasn
BELUM
7 |Kelompok JF menaliti dan mamerficsa data yang sudah terinput / ""‘T"P Laporan diperiksa dan diteliti | 30 menit Laporan terdata secar valid
TE
Laporan Akuntabiltas Kinerja
5 |\apate Badan Kepegevraien den Pangembangen S0M memeias >( ) |Laporan diperiksa dan diteliti [15ment |Instansi Pemerintah (LAKIP) terdata

iuﬂnuid

[ - PROCESS untuk menungukkan proses yang harus dilaui

DECISION jika - makn, jiks syarat Jengkap mska skan ditandatangani, il tidsk lengkap berkas dikembalikan kepada pernohon

§ DOCUMENT untuk menunjukan dokournen yang dibunshion atau dihasilian

DATA data-duts yung dibutublon untik menmvenfils susty persyaratan




s - |Nomor SOP 06 S.PL/SOP/35.79.502/2026
: - [Tanggal Pembuatan 02 Maret 2026
- [Tanggal Revisi
gl Teanggel Efekdf
~ |Tanggal Pengesahan
|Disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM Nama SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

[Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

1. Menguasai Komputer
2. Menguasai Microsoft Office

3. Umum

4. Pernah Mengikuti Pelatihan

3. SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
4. SOP Penyusunan RKA dan DPA

rkaitan Peralal kapan
1. SOP Surat Masuk 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. SOP Surat Keluar 2. Komputer

3. Data Laporan Perkegiatan
4. Laporan RKA dan DPA
5. Pengumpulan dan Menginput Data

6. DUK
7. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Keterlambatan pengiriman LPPD mengakibatkan keterlambatan Evaluasi Kegiatan
Uraian Prosedur Pelaksana
1. Kelompok JF
2.JFU
3. Bidang Pengembangan Kompetensi, Kesejahteraan, dan Pembinaan
4. Bidang Data, Formasi, dan Jabatan
5. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian
6. Kepala BKPSDM
Kelengkapan Waktu
1. Format pengisian kegiatan 235 menit
2. Data-data dari bidang
[Output. Pengesahan

Laporan LPPD terdata secara valid




akan dibuat Kelersediaan data yang akan
1 | Kelompok JF menindaklanjutl disposisi darl Kepala Badan ( } iy~ 30 ment e
‘H
Format kerangka untuk Semua kebutuhan untuk semua
2 |Pejabat Fungsional Umum Menyiapkan dan Membagikan Format data inta data 30 menit bidang BKPSDM
3 Kabid dan Kasubag menerima formal data untuk menindaldanjuti | Permintaan untuk pengisian |, . Semua kebutuhan untuk membuat
permintaan data | data-data laporan
Kelompok JF menelti dan memeriksa data yang diberfian dari bidang BELUM Data diperiksa dan ditelit
a <‘/ e e 10ment  |Data terisi secara lengkap
5 Menginput data-data yang sudah lerkumpul seseuai formal yang sudah Dﬂmnﬂhhﬁnmﬂhmm Formal laporan diisi lengkap sesual
diberikan untuk dibuat laporan untuk ditindakian]uti ketentuan
& |Kelompok JF meneiiti dan memeriksa data yang sudah terinput <> m m“‘md‘" 30ment  |Laporan terdata secara valid
LENGHKAP
5 Kepala Badan Kepegawalan dan Pengembangan SOM memeriksa G Laporan diperiksa dan 15 menit LPPD vaild
|laporan ditediti

* Keterangan bagan alirflowean

- | TERMINATOR untuk msormabsi atss mengakhin

[ : PROCESS umuk menunjukkan proses yang harus dilalui
! wiau dibusilkin

hian untuk rifilas persyaratan

DOCUMENT untuk dok yang dib
DECTSION fika - maka, jika sysrs engkap maka skan ditandatangani, jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon
DATA datn-data yang dib ]




; " [Nomor SOF [07 S.PL/SOP/35.79 502/2026
. | Tanggal Pembuatan 02 Maret 2026
: ~ [Tanggal Revisi
i Tanggel Efeldit
- [Tanggal Pengesahan
3 _ ) - |Disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM Nama SOP Pengumpulan Laporan Kinerja Individu Pejabat

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia

1. Menguasai Komputer

2. Menguasai Microsoft Office dan Axcel

2. Data-data dari bidang

MNomor 53 Tehun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara |3. Umum
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4 Peraturan Walikota Batu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Keterkaitan Pera tar ka
1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
| SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Keterlambatan pengiriman mengakibatkan keterlambatan Evaluasi Kinerja sehingga SAKIP |Perjanjian kinerja dibuat pada saat awal tahun dan apabila terjadi perubahan anggran dan personil
tidak berjalan dengan baik
Uraian Prosedur Pelaksana
1. Kelompok JF
2. JFU
3. Kabid. Pengembangan
4. Kabid. Data
5. Kasubag Umum dan Keuangan
6. Kepala BKPSDM
Kelengkapan Wakiu
1. Format pengisian kegiatan 345 menit

[Output_
Terpenuhi kelengkapan data pada E-SAKIP




Kepala BKPSOM Menugaskan Perencana Ahll Muda untuk

mengumpulkan laporan kinerja individu

15 menit

Perencana Ahli Muda menindaldanjuti disposisi dari Kepala Badan Ll
1 terkalt penyerahan laporan kinesja individu dengan menyampaiikan ag i
kepada kabid dan kasubag untuk membuat dan mengumpulkan laporan Dayronil disposie
kinarja ndividu
Kabid dan Kasubag menindaklanjuti dengan memyusun Laporan Kinerja LENGKAP Laporan Kinerja individu yang sudsh
A mmmummmmwm_ { verifikasi laporen 150 menit di vorifikasi kabid dan kesubag
manyerahikan hasil laporan kinerja individu yang telah ditandatangani bt
Hmmm S
Perencana Ahli Muda meneliti dan memeriksa data yang diberilan dari LENGKAP Data diperiksa dan diteliti o Duts tacel
* | bidang untuk dtindaidanjui untuk ditindakianjuti W NS ngg
5 Melakukan scan dan menginput data-data yang sudah terkumpul sesuai Data yang sudah terkumpul 120 menit Format laporan diisi lenghap sesual
format yang sudah diberikan untuk dibuat laporan I_“ untuk ditindakianjuti ketentuan
BEL
& |Perencana Ahil Muda meneilti dan memeriksa data yang sudah terinput [ LEN&AP mﬂm""""““" 30 menit Laparan terdata secara valid
2 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SOM memeriksa = Laporan diperiksa dan 20 menit tardat valld
laporan diitelti ¥
* Kelerangan bagan alir/Tlowcan
o TERMINATOR untulc memulsi stau mengakhiri

=

g

. PROCESS untul menunjukian proses yang harus dlalu

. DOCUMENT untuk menunjuldosn dokumen yung dibutubkan stsu dibasillon

: DECISION jika - maka, jiks syarst lengiap maka akan ditandatangan, jika tidak lengkan berks dikembalikan kepada pomobon
DATA data-dats yang hkan untuk 1fikasi sustys persy




" [Nomor SOP 08 S.PL/SOP/35.79.502/2026

{Tanggal Pembuatan 02 Maret 2026

| Tanggal Revisi

~ [Tanggal Efekdif

i - {Tanggal Pengesahan

i Disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Nama SOP Pengumpulan Laporan Kinerja Individu Staff

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

3,Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia

1. Menguasai Komputer

2. Menguasai Microsoft Office dan Axcel

|Namor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara |3. Umum
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4 Peraturan Walikota Batu Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Keterkaitan kapan
1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

tidak berjalan dengan baik

Perjanjian kinerja dibuat pada saat awal tahun dan apabila terjadi perubahan anggran dan personil

I-Ketmambatan pengiriman mengakibatkan keterlambatan Evaluasi Kinerja sehingga SAKIP

Uraian Prosedur Palsiaang
1. Kelompok JF
2.JFU
3. Kabid. Pengambangan
4. Kabid. Data
5. Kasubag Umum dan Keuangan
6. Staff

Kelengkapan Waktu

1. Format pengisian kegiatan 520 menit

2. Data-data dari bidang

[Output Pengesahan

Terpenuhi kelengkapan data pada E-SAKIP KEPALA BADAN




Perencana Ahli Muda menindaldanjuti disposisi dari Kepala Badan
terkait penyerahan laporan kinerja individu dengan menyampalkan

=

1 |kepada kabid dan kasubag untuk membuat dan mengumpulican iaporan b 30 menit disposis!
kinerja individu tiap bidang

, | Kabid dan Kasubag menindakiant dengan mendisposisi kepada sluruh | L Permintaan untuk pengisian | Semua kebutuhen untuk membuat
staf masing-masing untuk membuat laporan kinerja i data-data laporan
Para staf masing-masing baglan/bidang menyusun laporan kinerja sesual H

3 tupolcal mash ; Laporan kinerja individu 120 menit Laporan kinerja individu

Laporan kinerja individu yang sudah

Kkabid dan kasubag memverifikasi hasil laporan kinerja yang telah di

* |susun dan ditandatangani untuk diserahkan ke Perencana ahll muda 1 | yorificus faporsn Tt || verimel o dus kemioig

4 bidang tntuk i e it fani 10 menit Data lerisi secara lengkap

5 Menginput data-data yang sudah terkumpul sessual format yang sudah Data yang sudah terkumpul 120 menit Format laporan diisi lengkap sesuai
diberikan untuk dibuat laporan untuk ditindalkdanjuti ketentuan

& |Perencana Ahil Muda meneliti dan memeriksa data yang sudah terinput ljputm"mdhu'lkndm 30 menit Laporan terdata secara valid

* Feterangan bagan alirflowcart

o
=

S

© TERMINATOR unfuk memulai atay mengakhir
: FROCESS uniuk menusguidcan proses yang haros dilahui
DOCUMENT wntuk dok yang dittubkan stau dibnsilican

H

DECTSION pika - maka, jiks syarst lengkap maka skan dirandatangan, jika tidak lengkap berkns dikembalikan kepads pemobon

DATA data-duta yang dibutuhican uniuik rerifikam munti persy




~ [Nomor SOP 01/DFJ/SOP/35.79.502/2025
- |Tanggal Pembuatan 09-Sep-25
~ [Tanggal Revisi
DAYA |Tanggal Efektif 09-Sep-25
. |Tanggal Pengesahan
= Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
- |Disahkan oleh St
= nusia
BIDANG DATA, FORMASI DAN JABATAN Nama SOP MUTASI PINDAH WILAYAH KERJA MASUK KOTA BATU PNS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. ::g::n:—umang PIGETIOR 20-Tahin 2053 IR Aparsiut 2ol 1. Memahami berbagai peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawaui
Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota antar Provinsi dan Antar Provinsi;

2. Mampu mengoperasikan komputer

Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Mutasi:

Peraturan Walikota Batu Nomor 868 Tahun 2018 Tentang Pindah Wilayah Kerja Pegawai
Megeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer
2.ATK
3. Lemari arsip

%&hn Pencatatan dan Pendataan
Ji ak terdapat formasi jabatan maka proses mutasi tidak dapat dilaksanakan

Kelengkapan

1. Permohonan mutasi Berkas data pribadi yang di perlukan
2. File Usulan

Output

SK mutasi/pindah




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MUTAS! PINDAH WILAYAH KERJA MASUK KOTA BATU PNS

NO| KEGIATAN Mendagri ! Kepala Kepala KETERANGAN
PEMOHON . JFPelaksana | gid sKPSDM Wali Kota Kalangkapan Waktu Output
| Permahonan
mutasi dan
Mengajukan permohonan mutasi masuk ke Wali Kota
g [ ("'_r) .I_J kelenghapannys 1 harl kera | disposisi
2 (V6o et mombeckan daposie ek st b - - ¢ Dipcsisi WallKota | 5 hari keria
Tilak dterimaForrmasi Panuh | reposis Vial
/> Kata, Permohonan
| Melaisukan vorfikasi barkas dan pengecokan kotorsedian N e | - nany [Ckomen yong e &
formasi | D penjadwalan asesmen
|_1 Menunggu
4 | Pelaksanaan Asesrmen ] i
assement
Tidak Diterima
5 mlmnﬂ«hnﬂmwmﬂmm \>' “{__i"“—[_"_'_[._.] iasd BEOETEN 40 hari keria | persetujuan Wall Kota
Drarey
Peryerahan surat perrintaan pegavail diserahian kep ':l asesmen permintman
6 |pemohon dan pemohon melengkapi berkes kelengkapan L_E" [~ mpmw;:"lﬂl 5 harl kers ?‘Pl:ﬂl
kelenghapan beras mmmmmhm
utasi yang
Memverifikasi kelengkapan berkas dan preses input il ) "
7 o | 1 hari diverifiles! aplikasi
aplikasi knpegawaian ey s I-MUT (PWK mausuk antar provinsd)
SIASA (PWK masuk dalam saty Provinsi)
- | Menunogu FPWK masuk anar provinsi dikifim ke
B | Menunggu Peraturan teknis atau rekomendasi vt s o o [y
tebnis atau | Rekomencasi #PWI masuk dalam satu provins| dikinm ke
rekomendes! Gubemur

* Katerangan bagan alirfioweart |
TERMINATOR. untuk, memulal stau mengakhret

PROCESS, untuk manunjukkan proses yang harus dialul

i

DECISION, [ika - maka, jika syarat tsngkap maks akan e berkas |

DOCUMENT, unfuk menunjukian dokumen yang dibutuhian atau dhasikan
DATR, data-cats yang diutuhian untuk memvenfias] Suaty persyanan

Q& 00



BIDANG DATA, FORMASI DAN JABATAN

02/DF J/SOP/35.79.502/2025

09-Sep-25

09-Sep-25

_t:" - Disa Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia

Nama SOP MUTASI PINDAH WILAYAH KERJA KELUAR KOTA BATU PNS

[Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

1. Memahami berbagai peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian

2. Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 2. Mampu:maagapsrsi sompuise
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2018 tentang Mutasi Pegawaui
" Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota antar Provinsi dan Antar Provinsi;
4 Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan
" Mutasi;
5 Peraturan Walikota Batu Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Pindah Wilayah Kerja Pegawai
" Neger Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer
2.ATK
ik d.Lemariarsip
Peringatan |Pencatatan dan Pendataan

Jika idak terdapal formasi jabatan maka proses mutasi idak dapat dilaksanakan

[Kelen

1. Permohonan mutasi Berkas data pribadi yang di perlukan
2. File Usulan

Output

SK mutasi/pindah




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MUTASI PINDAH WILAYAH KERJA KELUAR KOTA BATU PNS

MUTU BAKU

- KRRATAN PEMOHONISKFD |  BKPSOM SEKDA | Wali Ko Kelenglapan Wakt Output

E——

mutasi dan
Mengajukan permohonan pindsh wilayah kerja yang telah
1| o sotuiui oleh Kepala SKPD q—} L] [eromsarrn ST Menien

'-'nnlm
BKPSDM melakukan verffikasi, meproses administrasi, N dreft surat persetujuan
B | e Diposisi Wal Kots 5 hart kers | 1o
Dmarms

3 | Paraf persetujuan Sekda dan TTD persetujuan Wall Kots o ] |fmtemtpemetivan | 10 e kera [surst persetupan mutss:

TERMINATOR, untuk memulal atau mengakhir
PROCESS, untuk menunjukkan proses yang hars dislul
DECISION, jia - maha, jka Syarut leniap maks skan dlEndatangani pka toak ianghap berkes dkembatkan kepada pemchan

DOCUMENT, untik menunjukkan dokumen yang dibutuhian atau dihastian
DATA, dat-guta yang untuk

Py




BIDANG DATA, FORMASI DAN JABATAN

03/DFJ/SOP/35.79.502/2025

09-Sep-25

09-5ep-25

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan hnﬁﬁaﬂ
Manusia

MUTASI JABATAN PELAKSANA DALAM 1(SATU) INSTANSI DAERAH

[Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

1. Memahami berbagai peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian

. Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 2. Mampu mengoperasian kampuler
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2018 tentang Mutasi Pegawaui
* Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota antar Provinsi dan Antar Provinsi;
4 Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan
© Mutasi;
5 Peraturan Walikota Batu Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Pindah Wilayah Kerja Pegawai
" Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer
2.ATK
3. Lemari arsip
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

[Jika tidak terdapat formasi jabatan maka proses mutasi idak dapat dilaksanakan

Kelengkapan =
1. Permohonan mutasi Berkas data pribadi yang di perlukan
2. File Usulan

Output

SK mutasi/pindah




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

MUTAS] JABATAN PELAKSANA DALAM 1(SATU) INSTANSI DAERAH

Kepala
PEMOHONSKPD BRN JFiPelaksana Bidang | EKPSOM ‘wail Ko Wehenghapan Waktu Output
mutasl dan
1 | Mengajukan permohonan mutasi ke Wall Kota Batu (D ; —‘_" g Y 1 disposisi
'Wall Kota memberiian tindak ke
3 {18 S o o S e - SHE [
] Biapaa Wl
Kota, Permononan
3 Melaskukan verfikasi berkas dan pengecekan ketersedan pengajunn miutas dan 1 hari ket Dokumen ying tstah &
formas| | kelenghapannys rfkast
O3 =
4 |Pelslmansan Asesmen 1 Jacval
| sEsemant
= e & Moy
§ wmammmwmwm ?"'{:_ . 10 harikega | persetujuan We Kets
L mes |
APRATIN, [Tty
& |input Apilkasi -MUT BKMN wmmm}:ﬁn gm&m
KepRpawaEn
Dt dl T Paraturan
7 |verivasi oih BKN Ej Froesd | Rosomandsel B
rekomandas
Membuat konsep 5K jabatan pelaksana yang akan di Kanmep SK jabatan
B | anda tangani oleh weil kota sesaul dengan rekom BKN I e o B o I e & I L peiskeans
5K |sbatan pelsksang
1 yang sudan di TTD Wall
§ |Pangandaan SK oan arsip T 1 [* FHota Barkas blah terarmsipian
E SK jatmtan
; yang sudah di TTD Wall
10 |Peryerahan SK kepads peemohon Ij Kot
* Katerangan bagen sirfowcert

D TERMMATOR. untuk memudal ateu rengaitin

—

proses

2 DECISION. jm - maka, fin syarsf ienglon

Jn biink lengiag b lepada pamohon

yg

iy 4

DATA, dals- s




- |Nomor SOP 04/DF J/SOP/35.79.502/2025
Tanggal Pembuatan 09-Sep-25
Tanggal Revisi
A [Tanggal Efektif 09-Sep-25
~ |Tanggal Pengesahan
Disahkan ot Kepala Badan Kepegawalanmdan Bengembangan Sumber Daya
5 anusia
BIDANG DATA, FORMASI DAN JABATAN Nama SOP SELEKSI PENGADAAN CPNS dan CPPPK

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1: ::g::ag-Undang TR 0 AR 025 T M O 1. Memahami berbagai peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian
2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 2. Mampu mengoperasikan komputer

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6

3. Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara
4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja
5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 14 tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Pengadaan PNS;
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Server, Jaringan internet, kelengkapan (hardware dan software) Computer
Assisted Test (CAT), buku kendali, kartu disposisi, stempel paraf koordinasi, buku
ekspedisi, tempat ujian, nomor ujian, program aplikasi Sistem Seleksi Calon
Aparatur Sipil Negara (SSCASN).
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
a AN N
Output Pengesahan I~ 0N
Y ofl II : T

SK CPNS/PPPK

KEPALA BADAN KEPH@Gh




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SELEKSI PENGADAAN CPNS dan CPPPK

DOCUMENT, mmmmmmum

No KEGIAT, Toe —— KETERANGAN
- w"'.ﬁ Kelompok JF | CPNSdan | WaliKota Kelengkapan Waktu Output
P2

1 [Menarima jadwal dari Badan Kepegawaian Negara { ) 1 Harl
2 Mangumumkan jadwal perskrutan CPNS dan CPPPK melalui media Aganda Penarimasn 2 hari Mengumumian di webslte :;::umcimg:

massa dan media elekironik | Sural i CPPPK
3 Menerimea pendafiaran seleksi CPNS dan CPPPK dan melaksanakan Komputer dan 20 hari Diterimanys pendaftaran

seleksl administrasl |aringan internel posorta seleksi

i |Petunjuk saran tindak Jadwal tes menunggu dari

4 [Melaksanakan seleksi CPNS dan CPPPK l:::| S et ay|  7heri  [Terselenggaranya test BN
5 [Mengumumkan kelulusan selsksi CPNS dan CEPPK ] Pengumuman 1Har  |Pengumuman di media
& Melakukan pemberk bagl yang dinystakan lulus seleksi CPNS dan Potunjuk saran tindak 14 hari Berkas persyaratan sebagai

CPPPK dan parsf parselujuan (CPNS dan CPPPK

mhnmmmmcmmumwn | Usulan NIP dan Thari  |Usulan NIP

bagi yang dinyatakan lulus seleksi CPNS dan CPPPK berkas pendukung

A Diterimanya NIP CPNS dan walkiu penetapan NIP
8 |Menerma penetapan NIP CPNS dan CPPPK dari BKN Reglonal Il I:::I Penetapan NIF lorrrK sesual SOP BKN
o Im SK CPNS dan CPPPK lil msnm 7 hari Tarbitnya SK CPNS dan
| _D SK CPNS dan CPPPK
10 |Melakukan Pengangkalan Calon CPNS dan CPPPK Penyerahan SK 1 Hari dilerima oleh CPNS dan
CPPPK yang bersangkutan

* Kel hlgﬁ'lmm

e TERMNHTOR untuk memaulai atau mengakhin

PROCESS, uniuk menunjukkan proses yang harus dilalul
DECISION, jika - maka, jika syaral lengkap maka akan i, jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemahon
L4
7,

DATA, data-data yang dibutuhkan untuk memverilikas! suatu persyaratan




~ |Nomor SOP 05/DFJISOP/35.79.502/2025

- [Tanggal Pembuatan 09-Sep-25

- |Tanggal Revisi

AT al Efektif 09-Sep-25
: | Tanggal Pengesahan
> S Disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan F:'engerli:angﬂn Sumber Daya
4 Manusia
BIDANG DATA, FORMASI DAN JABATAN Nama SOP PENGANGKATAN CASN dan CPPPK MENJADI ASN

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. ::::?ag—Undang Nomor 20 Tabun 2023 ng-Aperair Sipd 1. Memahami berbagai peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6
Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 14 tahun 2018 tentang

2. Mampu mengoperasikan komputer

S Petunjuk Teknis Pengadaan PNS;
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

Komputer, LAN, stempel paraf koordinasi
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Kelengkapan Berkas usulan peningkatan status dari CPNS menjadi PNS harus
dipenuhi semua dan apabila salah satu peryaratan tidak terpenuhi, maka
peningkatan status yang bersangkutan ditangguhkan, dengan masa percobaan
maksimal satu tahun sebagai CPNS.

Output

esahan

SK PNS/PPPK

Pﬁ'l’
KEPALA BADAN KER

o




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGANGKATAN CASN dan CPPPK MENJADI ASN
KETERANGAN
i o SKPD | JFU | Kelompok JF 'M""” .;;'“ SEKDA |  Wall Kota Kelengkapan Waktu Cutput
Sural edaran persyaratan
Membual sural edaran pada masing-masing SKPD tentang 5 har dan batas wakiu usdl
1 | pengangkatan CASN den CPPPK menjadi ASN 9 ownl ot CASN dan
- CPPPK menjadi ASN
Berkas usul penganghatan
2 Berkas usul pengangkatan CASN dan CPPPK menjadi ASN masuk dari l l disposisi 7 hasi CASN dan CPPPK menjadi
masing-masing SKPD I ASN
3 Mengagendakan barkas usul pangangkatan CASN dan CPPPK menjadi  disposisi 1 hadl
(ASN yang masuk
Barkas dipariksa kelengkapannya, dituangkan dalam lembar verifikas| P Lembar verifikasi yang lelah
4 kemudian berkas yang lengkap akan diproses ¢ S |tarisi dan lerparal staf
JFU mambual draft SK induk darl Kabid diteruskan kepada Kepala 5K induk. lelashan
5 |BKPSOM untuk diparaf serta sural pengantar dilandatangani Kepala [ [SK induk dan potikan ¥ hari ::mm
BKPSDM | s
Kelompok JF mengoroks! talahaan staf, draft SK induk dan diteruskan D_ S
; polikan staff dan NPKND yang telah
8 |kepada Kabid Data, Formasi, dan Jabatan G Ik e R h_m
NPKND dan draft SK Induk dari Kabid diteruskan kepada Kepsia mmmmi
7 |BKPSDM untuk diparaf serts surat pengantar ditandantangani kepala ISK Induk dan petikan 1 hari dhanintangani Ka,
BKPSDM — BRPSDM
g [Sekda menandatangani NPKND dan membarikan paraf pada SK induk 5K induk dan petikan 1 hari |mmlﬂh
urituk diteruskan kepada Wall Kota oleh Sekda
Jangka wakiu penyelesaian
9 [SK induk dRandatangani Wal Kota Batu |SK induk dan pelikan 3 hari mmhw
JFU mengambil SK induk yang telah ditandatangani Wall Kota dan £ SK induk yang telah
0 g [SK indubk dan potikan 1 berd ditandatangani Waii Kota
Setelah CASN dan CPPPK
e C‘b maenerima SK Pengangkatan
Penggand Pendisiribusk serta eniry p f | ASN, maka ASN
W | ote coline SABK |SK induk dan petikan 3 hani menjad o yang
sumpahnya olsh Wali Kota Batu

* Keterangan bagan alirflowcart ;
: TERMINATOR, untuk mamulsl atau mangakhiri
PROCESS, untuk menunjulkkan proses yang harus dilalui
DECISION, jika - malka, jika syaral lengkap maka akan ditandatangani, jika lidak lenghap berkas. dikembalikan kepada pemahon
DOCUMENT, unluk menunjuldmn dokumen yang dibutuhkan atau dikasitan
DATA, data-data yang dibutuhkan untuk memverifikas sualu persyaratan

Q0oao



~ |Nomoar SOP 06/DFJ/ISOP/35.79.502/2025

5 | Tanggal Pembuatan 09-Sep-25
- [Tanggal Revisi
- |Tanggal Efektif 09-Sep-25
- |Tanggal ATanggal Pengesahan |
. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
= Chsatien deh Sumber Daya Manusia
BIDANG DATA, FORMASI DAN JABATAN Nama SOP PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil

1 Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1. Buku A 1. Memahami berbagai peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian

2. Buku pt2. Mampu mengoperasikan komputer

° Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional i M CRIRr
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Alat Tul Sistem Kendali, kartu disposisi, Komputer, stempel paraf koordinasi, Buku

2. Daftar | Ekspedisi, printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

I

Output Pengesahan AAD N
SK FUNGSIONAL KEPALA BADAN KEPE(QEJWAIA AN.F EMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA




STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL

skPD | JFU | KelompakaF ";_": Ko | sexpa | wall Kot Kelengkapan Waktu Output
Sésusi dengan ‘Suret ederan persymratan
5 Membuat swat ederan kepads masing-masing SKFD tentang jabatan Permenpan RE bo. 28 1 hast dan batas wakiu usul
fungsianal dan syarat pengangkatan petama dalam jabatan fungsional Tahun 2018, PP No, 11 pengangkatan patams
— Tahun 2017 dalam jsblung
5 |Berkas usul pengangkatan pertama dalam jatatan fungsional masuk Sesuai dengan UUNo. 5| Berkas usul pengangiatan
darl masing-masing SKPD I Tahun 2014 pertama dalam jabfung
Mengs berkas pengangkatan pertara dalam jabatan
. fungsiona! yang masuk E:] dmposisi 1 hari
4 |Berkas diperiksa keienghapannya, dtuangkan daiam lemoar verifiasi e B e Lambar verifikasi yang terisi
Berkas yang lengkap akan diproses dan wrparaf olsh staf
5 JFU membuat draft SK induk, Telaahan stal, Surat pengantar usulan ke| btk 1 herl Draft SK Induk, Telashan
BN dan NPKND kepada Tim Penilai Kinera usulan staf dan NPKND
Draft SK Induk. Telnahan
L JF meng staf, Surat usulan ks [— HPKND
8 | @ dan dnanusican kepada Katid Cata, Formas:, dan Jabatan D—'D Rt Uy 1t :mdr:mmu::w
NPIND dan draft ueutan kegsda TPK dar Kabid diteruskan kepaca mmmm
7 |Kepala BKPSDM urtuk diparaf dan Surat pengantar ditandatangani berkas usulan 1 hari \siah ditend i Ka
Kepala BHPSOM BKPEOM oS,
Sekda menandatirgan NPKND dan membenkan panaf pada B4 TPK [ NPEND yang telah
& | utu dterusian kspada Wall Keta @ berkas usuian 1 hat ditarciartangani eish Seke
8 |rapat Tim Prilai Kmerja [b berits acara BATRK :.‘mwmplﬂﬂl
10 | Surat veulan ke BKN ditands tangan| Wali Kota L"'i:| surst usuian 2 hari Marnyesusikan Wal Kota
11 |input ke imUT BKN |—Q ntri imut 14 hani input imut dan pertek BN | y0 e iailcan BKN
12 | Membuat 5K Induk dan Petikan E:; SK Inluk dan patikan |2 han
[ E .
13 | Penandatanganan SK induk oleh Wali Kota ! SK incluk dan petikan Menyesuaikan Wali Kota
l
14 g " Gumpah janji [:p Sumpah janji 1 han Mesyesuaikan Wal Kaota
-
JFU mengambil SK induk yang ietah ditendatengani Wall Kota dan . SHK induk yang belah
16 membuat petikan SK [I—I SK induk dan petikan |1 har Wl Kot
18 | phod il SK induk dan petikan |1 han
* eterangan bagan akrflowear |

1 TERMINATOR, untuk memula atau mengakhin
1 PROCESS, untuk menunguican proses yang harus dilsil

DECISION, jika - maka, jika syamat lengkap muka akan

ganl, jika tidak

DOCUMENT, untuk yang ditwutuhic

DATA, data-data yang dibutuhkan ntuk menrerifikas suaty persyartan

e



i ~ Nomor SOP 07/DF JISOP/35.79.502/2025
~ Tanggal Pembuatan 09-Sep-25
mfhﬂ mm Bﬂ'—’ﬂ - Tanggal Revisi
- Tanggal Efektif 09-Sep-25

- Tanggal Pengesahan

AN _inwmmu

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Disahkan oleh Sumber Daya Manusia

BIDANG DATA, FORMASI DAN JABATAN

Nama SOP PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
" Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan

1. Memahami berbagai peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian

2. atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 2. Mampu mengoperasikan komputer
Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
3 Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan
Fungsional
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Sistem Kendali, kartu disposisi, Komputer, stempel paraf koordinasi, Buku
Ekspedisi, printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
I
Qutput

SK PELANTIKAN




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL

PELAKSANA MUTU BAKU
o MOMATAR SKPD | JPU | Ka.BKPSOM| Kabid Data | "o omPox Wali Kota Kelenghapan |  Wakiu Output SEnt
1 |Pengajuan dari SKPD Q | lmm 1 hari
2 |Barkes mesuk disposisi Ka BKPSOM |_J_| Is-nsmu 1 hart Disposisi Ka BKPSOM
3 |Menerima, mengagenda ueul ain fungal dalam lembar verfikas: Q-—l lamm 1 hari
4 | Disposisi Kabid Data, Formasi, dan Jabatan [ . Barkas Disposisi |1 hari Disposis! Kabid Mutasi
5 |Mendsstrinussean disposisi Kabid Data, Formasi, dan Jsbatan ’_H | Disposisi 1 Hani
e , = T
7 |Pemenksaan berkas dalam kembar Verfikesi <> Lembar variflas! 3 hari Tiriad "mmuh-mm
B | Menyiapkan dan mengejukan rancangan I:t:] Entri data 1 Han
§ | Pemibustan Surat Pengantas, NPKND, format SK.dan talashian staf Ii} | nomsiedsal -7 Vi e
10 |Meminta pars! epada kelompok jabatan fungscnal r_...‘__‘_| Para Mot |Paraf
11 | Memintn paraf Kabid Data, Formasi, dan Jabatan |_'_| Parat SOMent  |Paret
12 [Pergajumn surst usulan kepada Ka BKPSOM ] D ] Persetujuan 1 Hari Thd pengajuan usulsn
13 | Pangiriman Nots Persetujusn den teisshan staf ke Seida E Usulan 2 han bkt e
12 |Rapst Tim Peniial Kinarja [prrees o
15 | Pengiriman berkes Usulan ke Wall Ko -]: E;m* SKallh | g Tanda Terima Manyesuaikan Wak Koia
18 | input df IMUT BKN input data partek BKN Menyesuaikan BKN
17 | Pambisatan SK Induk dan Petian E:l 'ms"‘*‘" 5 hani SK induk
18 | Pengambian SK alih ungsi ke Wail Kota h | 8K alih fungs: 1 Harl SK alih fungsi
15 [P o yang d) SK sl fumgsi 1 Hari Tarida Torima
* Kistoranign bagan alicMowcart

TERMINATOR, untuk memulai stau mengaidir
PROCESS, untuk menunjukian prosas yang harus diail

DECISION, jika - maka, jikn syarat lsngkap maks akan drtandetangani, jika tidak langlap berkas diembalikan kepada pemchon
DOCUMENT, untuk rsnunjukian dolmen yang ditiutuhkan atau dihasiian
DATA, dats-dats yang dibutuhian untuk memverifikasi susty persyanatan




- |Nomor SOP 08/DFJ/ISOP/35.79.502/2025
= Tanggal Pembuatan 09-Sep-25
~ [Tanggal Revisi

- |Tanggal Efektif 09-Sep-25

~ [Tanggal F Tanggal Pengesahan

| Disahkan oleh

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

BIDANG DATA, FORMASI DAN JABATAN

Nama SOP

Prosedur Pelaksanaan Lelang JPTP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil

1. Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
3. Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi

2. Mampu mengoperasikan komputer

1. Memahami berbagai peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian

4 Kerja Pegawai Negeri Sipil

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
ATK, KOMPUTER,PRINTER

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Output

SK PELANTIKAN




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Prosedur Pelaksanaan Lelang JPTP

= b i star | Kelompok JF | " WaliKota| Pansel | BKN | Guberur Kelengkapan | Waktu Output IR
Disposisi, data panse| Kepala
Penetapan Jabatan yang lowong, persiapan rencana
! |seteksi JPTP yang kosong serta koordinasi dengan BKN L—) I;;;f"""‘" Thari  |Data pansel “""""“s“'”
===
2 Persiapan Panitia Seleks| dan pembuatan SK Panitia Data 3 Hari Bkpsdm dan
Disposisi, data panse| Kepala
Perintah membuat SK panitia seleksi dan rencana i
2 |pengumuman penerimaan lamaran peserta JFTP m_‘-lj" J.:T‘:m 1 Havi Disposial BMSIM
4 |Membuat SK panitia seleksi dan rencana rapat pansel Disposisl 7 hari SK Pansel Blkpsdm dan
Sekban
pansel Kepala |
Daftar Jabatan
5 |Rapat Pansel | ] 1 Hari Kriteria, jadwal Bkpsdm dan
yang lowong Sekban
| pansel Kepala
6 |Pengumunan penerimaan calon peserta seleksl JPTP * Disposisi 15Harl  |Pengumuman Bkpsdm dan
Sekban
pansel Kepala |
’ pesarta seleksi JFTP : Berkas lamaran |4 hari Berkas lamaran Bkpsdm dan
8 |Uji Kompetens| Disposisi, berkas |7 Hari Berkas lamaran Bkpsdm dan
Sekban
panss| Kepala
9 |Wawancara D Berkas lamaran |3 Harl Hasil tes Bikpsdm dan
Sekban
pansel Kepala
10 [tes kesehatan |:]" Berkas lamaran |7 Harl Hasil tes Bkpsdm dan
Selban
pansel Kepala
11 |Rapat Pansel I:I' mmramcum T H wsw} e il
Sekban
Penyampaian dan manetapkan 3 (tiga) calen terbaik ke Daftar nama pansal Kepala
12 |PPK dan di kirimkan ke KASN untuk memperoleh terpilh 1 Hari Disposisi Bkpsdm dan
rekomendasl J Sekban
| Konsep SK, daftar pansel Kepala
13 |Rekomendasi | jabatan dan daftar 15Hari  |Surat rekomendasi Bkpsdm dan
nama 3 calon lerbaik Sekban
Konsep SK, daftar Khusus
14 |Rekomendasi | _Il |jabaten dan datar 15 Hari Surat rekomendas Dispendukcapil
nama 3 calon terbalk m!m
Konsep 5K, daftar khusus
15 |Rekomendasi Jrbamnduncuter {15 Hae Surat rekomendasi | Dispendukcapil
- — o
16 | Proses pelantikan Sural rekomendasi |1 Harl 5K Pelantikan Bipsdm dan
Sekban
* Keterangan bagan alir/flowcar :

QU0

DATA, data-data yang dibutuhkan untuk

TERMIMATOR, untuk memulai atau mengakhiri

PROGESS, untuk menunjukkan proses yang harus dilaiul
DECISION, jika - maka, jika syarat lengkap maka akan ditandatangani, jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemshon
DOCUMENT, untuk menunjuikkan dokumen yang dibutuhkan atau dinasilan

rifikas: suaty p

yaratan



09/DFJ/SOP/35.79.502/2025

| Nemor SOP
[Tanggal Pembuatan 09-Sep-25
Tanggal Revisi
| Tanggal Efektif 09-Sep-25
|Tanggal F Tanggal Pengesahan
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
RIS S Sumber Daya Manusia
BIDANG DATA, FORMASI DAN JABATAN Nama SOP : ENGNIIGKATAH“melEHMHWI WARATAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil

% Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
3. Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi

2. Mampu mengoperasikan komputer

1. Memahami berbagai peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian

4 Kerja Pegawai Negeri Sipil
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
ATK, KOMPUTER, PRINTER
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
|
Output Pengesahan
SK PELANTIKAN KEPALA BADAN




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN JABATAN MANAJERLAL

NO| KEGIATAN e — — Tim Penilai '.:pnnu Kepala Kepala
1 | Berkas Usulan Pengangkatan/Pemindahan ( } =|1 I—- pemindahan 1han  |Dets usulan den disposisi
2 | dalam daftar usulan Pengangkatan/Pemindahan [ Do o 2han |Oata tolan veritas:
Rapat persetujuan daftar usulan Pengangkatan, Vs 'WM*’M .,
3 |Pemindahan, Dan Pemberhentian dan dilaporkan —'D 7 hari kineria
Wall Kota/PPK
. Dtwrime Barita Beara B patis
4 | Persatujuan PPK/\Wail Kota : ] [ 2han | perestujuan Wall Kota
Pemenuhan dokumen kalengkapan administrasi usulan
4 |t s g i D A N
o i m Data varficas! BKN dan
lluar paraturan teknis
8 |verifikasi Sistom BKN <> pamicahn g e i :
14 hari
7 |Keluamya Peraturan Teknis atau Rekomendasi Rekomendas!
8 Pambuatan draft SK sesuai Peraturan teknis atau [;:I Draft SK dan NPKND .
Rekomendasi
9 | Verifikasi SK I——--[__‘]——-| — ke b 1 har
Dealt SK dan NPKND
10| TTD Wali Kota —'l:l thar  |SK yang kelsh TTD
2 | ] | x ™o SH tmlah i gandalean dan
Penggandaan SK dan pengarsipan berkas |— 1 r yang talah 1 har dripkan
10| Penyerahan SK kepada penerima (Pelantican) D 1 e
° Maerangan bagen sirMowcat -

() = TERMINATOR, uniuk memulil stau mangakhin

PROCEBS, uniuk manunjukkan proses yang hemnm dilahe

abmu

DOCUMENT, unbuk yang:

QoS O

DATA, dota-date yang dbutuhkan untus mermedikes) sl pefrndratsn

DECISION, jika - maka, jka syarat iengkap maka akan dRandatangani, jika tidak lengkap bedkas dikembaliian kepada pemahon



01 D.PP/SOP/35.79.502/2026

02 Maret 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. UU No. 20 Th. 2023 Tentang ASN

2. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan
Kompetensi Pegawai Negeri Sipil .

5. PP No 49 Th 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemenntah Dengan Perjanjian Kerja

1. Memahami berbagai peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan pelatihan

2. Memahami tugas pokok dan fungsi
3. Memahami penyelenggaraan diklat (TOC)

4. Memahami manajemen dikiat

Keterkaltan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Analisis Kebutuhan Diklat

1. Formulir pendaftaran peserta
2. Daftar terima barang
3. Daftar simak penerimaan peserta diklat

4. ATK
[Peringatan [Pencatatan dan Pendataan
Pelayanan penerimaan peserta diklat yang kurang prima akan menghambat kesiapan
Uralan Prosedur Pelaksana
1. Kelompok JF
2. Panitia Pelaksana
3. Peserta Diklat
4. Kabid Diklat
5. Kepala BKPSDM
Kelengkapan Waktu
1. Daftar simak kebutuhan sarana dan prasarana 4480 Menit
2. Kerangka acuan dikiat
3. Formulir pendaftaran, akomodasi pembelajaran peserta dan ucapan selamat datang
4. Formuiit pendaftaran peserta diklat
5. Formulir pendaftaran dan lampiran persyaratan yang telah ditentukan
6. Formulir pendaftaran, akomodasi pembelajaran peserta dan ucapan selamat datang
7. Daftar peserta diklat yang sudah mendaftar
8. Rekapitulasi peserta diklat

Output
Pelaksanaan Dikiat hasi AKD




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

AN

ALISA KEBUTUHAN DIKLAT

KEGIATAN

P

* Keterangan bagan alinflowcart |

TERMINATOR, untuk memulal atau mengalkhiri

PROCESS, untuk menunjukkan proses yang harus dilalui

DECISION, jika - maka, jika syarat lengkap maka akan ditandatangani. jika tidak lengkap berkas dikembalil
DOCUMENT, untuk menunjukkan dokumen yang dibutuhkan atou dihasilian

DATA, data-data yang dibutuhkan untuk memverifikasi suatu persyaratan

=

L7

kepada pemohon

Kelompok Panitia Peserta
JF Pelaksana |  Dikiat BKPSDM Koty Weliha Pt

Kalompok JF membuat Konsep surat adaran ke SKPD tentang analisa Daftar simak kebutuhan sarana dan dikiat
1 kebutuhan dikiat yang dibutuhkan masing-masing SKPD @“ prasarana 60 Menit Ketersediaa sarana prasarana

Proses pembuatan surat edaran sampal mendapatkan pengesahan dan Semua kebutuhan penerimasn
2 || oaia BKPSOM |:‘|:| Karangka acuan dikiat 15 Menit e

Formulir pandaftaran, akomodas!

3 |Pendistribusian surat ke SKPD :] pembsiaaran pessrts dan kudapan selamat | 1440 Menit mr"‘"m
4 |Pengiriman Peserta AKD [_—]l:l

Persiapan pelaksanaan kegiatan analisis kebutuhan dikist (persiapan T uai SOP
B [mpet Aol et l::l Formulir daftar hadir 15 Menit amu diterima ses

Formuilt pendaftaran diisi lengkap
& |Peiaisanaan kegiatan analisis kebutuhan dikdat ;:] Formulir pendaftaran peserta dikiat 10 Manit dan dilampiri semua kebutuhan
——— pembaelejaran

Panitia penerimaan merekapitulasi daftar peserta dalam bentuk daftar Formulir pendaftaran yang sudsh
7 | hadir peserta dan membagikan quesioner instrumen analisis ksbutuhan El':l Fm"‘ml "‘“‘*‘"H 5 Menit diparaf panita penerimaan

dikiat potmyaratan

Formulir pendaftaran, akomodasi
8 |Manghimpun wsulan kebutuhan dikiat darl masing-masing SKPD E:l pembelajaran peserta dan kudapan ssiamat |45 Manit mlmmm
= datang ! )

Panitia penerimaan melaporkan hasil panerimaan peserta dikiat kepada
-] ol k JF Pelak Diklat I::I Daftar poserta dikial yang sudah mendaftar | 15 Menit Daftar hadir peserta dikdat

Kelompok JF melaporkan usulan AKD SKPD ke Kabid Dikiat, Pambinaan
10 dan K ﬁ Rekapitulasi paserts dikiat 5 Menit Laporan peserta dikdat
11 |Kabid dikiat malaporkan hasil AKD ke Kepala BKPSDM I:I Laporan peserta dikdat 1440 Menit  |Laporan peserta dikiat

C) Arahan Kepala BRPSOM Prop
12 |Pengajuan surat usulan kepada Ka BKPSDM Laporan peserta dikiat 1440 Menit | Jatim untuk parsiapan upacara
|pembuicsan diklat
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BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI, KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN

02 D.PPISOP/35.79.502/2026

02 Maret 2026

Kapala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Nama SOP PENYELENGGARAAN DIKLAT MANAGERIAL

1. UU No. 20 Th. 2023 Tentang ASN
2. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan
Kompetensi Pegawai Negeri Sipil .

5. PP No 49 Th 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

1. Memahami berbagai peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan pelatihan
2. Memahami tugas pokok dan fungsi

3. Memahami penyelenggaraan diklat (TOC)

4. Memahami manajemen dikiat (MOT)

Keterkaitan Peralatan/Periengkapan

1. SOF Pendistribusian Surat Masuk Internal 1. Lembaga Diklat yang T erakreditasi
2. SOP Pendistribusian Surat Masuk Eksternal 2. Modul Dikiat

3. SOP Penyelenggaraan Diklatpim Pola Kemitraan

[Peringatan Pencatatan dan Pendataan

|Uralan Prosedur

1.DaﬂIP.iMEamll,m.erngbdmnWhrﬂDiWh
2. Data alumni pajabat Eselon I, lll, IV yang balum mengikuti Diklatpim
3. Daftar CPNS belum ikuti Diklat Prajabatan

—

JF

i

1.
2 Kabs

"

i:&. Kepala BKPSOM

Kelengkapan_

1. Daftar nama calon

2. Rencana kegiatan

3. Perintah tertulis Kepala BKPSDM
4. Pengadaan

5. Surat permohonan jadwal

6. Surat Panggitan
7. SPT

8. Materi diklat dan PTK

Output

Terselenggaranya Diklatpim Teknis dan Fungsional serta diterimanya STTPP olsh peserta




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PE

NYELENGGARAAN DIKLAT MANAGERIAL

KEGIATAN

Kelompok JF | Kabid Dikiat | Kepala BKPSOM Kelengkapan Waktu Output
1 wﬁtwmmwm:-n-umm Q—| Daftar nama calon S Hari Daftar nama calon pesarts
e - SRR T F—
3 |Memohon jacwal peiaksanaan ke Badan Dikiat Provinsi l::l Py e ka 45 Ment |Jadwel pengadaan
4 Wmm“"wmw""“ E::J Dokumen pengadsan |1 Bulsn Tampet pelaksanaan diidat
. wmmm.mmwwm [:: I . PRE—
y wwnmmmwmm ::l ot i w“m
7 |Membut surst perintah (SPT) I:r'__! sPT 2 Hari Diterima SPT cleh peserta
8 |Melaksanakan dikdat E:I Mator| didat den PTK  |104Hari | Teriaksananya dikiat PiM
8 |Metaksanakan penjajakan Orientasi Lapangan (OL) E:I |ATK pengaiar (WI) 5 Hari mm}
10 | Melaksanakan ujian bagi pesrta dikiat E: AT bingas (i —_" Totamranys han i
11 | Meiaksanakan Orientasi Lapangan (OL) E“:] Wakari el tan PTE: |3 Han mdw
12 |Penutupan Dikiat I:: Acara penutupan 330Ment | Ditutup pelaksanaan dikiat
13 [Pengambilan STTPP ke LAN menyerahkan kepaa peserta ujian dinas (j Perjalanan dinas 2 Hari ?:“WSW*“

* Ksterangan bagan alirMowecart |

:  TERMINATOR, untuk memulai atau mengakhiri
PROCESS, untuk menunjuldan proses yang harus dilalui
DECISION, jika - maka, fika syarat lengkap maka akan ditandatangani, |ika tidak lengkap berkas dikembaiikan kepada pamohan
DOCUMENT, untuk julkdan dok | yang dibutuhkan atau dihasilkan
DATA, data-data yang dibutuhkan untuk memverifikas! suatu persyaratan

QU0




03 D.PP/SOP/a5.79 502/2026

02 Maret 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI,

DIKLAT DASAR, DIKLAT MANAGERIAL, DIKLAT TEKNIS&
FUNGSIONAL POLA KONTRIBUSI

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. UU No. 20 tahun 2023 tentang ASN
2. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

4, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan
Kompetensi Pegawai Negeri Sipil .

5. PP No 49 Th 2018 tentang Manajemen Pegawal Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
8. Keplan No. 1 tahun 2004 tertang Seleksi Calon Peserta Dikiatpim Tk. I, I, IV

1. Memahami berbagai peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan pelatihan
2. Memahami tugas pokok dan fungsi

3, Memahami penyelenggaraan diklat (TOC)

4, Memaham| manajemen diklat (MOT)

Keterkaitan

PeraiataryPerlengkapan

1. SOP Pendistribusian Surat Naik Internal
2. SOP Pendistribusian Surat Naik Eksternal
3. SOF Penyelenggaraan Diklatpim Pola Kemitraan

1. Surat tugas
2. Berkas calon peserta diklat (Surat Tugas, Fotocopy terakhir, Surat keterangan dokter, Foto 2x3 2
3. Daftar CPNS yang belum mengikuti Dikiat Prajabatan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

2. Data alumni pejabat Eselon |, Ill, 1V yang sudah mengikuti Diklatpim

1. Daftar Pejabat Eselon I, lIl, IV yang belum mengikuti Diklatpim
2. Data alumni pejabat Eselon |1, Ill, IV yang sudah mengikuti Diklatpim
3. Daftar CPNS yang belum mengikuti Diklat Prajabatan

2. Daftar nama calon peserta
3. Dokumen pengadaan
4. Daftar nama peserta
5. — Surat dari masing-masing SKPD
— Dispesisi Kepala BKPSDM dan Sekda

Uralan Prosedur Pelaksana
1, Kelompok JF
2. Kabid
3. Kepala BKPSDM
4. Walikota
Kelengkapan Waktu
1. — Surat dari Bidang Diklat 1620 Menit
- Disposisi Kepala BKPSDM

Output

Pengiriman nama-nama peserta diklat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DIKLAT DASAR, DIKLAT MANAGERIAL, DIKLAT TEKNIS& FUNGSIONAL POLA KONTRIBUSI

HEGIA’ KETERANGAN
" o Kelompok JF Kabid Il'hpdlm Walikota Kelengkapan ‘Walktu Output
— Surat dari Bidang Diklat
1 |Kabid melaksanakan koordinasi ke Badan Diklat Provinsi atau LAN @__ = |330 Menit Jadwal pelaksanaan diklat
——— Disposis Ka, BKPSDM
2 |Membuat surat pengajuan nama-nama calon peseria kepada Walikota I::I 1 Jam Draft surat
Mengecek nama calon dan memberikan stujuan terhadap
3 calon yang AEJ Daftar nama calon peserta | 330 Menit Nama pesorts diklat
nama diajukan MR/
) - s R sovanr  ser
—
5 |Pemanggilan nama-nama peserta PIM I dan I L] Daftar nama peserta 3N piery  |Tebarte manarima surat
—_— panggilan
6 |Mengirim nama-nama perserta ke Badan Diklat atau LAN [:":I Daftar nama peserta 2 Jam
- Surst dari masing SKPD -
7 |Menyelesaikan administrasi kontribusi Disposisi Ka. BKPSDM dan |2 Jam
| Sekda

Katerangan bagan alirflowcart -
O : TERMINATOR, untuk memulai atau mangakhir
: PROCESS, untuk menunjukkan proses yang harus dilalul
:  DECISION, jika - maka, jika syarat lengkap maka akan ditandatangan, jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon
. DOCUMENT, untuk menunjukkan dokumen yang dibutuhkan ateu dihasilkan
/7 DATA, deta-date yang dibutuhlan untuk memverifikasi suatu persyaratan
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04 D.PP/SOPI35.79.502/2026

02 Maret 2026

Tanggal Revisi

Tanggal Efexit

- _—
BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI, KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN

P
Disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SOM
Nama SOP PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS jo. PP

2. Keputusan Kepala BKN nomor 12 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP

3. Peraturan Walikota Nomor 37 tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Ujian  Dinas,
Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Pemberian Tugas Belajar dan lzin  Belajar Bagl
PMS yang di Lingkungan Pemerintah Kota Batu

1. Menguasai komputer

2. Menguasal microsoft word

3. Memahami aturan dan prosedur pemberian tugas belajar dan izin belajar
4, Pengolahan data

[Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Daftar program kegiatan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Kekurangan berkas berakibat pada terhambatnya proses pemberian izin belajar

2. Penandatanganan mengacu pada pejabat yang berwenang menandatangani Tugas

1. Pengolahan dan proses di Bidang Diklat
2. Penomoran/Register surat di Bidang Diklat
3. PNS yang bersangkutan

2. Surat persetujuan dar Kepala unit kerja

3, Surat pemanggilan dari instansi pemberi beasiswa

4. Legalisir SK CPNS s/d SK PNS pangkat terakhir

5. Legalisir ijazah terakhir

6, SK BAN-PT tentang Akreditasi Universitas/ Lembaga
7.8PT

B. Materi dilklat dan PTK

Uraian Prosedur Pelaksana
1. Pengolahan dan proses di Bidang Diklat 1. JFU
2. Kelompok JF
3. Kabid
4. Kepaia BKPSDM
5. Wallkota
|Kelenghkapan Waktu
1. Surat permohonan zin belajar ke Walikota Batu dari Instansi 111 Menit

Output

Surat Tugas Belajar dan Arsipnya




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

KEGIATAN

4 |Penerima surat menerima dan meregister berkas permohonan yang
masuk dari pemohon/ Instans! pengusul

Pojabat pangawas memeriksa kelongkapan selanjutnya Kepala Bidang

a, Surat parmohenan tugas belajar
ke Walikota Batu dari Instansi

b. Surat persetujuan dari Kepala
Unit Ketja

c. Surat pemanggilan dari Instansi

2 |membaerikan delegasi ugas kepada pejabat pengawas untuk memproses Pembarian Beasiswa 5 manit
permohonan surat tugas belajar d. Legalisir SK CPNS sid SK PNS
pangkat terakhir
e. Legalisir fjazah terakhir
f. SK BAN-PT tentang akreditasi
Universitasismbaga
Staf memaeriksa kelengkapan berkas permohonan, dituengkan dalam Lembar verifikasi dan print
3 | \ombar verifikasi dan membust SK tugas belajar [ 1Smenit |4t SK tugas beisjer fangliap £
Staf membawa surat tugas belajar kepadakelompeok JF untuk dikoreksi Tugas belajar diparaf
4 |dan diparaf El 15Ment | kalompok JF s
Staf membawa surat tugas belajar yang telah dikoreksi dan diparaf
5 | elompok JF kepacia kabid untuk diparaf 5 Menit Tugas belajar dipar! iabid
o |Staf membawa surat tugas belajar yang telah diparaf kabid kepada - lelm Prases penandatanganan
kapala BKPSDM Sekda untuk diparaf [ Sekd disesualian dengan jabatan
Staf mombawa surat tugas belsjar yang telah diparaf Kepala BKPSDM
7 |dan Sekda kepada Walikota untuk ditandatangani dan diterbitkan SK . 30 Menit SK tugas belajar
Tugas Belajar
8 Stal mencatat! menegister dan mengagendakan SK tugas belajar yang 15 Menit

telah ditandatangani Walikota

[

a Staf manyerahkan SK tugas belajar yang telah ditandatangani Walikota
kepada Pemohon

-

3 Menit

5K tugas belajar dan arsip

* Keterangan bagan alifflowcart :
(: :  TERMINATOR, untuk memulai atau mengakhiri
. PROCESS, untuk menunjukkan proses yang harus dilalui

DECISION, jika - maka, jika syarat lengkap maka akan ditandatangani, jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon
DOCUMENT , untuk menunjukkan dokumen yang dibutuhian atau dihasilkan

Z—7 DATA, data-data yang dibutuhkan untuk memverifikasi sustu persyaratan




05 D.PP/SOP/35.78.502/2026

Tanggal Pembuatan 02 Maret 2026

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI, KESEJAHTERAAN

i v =i

DAN PEMBINAAN

‘ Tanggal Revisi
| Tanggal Efektif

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Nama SOP PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Dasar Hukum

|Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS jo.PP
2. Keputusan Kepala BKN nomar 12 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP

3. Peraturan Walikota Nomor 37 tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Ujian Dinas,
Ujian Penyesualan Kenaikan Pangkat, Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi

1. Menguasai kemputer

2. Menguasai microsoft word

3. Memahami aturan dan prosedur pemberian tugas belajar dan zin belajar
4. Pengolahan data

Keterkaitan

Peralatan/Periengkapan

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Daftar program kegiatan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Kekurangan berkas berakibat pada terhambatnya proses pemberian izin belajar
2. Penandatanganan mengacu pada pejabat yang berwenang menandatangan| Tugas
a. Kepala BKD, bagi PNS yang tidak menduduki jabatan Pimpinan SKPD
b. Sekretaris Daerah, bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan SKPD
Uraian Prosedur

1. Penomoran surat untuk staf dan untuk pejabat struktural
2. Arsip di Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawal
3. PNS yang bersangkutan

Pelaksana

1. JFU

2. Kelompok JF

3. Kabid

4. Kepala BKPSDM

Walktu

1. Surat permohonan izin belajar ke Walikota Batu dari Instansi

2. Surat persetujuan dari Kepala unit kerja

3. Surat keterangan dari universitas/ lembaga pendidikan yang bersangkutan
4. Surat pemyataan bermaterai Rp. 6.000

5. Legalisir SK PNS Pangkat terakhir (bukan SK CPNS)

8. Legalisir ijazah terakhir

7. SK BAN-PT tentang akreditasi Universitas/ Lembaga

111 Menit

Output

Surat 1zin Belajar dan Arsipnya




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN IZIN BELAJAR

N N Universiizs/ Lambega e
Staf memeriksa gkapan berkas p gkan dalam Menlt Lembar verifikasi dan print 2
2 |iamber verifikast dein membusl sural e belajst |:] r”“lmi m‘mﬁ@“ 20 oot -Higes belajer Ranglap
PNS pangks! terakhir
e, Legalisir SK PNS Panghal
1. Legalisir [jazah terakhir
|6. SK BAN-PT tentang
UniversitasLembaga
Staf membawa sural izin belajar kepada pejabat administralod kabid I—_'—l Tugas baiajar dipsraf
3 |untuk dikoreksi dan diparaf, didelegasikan kepada pejaly / | i 15 Manit Rangkap 2
|| Kelompok JF uniuk diproses el
Staf moembawm surat 2in belajar yang telah dikorakel dan diparal
Ll g whopred g -El SMent  [Tuges belajer diparaf kabid
g [Staf membawa surst izin belajar yang teiah diparaf kabld kepada kepala _I: 20 Monit Tugas belajar diparaf kepala [Proses penandatanganan
BKPSOM untuk ditandatangani BEP3DM |disesuaikan dengan jabatan
a]ﬁm“mlkmmmuhmluﬁl m 30 Menit Suret § bek
1 Staf mencatat/ meragisier dan menggandakan sural izin belajar yang G 15 Menil
telah ditandatangan| Kepala BKPSDM
8 Siafl menyerzhkan sural izin belajar yang lelah ditandatangani Kepala d) 3 Menil Sural lugas belajar dan arsip
BKPSDM kepada Pemohon nya

* Kelerangan bagan alirflowoar :
) :© TERMINATOR, untik memulai atau mangakhiri
©  PROCESS, untuk menunjukkan proses yang harus dilalui
DECISION, jika - maka, [ka syarat lenglkap mala akan ditandatangani, jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon
[ : DOCUMENT, uniuk menunjukkan dokumen yeng dibutuhkan atau dibasilkan
/{7 ¢ DATA, data-data yang dibutuhkan uniuk memverifikas] suatu persyaratan



BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI, KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN

06 D.PPISOP/35.79 502/2026

02 Maret 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SOM

PENERIMAAN TAMU DIKLAT

[Dasar Hukum

1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 Pelatihan Kepemimpinan
Pengawas

2 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Repubiik Indonesian Nomeor 7 Tahun

2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor

16Tahun 2018 Tentang Pelatihan Kepsmimpinan Administrator

2. Menguasai microsoft word

3. Memahami aturan dan prosedur pembenan ijin studi lapangan

4. data
Keterkaitan Peralatan/Periengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. SOP Surat Keluar
[Peringatan [Pencatatan dan Pendataan
1. jumiah peserta studi lapangan
Uraian Prosedur Pelaksana
1.JFU
2. Kelompok JF
3. Kabid
4. Kspala BKPSDM
5. sekda
Kelengkapan : :
1. Surat permohonan izin studi lapangan dari instansi lain 18 hari tergantung jadwal Sekda dan Walikota
2. Daftar peserta
Output Pengesahan 7 ~
surat persetujuan studi lapangan

KEPALA BADAN /—-ﬁ-{ M‘ 9} GAN SUMBERDAYA MANUSIA
. ‘ ¢ _._k';! ‘! i

5 ) ‘\ ]&19; i
2 ey _.v’;'

20 10 -—=.."
oty PETOIREY




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN TAMU DIKLAT

_PELAKSANA U BAKY KETERANGAN
NO KEQIATAN Pomonon | FFD JFU ‘“‘:""‘ Kabid Wallkota Kelengkapan Waktu
4 |Pemohon stud (instansi / SKPD daerzh tain) mengajulan permohonan D I_ I 'MI'-H'I mationan stud
stud lapangan ke Walikola Kota Batu 2 Jumigh Peserta
Walkota melakuikan disposisl kepada sekda untuk ditineu dan di [ ] menyesusiian jachvel Sekia
2 .mamlwmumulmum b i I:] 2 minggu dan Wallkats

untu dibuatkan sural bakssan yang ditanca tangani oleh Sebkda

|.
5 |seteiah mendapet tanda tangan dan Sekda make surat balasan :’ E]

dikirimian kepada pemohon

1 hadi

4 |BKPSOM membuat surat kepada § { SKPD terkall) dan [:I
bagian umum terait peminjaman hempat

1 han

5 |0 hari pelaisanaan pemenon datang keleota betu untuk melakeanakan i
studi bending yang didamping! oleh BKPSDM atau Sesda { kondisional

L}

2 his

. bagan afitMoweart |
. TERMINATOR, untuk memulai atay mengakhiri
PROCESS, untuk manunjukian proses yang harus dilaiu
DOCUMENT. uniuk meni ) yang dibutuhkan sty dhasifian
= DATA, data-data yang dibutuhian untuk memverfikasi sustu persyaratan




BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI, KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN

01 D.KP/SOP/35.79.502/2026

02 Maret 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah

2. Menguasai Microsoft Word

Nama SOP PENGURUSAN KARTU TASPEN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomer 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Menguasai Komputer

3. Memahami Aturan dan Prosedur Pembuatan Taspen bagi Pegawal Negeri Sipil

Keterkaltan Peralatan/Perlengkapan
1. Alat tulis kantor (ATK)
- S0P Surat Keluar 2. Dokurman yang dibutuhkan
3. Komputer
Peringatan ~|Pencatatan dan Pendataan
1. Kekurangan Berkas Berakibat pada Terhambatrya proses pemberian kartu TASPEN 1. Surat Pengantar
2. Panandatangan mengacu pada pejabat di TASPEN 2. Berkas Pengajuan
3. Kartu taspen pada Bulan September melakukan sister digital sehingga kartu dapat 3. Kartu Taspen
didownioad langsung
Uralan Prosedur |Pelaksanaan
1. JFU
2. Kelompok JF
3. Kabid
4. Ka BKPSDM
5. Taspen
1. Fotocopy SK CPNS s/d SK PNS yang dilegalisir n;
; yang ;
2 F 1 hari 73 menit
3. Fotocopy islan model DK
4. Fotocopy SPMT dari BKPSDM
5. Fotocopy Kartu Keluarga
6. Surat Pengantar dar SKPD
Output . Pengesahan
Tt Bt Gy KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

AN NA—

Dra, SANTI RESTUNINGSASI, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 196605041986032008




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGURUSAN KARTU TASPEN

NO KEGIATAN Kepala KETERANGAN
Staf Kelompok JF Kabid BKPSDM PT TASPEN Kelengkapan Waktu Output
1 o s LA pelmChona v Q IMent  [Barkas pesyaratan
a. Berkas Pengajuan/ Surat
usulan SKPD (Struktural atau
Fungsional)
b. Fotocopy SK CPNS s/d SK
P Stal memariksa kelengkapan berkas permohonan, diluangkan dalam PNS yang dilegalisi 15 Menit Lesmibar verifikasi dan prind out Ranokep 1
ifikasi dan membuat surat peng: c. Folocopy Karpeg sufal pengantar
d. Folocopy Islan Model DK
o. Folocopy SPMT darl BKD
I. Folocopy Kartu Kaluarga
0. Surat Penganiar SKPD
Staf membawa surat pengantar kepada Kelompok JF uniuk dikoreksi dan Sural pengantar diparaf
3 diparal | 10 Menit Kelompok JF Rangkap 1
Staf membawa surat pengantar yang telsh dikoreksi dan diparaf
4 wammnmm El & Menit Surat pengantar diparaf kabid
[
5 Staf membawa surat pengantar yang telah diparaf Kabid kepada Kepala 15 Menil Sural pengantar ditandatangani
BKPSDM untuk ditandatangani kepala BKPSDM
& |Staf mangambil sural pangantar yang tetah ditandatangani olah BKPSDM Q 5 Manit Surat pangantar
7 Slal mencatal/ meregister dan menggandakan surat pangantar yang telah 15 Meniit
ditandatangani oleh kepala BKPSDM
Staf membawa berkas ke kantor perwaldlan PT. TASPEN unfuk : Waktu cetak oleh PT.
8 | giverifikasi [D ol (Suret penganker dun berkes:  |raapen
- Wakiu distribusinya
Slaf meregister dan mendistribusikan kartu TASPEN yang diterima darl tergantung pengambilan
9 | BT, TASPEN kepada PNS yang bersangkutan dj Sheali  [TASPEM ifaraisiohje langsung oleh PNS yang
bersangkutan

* Kederangan bagan alirfowean :
[ ]

DECISION, jika - maka, jika syarat lengkap maka akan ditar gani, jika fidak lengkap berikas: dik
DOCUMENT, uniuk menunjukkan dokumen yang dibutuhkan atau dihasilkan
DATA, data-data yang dibutubkan untuk memverifikas| suatu persyaratan

: TERMINATOR, unfuk memulai atau mangakhin
§ PROCESS, untuk menunjuldan proses yang harus dilals




BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI, KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN

02 D,KP/SOP/35.78.502/2026

02 Maret 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

PENGURUSAN KARTU PEGAWAI ( KARPEG)

Dasar Hukum

1. Surat Kepala BAKN No. 066/KGP/1974 tentang Kartu PNS

2. Keputusan bersama Mendagri dan Kepala BAKN No. 217 tahun 1974 dan No.
070/KEP/1874 tentang Kartu PNS bagi PNS daerah

1. Menguasai Komputer

2 Menguasai Microsoft Word

3. Memahami Aturan dan Prosedur Pembuatan bagi Pegawai Negeri Sipil
4. Pengolahan Data

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

- SOP Surat Masuk 1. Alat tulis kantor (ATK)

- SOP Surat Keluar

Peringatan Pencatatan dan Pendataan | [ | |

1. Kekurangan Berkas Berakibat pada Terhambatnya proses pemberian kartu pegawai
(Karpeg)
2. Penandatangan mengacu pada pejabat di Kanreg || BKN sebagai pejabat yang

1. Register di Bidang Diklat, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawal

2. Fotocopy SK PNS yang dilegalisir

3. Fotocopy STPPL

4. Pas foto 2x3 cm hitam putih sebanyak 3 lembar
5. Surat Pengantar dari SKPD

berwenang menandatangani Kartu Pegawal (Karpeg) PG bamerighusn
Uraian Prosedur Pelaksanaan
1.JFU
2. Kelompok JF
3. Kabid
4, Ka BKPSDM
5. Kanreg Il BKN
Kelengkapan Waktu
1. Fotocopy SK CPNS yang dilegalisir 3 Bulan

Proses jadi tergantung pencetakan di Kanreg Il BKN

Output
KPE dan Karpeg




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGURUSAN KARTU PEGAWAI (KARPEG)

KETERANGAN
N KEGIATAN R o ek Hepala | Kanregll P T' et Output
4 Panarima sural mansnima dan maragister barkas parmohaonan yang a. Usulan dari SKPD 5 Menit

masuk dari Pemahon/ instansi Pengusul

(“—"‘_? a Fotocopy SK CPNS yang dilegalisic

, st g pan berkas p nen, dituangkan daiam 7 “':mm'g_r':_"mm"“ (S Meny  |Lember verkasi dan pint |0

lembar verifikas: dan membuat surat pengantar :_pa:::fmmmmsm e

& Surat Pengantar SKPD

Staf membawa suret peng kepada K JF untuk dikoreksi Menit Surat pengantar dparsf

# | dan dicaret i Q T Kelompok JF Rengiep 2
==11

4 |Staf membawa suret pengantar yang teleh dikoreksi dan diparat 5 Menit Surat pengartar diparaf

Kelompok JF kepaca Kabid untul diparaf kabid

.. Surat

5 Staf membawa surat pengantar yang telah diparaf Kabéd kepada 90 Menit auMm

Hepaia BRPSDM untuk ditandatangani BKPEDM

Stal mengambil surst pangantar yang tekah gan| oleh
B BKPSOM E:' 5 Menit Surat pengantar
7 Staf mencatal/ menegister dan menggandakan surat pengantar yang ’__—r'j 15 Menit

telah ditandatangani cleh kepala BKPSOM
B8 |Stef membawa berkas ke Kanreg || BKN untuk diverifikesi : 1 hani Karpeg Vvakty cetak olsh Kanreg || BEKN

- Wakiu distribusinya tergantung

Staf meregister dan mendistribusiban Karpeg yang diterime dari BKN é

9 | epada PHS yang bersangkutan SMert  |Kameg pangambian iangsung oleh PNS yang

bersanghutan

* Keterangan bagan alir/fowoart ©
— TERMINATOR, untuk memulal atau mengakhir
. PROCESS, untuk menunjukian proses yang harus dilslu
§ DEGISION, jika - maka, jika syarat lenghkap maka akan ditandatangani, [ika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemaohon
DOCUMENT, untuk menunjulsan dokumen yang dibutuhikan stau ditasilkan
{7 - DATA, data-data yang dibutuhkan untuk memverifikasi suatu persyaratan




03 D.KP/S0OPI35 70 502/2026
02 Maret 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan S5DM

PENGURUSAN KARTU ISTER / SUAMI (KARIS | KARSU)

1. Surat Kepala BAKN No. DBE/HGP/1874 tentang Kartu PNS

2. Keputusan bersama Mendagri dan Kepala BAKN No. 217 tahun 1974 dan No.
O7C/KEP/1974 tentang Kartu PNS bagi PNS daerah

2 Menguasai Microsoft Word

3. Memahami Aturan dan Prosedur KARIS/KARSU bagl Pegawal Negeri Sipil

4. Pengolahan Data
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
- SOP Surat Masuk 1. Alat tulis kantor (ATK)
- S0P Surat Keluar 2. Daftar Program Keglatan

Pencatatan dan Pendataan | I | 1

1. Kekurangan Berkas Berakibat pada Terhambatnya proses pemberian kartu Isterl / Suami
(KARIS [ KARSLU)

1. Register di Bidang Dikiat, Pembinaan dan Kesejahieraan Pegawai

2. Penandatangan mengacu pada pejabat di Kanreg || BKN sebagal pejabat yang
berwenang menandatangani Kartu steri / Suami (KARIS / KARSU) 2. PR T
3, Berkas tidak lengkap menghambet proses pemberian kartu
|ursian Prosedur [Pelaksanaan 1 1 1 | |
1.JFU
2. Kelompok JF
3. Kabid
4. Ka BKPSDM
5. Kanreg Il BKN
Waktu | | | I !
1. Surat usulan dari SKPD (struktural atau fungeipnal)
2. Folocopy SK.CPNS /d SK PNS yang dilegalisir TIETR o
3. Fotocopy Karpeg Untulk proses jadi tergantung proses pencetakan dari kanreg |l BKN
4, Laporan Perkawinan Pertama {Penghambat proses berkas tidak lengkap)
5. Folocopy Akta Nikah
€. Pas Fota 2x3 cm hitam putih 3 lembar
7, Surat Pengantar dari SKPD
[Output Pengesahan |
KARIS/MARSU

[ SUMBERDAYA MANUSIA




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGURUSAN KARTU ISTERI ATAU SUAMI (KARIS ATAU KARSU)

NO KEGIATAN KETERANGAN
staf  |Kelompok JF|  Kabid J“m M‘“f' Kelengkapan Wakty Output
1 Penerima surat T dan i berkas p RN yarng a lUsulan dan SKPD 2 Menit omcan Bl
masuk dari Pemohond Instansi Pengusul
8. FC SK CPNS dilegalisi
b FC SK PNS dilegafisl
o FC Karpeg
2 Staf memeriksa kelenglapan berkes permohonan, dituangian dalam |d. Laporan perkawiran 15 Manit Lembar verifilasi dan print R 1
lermipar verifilesi dan membiat sural pengantar pertama out surat pengantar angiap
& Fotocopy akta nikah
It Pas foto hitam putin
ukuran dx3em 3 embar
9. Sumat pengantar dar SKPD|
Staf mambawa sutal pengantar kepada Kelompok JF untuk cionke Sumt pangantar diparsf
3 | dan diparet 0 Ment | pompok JF Rangkap 1
e
a Stal membawe surat pengantar yang teish dikoneksl dan diparaf Il 5 Menit Sural pengantar diparaf
Kelompok JF kepada Kabid untui diparaf jenbid
Surat pengantar
St mambawa SUTSl DENQANLE! yang Isah tiparal Kabid kepada Kepala
5 |BKPsOM untuk ditandstangani ¢ 20 Mentt m"‘m
8 Staf mengambil surat pengantar yang telah ditancatangani oleh Q 5 Manit p—
BEPSOM panganar
; |Stf mencatat/ meregister dan menggandakan sumt penganter yang E‘; Al
telah ddancalangani cieh kepaia BAPSOM
B |Sial membaws berkas ke Kanreg || BKN uniuk dveriikesi | 1 harl Wikt cataic clah Kanneg (| BKN
= ‘Waldu distribusinya terganiung
Staf meregister dan mendistibusikan KPE dan Karpeg yang diterima C)
9 dari KN kepada PNS yang bersangkitan 5 Menit KARIS/ KARSU pengambiian langsung cleh PNS yang
* Keterangan bagan altMowcart

=

£

TERMINATOR, untuk mesmulal atau mengakhin

PROCESS, uniuk menunjukikan proses yang harus dilaiul

DECISION, jika - maka, jika syarat lengiap maka skan ditandatangani, jika bdak lengkap beras disembalikan kepada pemohon
DOCUMENT, untuk manunjukkan dokumen yang dibutuhlan atau dihasillan

DATA, cate-data yang dibutuhkan untuk memvenfilss! sustu persyaratan




04 D KP/SOP/35.79 502/2026

02 Marat 2028

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengombangan SOM

| Output
Surat Pengantar dan Arslp

UPGRADE PENGAJUAN BPTAPRA
Dasar Hukum [Fuallfikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1892 tentang Perumahan dan Permukiman
zmmnxmummmmium1mm1mm
Perumahan Pagawai Neger Sipl sebagaimana telah di ubah dengan keputusan Presiden
Nomor 46 tahun 1884
Peralatan/Perlengkapan
1. Adat tulls kantor (ATK)
2 Daftar Program Kegiatan
ringatan Pencatatan dan Pendataan | | | |
1. Kekurangan Barkas Berakibat pada Terhambatnys proses pemberian Tabungan 1, Individu
Perumsahan { Taperum) :
2. Selain Taperum, dibacikan fasiiitas bantuan pinjaman perumahan dan Pengajuan
Tambahan Bantuan Uang Mula (BUM)
3. Khusus untuk Bantuan pinjaman dan Pengajuan Tambahan Bantuan Uang Muka (BUM),
pengurusan cukup malalul instansi’SKPD yang bersangkutan
4. NIK ganda
5. PNS maupun PPPK harus mengupdate BPTAPRA jika tidak maka tidak ads
pengembalian BPTAPRA pada dana pensiun
1.JFU
2. Kelompok JF
3. Kabid
4. Ka BKPSDM
5. Kanrog Il BKN
 Kelengkapan Waktu | | I | i
1. Surat usulan dari SKPD ( struktural atau fungsional 1 harl
2. 8K CPNS s/d SK PNS yang dilegalisir
3. Karpeg
4 Jsian model Dk
5.5PMT dari BIKPSDM
8. Kartu Keluarga
7. Pengantar darl SKPD




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAJUAN TAFERA
No KEGIATAN Kepala | Tim Bapetarum KETERANGAN
Staf Kelompok JF|  Kabid BKPSOM | Daerah Provinsi Kelengkapan Waldtu Output
i JF BKPSOM memben sural pengupgrade-an kepada User PNS yang 4 Menit
| bersanghitan
Q a Surst usulan dan SKPD (

strukdural atau fungsional )
b SK CPNS s/d SK PNS Khusus untuk bartuan pinjaman dan
yang diegalisir | pengajuan tambahan bantuan uang

2 |User megupgrade BFTAPRA melaiul aplikasi BFTAPRA © Karpag 10 Menit Surat Pengantar muka(BUM), pengurusannya cukup
d. Isl2n model Dk melalul Instanslf SKPD yang
& SPMT darl BRPSOM bersanghutan
f Kartu Keluarga
¢ Pengartar dari SKPD

Surst pengentar diparal
3 |Cek kalengkapan data diakukan cleh JF BKPSOM & Menit o
o
4 |Pemtosesan data oleh JF BKPSOM D 3 Meni m“'“"‘“"""“"
* Keterangan bagan alinfiowean
— TERMINATOR, untuk memulai atsyu mengakhin
PROCESS, uniuk menunjuidan proses yang hanus dilalu
. DECISION, jika - maka, jika syarat lenghap maka akan ditandatangan, jike tidak iengkap berias dikembalikan kepada )
DOCUMENT, untuk menunjukkan dokumen yang dbutuhkan atau dihasilkan

— DATA, data-data yang dibutunkan untuk memverifikasi suatu persyaratan



WS

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI, KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN

05 D.KP/SCP/35.79.502/2026

02 Maret 20258

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

PENGAJUAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Tanda Kehormatan

3, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nemor 20 Tahun 2009 Tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

[Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang Nomer 20 Tahun 2009 tentang Gelar tanda Jasa dan Tanda Kehormatan -
{Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor Lembaran Negara 3469) 1. Mengumens Kompuvr

2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan 2 M i Vi & Word

3. Memahami Aturan dan Prosedur Satya Lencana Karya Satya

2. SK Pangkat terakhir

3. 5K Jabatan terakhir

4, Dokumen Riwayat Hidup

5. Surat Keterangan Tidak Pernah di Jatuhi Hukuman Disiplin
6. FC Satyalancana (apabila sudah pernah memiliki)

4, Pengolahan Data
|Keterkaitan Peralatan/Periengkapan
- SOP Surat Masuk 1. Alat tulis kantor (ATK) 3. komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan | | | i
1. Kekurangan Berkas Berakibat pada Terhambatnya proses pemberian Satya Lencana g !
Karya Satya 1. Register di Bidang Diklat, Pembinaan dan Kesejahtersan Pegawai
2. PNS kutan
Uralan Prosedur Pelaksanaan ] | | |
= 10 tahun masa kerja 1. JFU
- 20 tahun masa kerja 2. Kelormpok JF
- 30 tahun masa kerja 3. Kabid
4, Ka BKPSDM
5. KEMENDAGRI
[Kele | f | | |
1.5K CPNS 1 tahun 2 kali periode Agustus dan November

Output
1. Surat Pengantar dan Pengajuan
2. Soft dan hard copy ke KEMENDAGRI

RANGAN SUMBERDAYA MANUSIA




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN SATYALANCANA KARYA SATYA

KEGIA MUTU BAKU
- s Staf Kelompok JF KEMENDAGR! Kelengkapan Waktu Qutput TRRAOAM
4 |Penerima surat menerima dan meregister berkas pengusulan yang C) A
masuk dari Instansi Pengusul
1.SKCPNS'
2 SK Pangat terakhir
3. SK Jabatan terakhir
4, Dokumen Riwayat Hidup
sl Recsngen Tk Chacklist yang Persyaratan masing-masing rangkap 2
2 | 5taf memeriksa kelengkapan berkas pengusulan Pemah di Jatuhi Hukuman |.q yent | ditandatangani oleh dhani tniah dilegalisir pleh pejabet yang
6. FC Satyalancana (apabila - Slpseeey
sudah pernah memiliki)
3 |staf mengimput data melalui aplikasi E-SLKS [ '_‘| :‘:-rw
Chackilist yang
Staf membawa lembar checklist dan berkas yang telah memenuhi syarat
# | kepada Kelompok JF untuk dikoreksi dan diperaf 15 Menit :ﬂvni}mdwi
Staf membuat surat pengantar daftar usulan PHS yang mengajukan
5 |Satya Lancana Karya Satya dan mengajukan paraf kepada yang sudah El 3 Mok smuww
dipataf Kelompok JF
& Staf membawa surat pengantar yang telah dikoreksi dan diparaf 3 Menit Surat pengantar diparal
Kelompok JF kepada Kabid Pengembangan untuk diparaf kabid
Surat pengantar
Staf membawa sural pengantar yang telah diparaf Kabid kepada Kepala
7 |BKPSDM untuk ditandatangani 15Menit  |ditandatangani kspala
Staf mencatat/ meragister dan menggandakan surat pengantar yang )
8 | reiah ditandatangani oleh kepala BKPSDM I:,_-r 10Menit | Surat pengantar
Tim barangkat ke KEMENDAGR! dengan mambawa surat pengantar dan cb Surat pengantar dan berkas
" berkas yang telah diverifikasi satya | . tergantung SK
* Keterangan bagan afirfiowcart .

:  TERMINATOR, untuk memuial ateu mengakhir
:  PROCESS, untuk menunjukian proses yang harus dilalui

QIO

DECISION, jika - maka, [ika syarat lengkap maka akan ditandatangani, jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon
DOCUMENT, untuk menunjukian dobuman yang dibutuhkan stau dihasilian
DATA, data-data yang dibutuhkan uniuk memverifikasi suatu persyaratan




06 D.KP/SOP/35.75.502/2028

02 Maret 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

BIDANG DIKLAT, PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN BADAN KEPEGAWAIAN Nama SOP PEMBERIAN CUTI

Sipil (PNS)

Dasar Hukum [Kuaiifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017. Manajemen Pegawai Negeri Sipi 1. Menguasai Komputer
2. Perka BKN No 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri 2 M iM A Word

3. Memahami Aturan dan Prosedur Cuti Pegawai

4. Pengolahan Data
Keterkaitan Peralatan/Periengkapan
- SOP Surat Masuk 1. Alat tulis kantor (ATK)
- SOP Surat Keluar 2. Daftar Program Kegialan
Peringatan |Pencatatan dan Pendataan |

1. Kekurangan Berkas Berakibat pada Terhambatnya proses pemberian Cuti

1. Input Data Pengusulan Cuti, Pengelolahan, Pemrosesan usulan cuti dan pengarsipan di Bidang
Pengembangan Kompetensi, Kesejahteraan, dan Pembinaan

2. Sural pengantar dari SKPD yang bersangkutan
3. Surat

2. Penandatanganan mengacu pada Pejabal yang berwenang menandatangani cuti, 2. tembusan inspekiorat
2. Kepala BKPSDM, bagi PNS yang tidak menduduki jabatan Pimpinan SKPD 3. Tembusan SKPD yang Bersangkutan
b. Sekretaris Daerah |, bagi PNS yang menduduki jastan pimpinan SKPD 4. PNS bersangkutan
Uralan Prosedur Pelaksanaan
1.JFU
2. Kelompok JF
3. Kahid
4. Ka BKPSDM
5. Sekda
Kelengkapan [Waldu
1. Surat permohonan cuti ke Kepala SKPD yang diketahui oleh Atasan Langsung 56 menit

Surat ljin cuti dan arsipnya




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN CUTI

KEGIATAN KETERANGAN
Staf Kelompok JF BKPSDM Kelengkapan Walktu Output
Penerima surat menerima dan meregister berkas permohaonan yang 3
masuk dari Pamohon/ Instansi Pengusul
L7 o
1, Cuti tahunan : melampirkan
a. Surat permohonan cuti ke
Kepala SKPD yang diketahul wmmm
Staf mamerikss kelengkapan berkas permohonan dan membuat surat §in oleh atasen langsung 20 Menit Lembar Verifikasi dan print 2. Cutl bersalin/ sakit :
cutl b. Surat pengantar dari SKPD out surat ljin cuti m ﬂrIII'JI Rumah
yang bersangkutan Sakit iashabc
o Sirm Ketarangen 3. Umroh/ Kegiatan keagamaan ;
melampirkan surat keterangan dari Bire
Perjatanan Hajil Umnoh
Stal membawa surat ijin cutl kepada Kelompek JF urtuk dikoreks| dan y Surat iflin cuti diparaf
diparal 10 Manit Kelompok JF Rangkap 4
Stal membawa surat ijin cutl yang telah dikoreks| dan diparaf Kelompok
JF kepada Kabid urtuk diparaf 5 Menit Surat ijin cuti diparaf kabld
Proses penandatanganan
disesualkan dengan jabatan (setara
Staf membawa surat fjin cuti yang telah diparaf Kabid kepada Kepala 20 Menit Surat ifin cuti ditandatangani |dengan eselon |l ditandatangani oleh
BKPSOM atau Sekda untuk ditandatangani kepala BKPSDM ateu Sekda | Sekda) sedangkan untuk stal,
Eselon |\ dan eseion Il
| ditandatangani oleh Kepala BKD
Staf mengambil surat fjin cuti yang telah ditandatangani cleh BKPSDM : = :
atau Sekda EI':] 2Meqk. || Sural i cult
Staf mencatat/ meregistar dan menggandakan surat ijin cufi yang telah
ditandatangani oleh kepala BKPSOM atau Sekda @ ToMenk: | Gumtivsud qeramipms
Staf menyerahkan surat {in cuti yang telah ditandatangan| Kepala @ ) )
BKPSDM atau Sekda kepada Pemohon 3 Menit Surat ifin cuti dan arsip

* Kot bagan alinfi .
: TERMINATOR, untuk memulai atau mengakhir
PROCESS, untuk menunjukkan proses yang harus dilalui

DEGISION, jika - maka, jika syarat lenglap maka akan ditandatangani, jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon
DOCUMENT, untisk menunjukkan dokumen yang dibutuhian stau dlluubn
DATA, data-data yang dibutubrkan untuk rifilkasi suatu persy

QUon0




01 DIS/SOP/35.79.502/2026

02 Maret 2026

"""fa.l,;n SRS Kepsla Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI, KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN Nama SOP 1ZIN PERKAWINAN
Dasar Hukum Kualifikasl Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Momer 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi  |1. Menguasal komputer
2. Menguasai microsoft word
fm&?ﬁ%ﬁ? STi"m'd"'""’g mm“’ SRRNcg probstenTong 3. Memahami aturan dan prosedur izin perkawinan dan peceraian bagi Pegawai Negeri Sipi
AP‘ Pengolahan data
Keterkaitan Peralatan/Periengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. SOP Surat Keluar 2. Daftar program kegiatan
Peringatan [Pencatatan dan Pendataan
1. Kekurangan berkas berakibat pada terhambatnya proses pemberian (zin perkawinan ke 2 i % ¢
2. Penandetengarian mengact pecis pejsbat yeng berwenang mecanditengant tin 1. Input data pengajuan izin perceraian pangolahan, pemrosesan pengajuan pengarsipan di Bidang PKP
a Atasan PNS yang bersangkutan 2. Tembusan Inspektorat
b. Tim Pemeriksa (Inspektorat, BKD dan SKPD yang bersangkutan) 3. Tembusan BKD
c. Walikota 4. Tembusan SKPD yang bersangkutan
5. PNS yang bersangkutan
Uralan Prosedur [Pelaksana
1. JFU
2. Kelompok JF
3. Kabid
4. Kepala BKPSDM
5. Sekda
8. Walikota
Kelengkapan Waktu
1. Surat permohonan yang disertai alasan 151 Menit
2. Surat persetujuan dari atasan PNS yang bersangkutan
3. BAP (Penasehatan kedua belah pihak)
4, Keterangan BP4
5. Fotocopy surat nikah
B, Keterangan Kelurahan/ Kepala Desa
7. Kesempatan keuda belah pihak T.
Output
KEPALA BA GAN SUMBERDAYA MANUSIA
* z a &
v a
1 2008




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN PERKAWINAN

PELAKSANA MUTU BAKU
HETERANGAN
N T stal  [Tim Pemerisa| XOOMPOK | o Kelengkapan Waktu Output
F [Penerima surat menenma dan meregister berkas permohonan yang 3 Menit
masuk dari Femohon/ Instansi Pengusul
./_“;7 &, Surat permohonan yang disertal
alasan
b Surat persetujuan darl stasan PNS
AP Passshote Kackn B 1. Rangkap |
Stal e berkas 1 Chan My Rmp: 1 ;m :
2 permohcnan tersebut ke Kelompok JF Permbinaan selaku d. Keterangan 8P4 2 Mok 2 Calon isteri ke 2 bukan
angggota Tim Pameriksa Pegawsi Kote Baty & Fotocopy sural nilanh wecrang PNS
f Kelerangan kelurshan/ Kepala Desa
@ Kesepakatan kedua belah plhak
h. Surat [#in darl isten yang sah
| Laporan parkawinan pertama
mmwrmmmmmm
3 |bersama suami isten wntuk P ap Wakiunya ditentukan oleh tim
| sbenaran data/ beckas I:: ramerise
. nmmwmmmm _E:' Waktunys ditentukan oieh tim
perkawinan ke 2 —— e
5 |Stal mengstik surat kepulusan persetujuan perawnan ke 2 E] 15 Menit
4 |Stat membawa surat keputusan periawinan ke 2 kepada Kelompok JF El 10 Menit
unituk diloreksi dan diparal —
7 ‘Stal membawa surat keputusan perkawinan ke 2 yang sudah diparal | | 5 Menit
Kelompok JF kepada kabid untuk diparaf
8 Staf membawa surat kepulusan perkawinan ke 2 yang sudah diparaf 25 Menit
kabid kepada kepala BKPSDM dan sekda unluk diparsf
9 Staf menganter sumst keputissan parkawinan ki 2 yang telah dpanafl o0 Manit
untuk ditandatangani walikota
Staf mengambil surat keputusan @in perkawinan ke 2 yang tedah Surat keputusan izin
70| stancatangani walkota !:::l 2oMent | perrawnan e 2
) Surat keputusan {zin
11 [Staf mancatat/ meregister dan menggandakan surst keputusan in @ M Ment  |perkawinan ke 2 dan
prk ke 2 yang telah ditandatangani cieh walikota
12 ‘Staf menyerahian sural keputusan n perawinan ke 2 vang telah Ct:) 3 Menit
ditandatangani oleh walilkota kepada pemohan
* Keterangan bagan allrfowcan |

(o | TERMINATOR, untuk memulal stau mengakhirl

DECISION, jika - maka, jika syarat lengkap maka skan dtandatangani, jika tidak kengksp barkas

DOCUMENT. untuk menunjukican dokumen yang dibututian stau dhasiken
/7 : DATA data-data yang dibutuhican uniuk memverfikas suatu persyaratan

§ PROCESS, untuk menunjukkan proses yang harus dilals




02 DIS/SOP/35.79.502/2026

02 Maret 2026

Kepala Badan Kepegawalan dan Pengembangan SDM

IZIN PERCERAIAN

Dasar Hukum

TKualifikasi Pelaksana

2. Undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang undang
nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai | 1. Menguasal komputer

2. Menguasai microsoft word
3. Memahami aturan dan prosedur (zin perkawinan dan peceraian bagi Pegawal Negeri Sipil
4, data

Keterkaitan pan
1. SOP Surat Masuk 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2 SOP Surat Keluar 2. Daftar program kegiatan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Kekurangan berkas berakibat pada terhambatnya proses pemberian izin perceraian
2 Penandatanganan mangacu pada pejabat yang barwenang menandatangani izin  perkawinan,

1. Input data pengajuan izin perkawinan ke 2 pengolahan, pemrosesan pengajuan pengarsipan di  Bidang Dikiat
2 Tembusan Inspektorat

2 Surat persetujuan dari atasan PNS yang bersangkutan
3. BAP (Penasehatan kedua belah pihak)

4. Keterangan BP4

5. Fotocopy surat nikah

6. Keterangan Kelurehan/ Kepala Desa

7. Kesempatan keuda belah pihak

8. Surat izin dari isteri yang sah

9. perkawinan perfama

8. Atasan PNS yang 3. Tembusan BKPSDM
b. Tim Pemeriksa (Inspektorat, BKD dan SKPD yang bersangkutan) 4. Tembusan SKPD yang bersangkutan
c. Walikota 5. PNS n
Uralan Prosedur Pelaksana
1. JFU
2. Kelompok JF
3. Kabid
4. Kepala BKPSDM
5. Sekda
6. Walikota
[Walkty
1. Surat permohonan yang disertai alasan 151 Menit

Surat keputusan izin parceraian

SUMBER DAYA MANUSIA




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
I1ZIN PERCERAIAN

NO| KEGIATAN Tim Kepala HETERANGAN
Stal pemeriksa | @lomPpok JF|  Kabid e s Sekda Wallkots Kelanghkapan Waktu Output
1 Penerima surat menenma dan mensgister berkas tembusan dar Q 3 Mant
inspeldorat
[j & Surat permohanan yang disertal
Blasan
b. Surat perselujuan darl atasan PHS
yang bersanghutan
¢. BAP (Penasehatan Hedua Betah
2 |Disposisi suret dan memantau progres lebih lanjut Pihak) 20 Menit Rangkap 1
d. Keterangan B4
e. Fotocopy suret nikah
1 Keterangan Kelurshan/ Kepala Desa
g Kesepukatan kedua balah pihak
h. Surat izin dan isteri yang sah
3 |Memantau sampai proses selesal m“m
po—|
g Tim pemenkss pegawsi Kota Batu mengeluarkan LHP rekomendasi
perceraian D
Wa ditentukan
5 | Menerima LHF tentang perceralan dan Inspektorat [::l H.hwm
5 |Stal mengetik surat keputusan pemberian in perceraian E:‘ 15 Menit
7 |Stal membawe surat keputusan peroeraian kepada Kelompok JF untuk El e
dikoreks! dan diparal
g Staf membawa surat keputusan perceraian yang sudsh diparaf 5 Mantt
Kelompai JF kepade kabid untuk diparal
g |Staf membawa surst keputusan pereraian yang sudsh diparaf kabid @ o
kepada kepala BKPSDM untuk diparaf
10 Staf membawa surat keputusan percaraian yang sudah diparal kepals <> 30 Menit
BKPSDM kepada Sekda untuk ditandatangani ;
i Staf mengambil surat keputusan izin perceraian yang teizh 20 Menit Surst keplitusan izin
ditandatagani Sekda pefceraian
Stal mencatal/ meregéster dan menggandakan surat keputusan zin Suret keputusan izin
i perceraian yang telah dtandatangl Sekda E'r_’l i perceralan dan arsipnya
13 |Staf menyerahkan surat keputusan izin perceralan yang teiah é 3 Ment
ditandatangani oleh Sekda kepada Pemohan

* Keterangan bagan alirfowear
() | TERMINATOR, untuk memulal atay mengaithin
PROCESS, untuk menunjukian prosss yang hanus dilatil
DECISION, jika - malka, jika syaral lengiesp maka akan ditandatangani, jika tidak kengiap berkas dikembalikan kepada pemohon



Nomor SOP 03 DIS/SOP/35.79.502/2026
Tanggal Pembuatan 02 Maret 2026

Tanggal Revisi
 Tanggal Efektif
Tanggal Pengesahan

e 3 : : 3‘9 : R Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI, KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN Nama SOP PENGELOLAAN TEKNIS f-%‘lrm' KASUS PELANGGARAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil 1. Menguasai komputer

2. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomar 53

Tahun 2010 Disiplin Pegawai Neger: Sipi 2. Menguasai microsofl word

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Memahami aturan dan prosedur disiplin Pegawai Negara Sipil
4, data dan Pengolahan Data
[Keterkaitan pan
1. SOP Surat Masuk 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. SOP Surat Keluar 2. Daftar program keglatan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Tingkat dan jenis hukuman disiplin bila melanggar larangan, aturan dan ketentuan  yang berfaku, |[1. Input data hukuman disiplin melalul pengolahan, pemrosesan, pengajuan dan pengarsipan di  Bidang Diklat
- Tingkat ringan 2. Tembusan Inspekiorat
- Tingkat sedang 3. Tembusan BKPSDM
= Tingkat berat 4, Tembusan SKPD yang bersangkutan
2. Penandatanganan penjatuhan hukuman disiplin mengacu pada rekomendasi dari : 5. PNS yang bersangkutan

2. SKPD yang bersangkutan
b. Tim Pemeriksa (Inspektorat, EKD dan SKPD yang bersangkutan)
c. Walikota
Uralan Prosedur Pelaksana
1. JFU
2. Kelompok JF
3 Kabid
4. Kepala BKPSDM
5. Inspektorat
6. Sekda
7. Waikota
\Waktu

Kelengkapan : :
Data-data tentang kedisplinan Pegawai (Presensi Harian/ Bulanan

Qutput
Surat Penjatuhan Disiplin yang telah ditandatangani oleh Walikota kepada PNS yang bersangkutan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN TEKNIS ADMINISTRAS| KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS

Ho IERiATA sar | MOORPOR | g | Here | Mepaorsr [ T Sz wallkot Kelengkapan wakt output BEVENANGAR
1 |Btat meneinme surat dan Inspektorat tentang pemminiaan ssbagain ? i
anggota Tim Pemariksa PNS yang barmasalah darl SKPT yang ada
z Staf mengetik sural tugas sebagal anggats Tim Pemeriksa darl Q 10 Menit
BKPSOM Kota Batu
—
3 Stal memerikaa surat lugas anggots Tim Permerikss kepads Kelompok § Manit
JF untuk dikoreksi dan digaraf
g |
4 |5t membawa surat tugas anggota Tim Pemeriksa yeng sudah diparal El & Mandt
Kelompok JF kepada Kabid untuk diparat
— |
5 |t membawe surat fugas anggota Tim Pemerikea yang sudah diparef I:’:] 115 Marik
Kabid kepada Kepala EKPSOM untuk dtandatan gani .
4
o [ dan menggar surat tugas Tim D it
Pemaricia yang belah ditandatangani oleh Kepala BKPSDM - Meanit
Ej Pemariksaan PNS yang
7 |Bta! mengantarkan surst tugas anggots Tim Remeriksa kiada T i ik barmasalah ciah Ten Pemeriksa
Inspekiomt [ Pegawal Pembot Batu. yang
dituanghan dalam LHP
5 |Stat menerima LHF Tim Pemerixsa Pegawal Pemiot Batu yang telah Ej i
didispesisi oieh Walikota -
Stal membuat 5¥ penjatuhan disiplin bardasarken disposisl olsh % i
2 | Walikota tarhadap LHP Tim Pemeriksa Pegawal Pamkat Bat | j l 10 Mueit Tingkat penjatuhan disiplin
o mmaummmummwmm i:':| s
1
44 | Sl membawa SK penjatuhan disipin yang sudah diparef kepela @ N—
BKPSOM hepada Sekda untuk diparaf
e
42 | S8t membawa SK peryatuban disipin yang sudah diparat kepala 0 "
BKPSDM dar Sshda kepada Walikots untuk ditandatangani [ . a0
13 | Stf mengambil surst kegutusan panjathan hukuman disipiin yang Waldunya menungg jike sudah
telah ditandatangani Walikota ditandatangani Walkota
Saf mengambill MENCAtAEY mensgister dan Menggandakan surat
14 | kepulusan panjatuhan hukuman disiplin yang welsh diandatangan| cleh 30 Merst
Walikot
45 | 5tf menyerahican surat penjatuhan disiplin yang weish ditandetangan/ (—_L) 3 Menit Tembusan - Kepala SKPD yang
Walikota kepada PNS yang bersangkiitan bersangkutan dari Inspeltorat

* Kelsrangan bagan alltficwsan
[ ] TERMINATOR, untuk memulal atay mengskhir
PROCESS, untuk menunjuidkan proses yang harus dilalui
§ . DECISION, jika - maka, [k sysrat lengkap maka akan ditandatangan, jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohan
DOCUMENT, untuk menunpukkan dokumen yang dibufuhkan atau difasilkan
7 DATA, dats-data yang dibutublan urduk memuerifikas sustu persyaratan



04 DIS/ISOP/35.79.502/2026

02 Maret 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI, KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN PRESENSI PEGAWAI
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memahami peraturan Penyusunan SOP

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permerintah daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

5. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 24 Tahun 1876 tentang Cuti PNS

6. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1895 tentang Hari Kerja di Lingkungan lembaga

g,

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian Departemen negeri dan Pemerintah Darah

8, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M. PAN/1/2008 tentang
Pedoman Umum Perkantoran Elektronik lingkup intranet di lingkungan instransi Pemerintah

8, Peraturan Walikota Batu Nomor 6 tahun 2017 tentang Penetapan pelaksanaan § (lima) hari kerja
pegawal di lingkungan Pemerintah Kota Batu

10. Peraturan VWalikota Batu Nomor 28 tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Presens!
Elektronik di Lingkungan Pemearintahan Kota Batu

2. Memahami Peraturan tentang Tata Naskah Dinas
3. Memahami tugas dan fungsi
4, Memahami peraturan pedoman tentang Daftar Hadir Elektronik

Keterkaitan

- SOP Pengajuan Cuti Pegawai
- SOP TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai)

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak berjalan baik
Uraian Prosedur

Mesin Absens|

| Output
Pelaksanaan Dikdat hasi AKD




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PRESENS| PEGAWAI

PELAKSANA MUTU BAKU
Kabid Dikiat,
NO KEGIATAN Kepala Persyaratan/
Staf Kelompok JF | Pembinaan dan Waktu Output
Kesejahteraan Badan Kelengkapan
- e
Mengumpulkan presensi manual dan mendewnload presensi enline — Komputer/ laptop Tersedianya laporan absensi
1 | serts mencetak backup absen mesin face print — Alat tulls kantor 120Mank | daran
— Printer
Terdatarrya dafar jumish
| = Alal tulis kantor
N Menit lohadiran
2 |Merekap absansi pagawai - Hasil print out face print 180 |ven pegawai setlap
I: Tersedianya laporan
~ Rekapan daftar hadir =
3 |Mengetik hasil rekapan absen yang telah disusun ] _K aplop 80 Menit ﬁ:ﬁmmm
4 |Mengkoreksi hasi rekapan absen dan member paraf "“<>—f—~‘<l>'—-ﬂ<> rmsarerianll - o i
5 |Menandstangeni hasil rekapan absensi Cj IR [\pyyyy | [
{
— Rikapan daftar hadir Rekapan daftar hadir
& Manysrahian hasil rekapan daftar hadir guna perhitungan TPP - Alat tulls kanior 10 Menit diserahian untuk menjad|
(Tambahan Penghasilan Pegawai) - Buku ekspedisi dasar permintaan
~ Rekapan daftar hadir — Arsip rekaman dafar
7 |Mengarsipkan hasil rekapan absan dan file rekapan absen Alat tulls kantor 10 Menit |tersimpan pada unit
= Boa File lpenggiola

* Keterangen bagan alirflowecart ;
:  TERMINATOR, untuk memulai atsu mangakhiri
. PROCESS, untuk menunjukkan proses yang harus dilalui

T

DECISION, jika - maka, jika syarat lengkap maka akan ditandatangani, jika tidak lengkap berkas dik
DOCUMENT, untuk menunjukian dokumen yang dibutuhkan atau dihasilkan
DATA, data-data yang dibutuhican untuk memverifilasi suaty persyaratan

QU0




- |Nomor SOP 05 DIS/SOP/35.78.502/2026

[Tanggal Pembuatan 02 Maret 2026

{Tanggal Revisi
| Tanggal Efektif

~ |Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BIDANG DATA, FORMASI DAN JABATAN Nama SOP Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 1. Memahami berbagai peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis
Pemberhentian Pegawai Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;

Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan
Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS;

6. Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020 tentang Petunujuk Teknis Pemberhentian PNS;
7. Peraturan BKN No. 2 Tahun 2019 tentang Tatacara Masa Persiapan Pensiun;

2. 2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu melakukan verifikasi dan analisa data usul pemberhentian PNS

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer
2. ATK
3. Lemari arsip
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Kelengkapan i) Waktu
1. KELENGKAPAN BERKAS PEMBERHENTIAN
2. File Usulan
Output Pengesahan
SK PEMBERHENTIAN KEPALA BADAN

7, N
Al \ GEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
l 9N ‘“*
)]
¥ -

S
- #6609




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri

1 |Menyampaikan usul pemberhentian PNS ( )- —-I‘I i LUsul pemb PMS| 1 hari keqa | Dispossi
i
2 mlm"‘“wmm | _rl Disposisi 1 hari herjs | draf rekomendasi
Rekomendas! Parsetujuan,
3 |Rekor Parsaty) daan glay _G drah rekomendas 5 hari ketja sy
Rekomandas)
4 |Upload ke Aplikasi IMUT BKN dan penyerahan SK “"E' :‘Ill-ldllll,plnmdm 1 hari keqa | Rekomendasi BIN
um
5 |Pembustan SK pambarhentian sesusl rekomendasi BN . ! Rekomendes BKN 1 hart e | draft SK pemebachertian
8 |p ujuan dar TTD SK Pambarhentian -'EI draft SK pamabsrhantan | 1 hari keda | SK pemeberhentan
9 | penyerahan SK | _I'L SK pemaberhentian & hari keria
10| menerima 5K pamberhentian I

* Keterangan bagen alinfiowoart

TERMINATOR, untuk memulsi stau mengakhin
PROCESS, uniuk menunjukican proses yang harus dilaiul

1 atEu

DOCUMENT, untuk menunjukian yang

Q<> 00

DATA, data-dats yang doutuhkan untuk manmvefias sualy persyarstan

DECISION, jika - maka, jica syarat lsngkap maks akan diandstangand, jika tidak lenghap deras diembaikan kepads pemanon




| |Nomor SOP 06 DIS/SOP/35.79.502/2026

- |Tanggal Pembuatan 02 Maret 2026

[Tanggal Revisi

A [Tanggal Efexiif

| Tanggal Pengesahan
~ |Disahkan cleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

BIDANG DATA, FORMASI DAN JABATAN

Nama SOP Surat Keputusan Pemberhentian PNS karena Tindak Pidana

‘Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.
2

5,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemaerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis
Pemberhentian Pegawai Negeri;

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;

Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan
Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS;

1. Memahami berbagai peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu melakukan verifikasi dan analisa data usul pemberhentian PNS

6. Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020 tentang Petunujuk Teknis Pemberhentian PNS;
7. Peraturan BKN No. 2 Tahun 2019 tentang Tatacara Masa Persiapan Pensiun,
Keterkaitan PeralataniPerlengkapan
1. Komputer
2. ATK
3. Lemari arsip
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Kelengkapan Waktu
1. KELENGKAPAN BERKAS PEMBERHENTIAN
2. File Usulan
Output Pengesahan
SK PEMBERHENTIAN KEPALA BADAN KEPE




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Surat Keputusan Pemberhentian PNS karena Tindak Pidana

KEGIATAN

SKPD | inspektorat Tim Pemeriksa | Wal Kota|  Kelengkapan Waktu Output
SKPD menerima salinan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap atau laporan resmi terkait ASN yang - - i
terpidana. SKPD menyampaikan berkas tersebut kepada O Dethine ot (20 e
BKPSDM.
BKPSDM melakukan verifikasi administrasi atas putusan
pengadilan, termasuk jenis pidana, lamanya hukuman, serta I Putusan Pengadilan | 7 hari Telash StaffNoka Dinas
ketentuan yang berlaku. |
BKPSDM dapat membentuk Tim Pemeriksa bersama Inspektorat Gurst Tugie T
untuk menelaah lebih lanjut Implikasi putusan pidana terhadap 14 hari Puimiersiet
status kepegawaian ASN.
Tim menyusun laperan hasil verifikasiftelaah dan Telash Staf/Nota . StatiNota D
menyampaikannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Ij Dinas T Tomen -
Wall Kota selaku PPK memberikan rekomendasi/disposisi terkait X T Staf/Nota
pemberhentian ASN bersangkutan sesuai ketentuan peraturan I:I s 20menit  |Disposisi Pimpinan
perundang-undangan.
BKPSDM menyusun konsep Surat Keputusan Pemberhentian ASN [j o L BT
karena pidana dan mengajukannya kepada PPK untuk ditetapkan. kafena pidana
Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan e -<> e : o R . SK Pemberhentian ASN
Surat Keputusan Pemberhentian ASN. , karena pidana karena pidana
BKPSDM mendistribusikan SK Pemberhentian kepada ASN yang
bersangkutan, SKPD terkalt, BKAD, Inspektorat, PT. Taspen dan D.___- = 1 Surst Pengantar |60 menit
BKN.
Pengarsipan SK pemberhentian karena melakukan tindak pidana. Asg:m ; s » lﬁ

* Keterangan bagan alir/floweart :
. TERMINATOR, untuk memulai atau mengakhin
PROCESS, untuk menunjukkan proses yang harus dilalui

QU0

DECISION, jika - maka, jika syarat lengkap maka akan ditandatangani, jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon

DOCUMENT, untuk menunjukkan dokumen yang dibutuhkan atau dihasilkan
DATA, data-data yang dibutuihkan untuk memverifikasi suatu persyaratan




~ |Nomor SOP

~ [Tanggal Pembuatan
- |Tanggal Revisi

| Tanggal Efektif
“|Tanggal Pengesahan

- |Disahkan oleh

07 DIS/SOP/35.79.502/2026

02 Maret 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

BIDANG DATA, FORMASI DAN JABATAN

Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani

Nama S0P dan/atau Rohani (Uzur)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

' Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis
Pemberhentian Pegawai Negeri;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS,

Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan
Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS;

6. Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020 tentang Petunujuk Teknis Pemberhentian PNS;
7. Peraturan BKN No. 2 Tahun 2019 tentang Tatacara Masa Persiapan Pensiun;

1. Memahami berbagai peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu melakukan verifikasi dan analisa data usul pemberhentian PNS

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer
2. ATK
3. Lemari arsip
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Kelengkapan [Waktu
1. KELENGKAPAN BERKAS PEMBERHENTIAN
2. File Usulan
Output Pengesahan

SK PEMBERHENTIAN

KEPALA BADAN KEPEH




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani
dan/atau Rehani (Uzur)

" KEGIATAN BKPSDM
SKPD/PENERIMA RS BKN Key i ‘Walikota Kelengkapan Waktu Output
1 | Pengajuan permohonan pensiun karena uzur dari SKPD ( ) -I_'l I Usul pemberhentan PNS| 1 han keqa |Disposisi
2 | Penjadwalan pemeriksaan ’ _I'i |I rl Dispossi 1 hari kerja | dralt rekomendasi
Pembuatan rekomendasi pemeberhentian berdasarkan Rekomendasi Parsstujuan,
3 | hesil penguian kesehatan PNS e draft rekomendas | Shart ka8 | o daan atau penciakan
B " Rekomendasi
4 Parsety) stau p . —-[_—_| drah rokomendasi hart i |7 "
Rehomendasi
4 |Upload ke Aplikasi IMUT BKN dan penyerahan SK m'——-‘| F- Persetujuan, panundaan | | hari kerfa |Rekomandasi BKN
atay panolekan
5 | Pambumtan SK pembarhantian sesual rekomendasi BKN 1 | Relomendas: BN 1 hail kaja | draf SK pamabachantian
draft SK pamebaerhentian
8 |parsetujuan dan TTD SK Pamberhantian _D 5 hari kerja | SK pamaberhantian
9 | penyerahan SK | _rL £ pameberhentian

10

-

TERMINATOR, wntiub mamilai atay mengakhin
PROCESS, untuk menunjukkan proses yang harus dialul

DECISION, fika - maka, [ika syarat lengkap maka akan déandatangani, ks tidak lengkap be

aitmu

DOCUMENT, untul menanjukian yang

DATA. data-gata yang dibutulkan untuk memusrficas suatu persyartan




~ |Nomor SOP

08 DIS/SOP/35.79.502/2026

~ |Tanggal Pembuatan

02 Maret 2026

~ [Tanggal Revisi

AYA [Tanggal Efekiit
~ |Tanggal Pengesahan

| Disahkan oleh

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

BIDANG DATA, FORMASI DAN JABATAN

Nama SOP Penerbitan SK Hukuman Disiplin

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis
Pemberhentian Pegawal Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;

Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan
5. Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS;

6. Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020 tentang Petunujuk Teknis Pemberhentian PNS;
7. Peraturan BKN No. 2 Tahun 2019 tentang Tatacara Masa Persiapan Pensiun,

2,

1. Memahami berbagai peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu melakukan verifikasi dan analisa data usul pemberhentian PNS

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer
2 ATK
3. Lemari arsip
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Kelengkapan Waktu
1, KELENGKAPAN BERKAS PEMBERHENTIAN
2. File Usulan
OQutput

SK PEMBERHENTIAN

YUtama Muda (IVic)

po041986032008




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penerbitan SK Hukuman Disiplin

NO KEGIATAN KETERANGAN
SKPD |inspektorat | BKPSDM | Tim Pemeriksa |Wall Kota|  Kelengkapan Waktu Output

Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan berkas hasil

pembinaan terhadap pegawai yang terindikasi melakukan D : i
1 |pelanggaran disiplin. Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat, Berkas pembinaan |30 Menit
Inspektorat menyampaikan berkas hasil pembinaan pegawai yang
terindikasi pelanggaran disiplin tersebut kepada BKPSDM.

BKPSDM membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri atas unsur D

Surat Tugas Tim

7 hari Pemeriksa

2 |pengawasan, kepegawaian, serta perangkat daerah terkait
(Inspektorat, BKPSDM, dan SKPD terkait).

melakukan pelanggaran disiplin.

Tim Pemeriksa menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan yang
4 |ditandatangani oleh Ketua Tim dan seluruh anggota Tim
Pemeriksa.

Tim Pemeriksa menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan
kepada Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Laporan Hasil 20 menit
memperoleh rekomendasi atau disposisi terkait jenis hukuman Pemeriksaan
disiplin yang akan dijatuhkan.

Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan

6 [rekomendasi atau disposisi mengenai jenis hukuman disiplin yang E:‘
akan dijatuhkan kepada pegawai yang bersangkutan. T
BKPSOM menyusun konsep Surat Keputusan Hukuman Disiplin |

berdasarkan rekomendasi atau disposisi Pejabat Pembina - T
Kepegawaian, kemudian mengajukan konsep tersebut kepada

PPK untuk ditetapkan

BKPSDM mendistribusikan Surat Keputusan Hukuman Disiplin

9 |kepada pegawal yang dijatuhi hukuman disiplin serta kepada ‘:I. e { I ; Surat Pengantar |60 menit

Berita Acara Laporan Hasil

7 hari

Tim Pemeriksa melakukan Pemanggilan Pertama dan Kedua Burat
3 |kepada atasan langsung serta pegawal yang terindikasi p il. manggiian |44 hari Berita Acara Pemeriksaan
¥

3 hari Rekomendasidisposisi

Honeep SH HURATEN . oo SK Hukuman Disiplin

SKPD terkait, BKAD, Inspektorat, PT Taspen, dan BKN.

| - Laporan Hasil
10 |Pengarsipan SK hukuman disiplin ASN = =

- 8K Hukuman Disiplin

* Keterangan bagan alirfflowcart -

TERMINATOR, untuk memulai atau mengakhiri

PROCESS, untuk menunjukkan proses yang harus dilaiui

DECISION, jika - maka, jika syarat lengkap maka akan ditandatangani, jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon

DOCUMENT, untuk menunjukkan dokumen yang dibutuhkan atau dihasilkan
DATA, data-data yang dibutuhkan untuk memverifikasi SUatu persyaratan

QIO



~ |Nomor SOP 09 DIS/SOP/35.79.502/2026

~ [Tanggal Pembuatan 02 Maret 2026

~ |Tanggal Revisi

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

BIDANG DATA, FORMASI DAN JABATAN

Pemberhentian PNS
Yang Telah Mencapai Batas Usia Pensiun

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.
2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis
Pemberhentian Pegawai Negeri;

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;

Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan

" Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS,

1. Memahami berbagai peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu melakukan verifikasi dan analisa data usul pemberhentian PNS

6. Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020 tentang Petunujuk Teknis Pemberhentian PNS;
7. Peraturan BKN No. 2 Tahun 2019 tentang Tatacara Masa Persiapan Pensiun;
Keterkaitan Peralatan/Periengkapan
1. Komputer
2. ATK
3. Lemari arsip
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Kelengkapan Waktu
1. KELENGKAPAN BERKAS PEMBERHENTIAN
2. File Usulan
Qutput Pengesahan

SK PEMBERHENTIAN

KEPALA BADAN KEP|




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pemberhentan PNS
Yang Telsh Mencapai Batas Usia Pensiun

KEGIATAN PENERIMA - BAPSDM Walikota Kelengkapan ‘Wakty Output
data percrangan calon
Kepala BKN yampaikan data p gan calon penarima pansiun
1 | panerima pensiun (DPCF) kepada PNS yang aken O '1_] foren Disposisi
mencapal Batas Usia Pensiun melalui PPK
dath parcrangan calon
panarima pensiun
2 | Pengecekan deta kepegawalan l,-* oPce 1 hari kerje | dats terherifilcasi
data perorangan calon
ponarima pensiun
3 |Pembuatan draft SK pemeberhentian {DPCR) 1 har kerja | dra® SK pemsbechenian
| draft SK pamebachentian
4 | persetujuan dan TTD SK Pemberhentian I _D B hari kadja | SK pemetarhentan
5 |Upload ke Aplikasi IMUT BKN dan panyerahan 5K | _I'L SK pameberhentian 1 hiari boaja
6 | menerima SK pemberhentian | F
* Keterangan bagan alefiowcan

TERMINATOR, untuk memuksi atau mengaknin
PROGESS, uniuk mesnunjulkan oses jang hans dilsi

DECISICON, fa - maka. jia syarat lenghap maka akan diandatangant [l Sdak Mnghip Derkas dikembalikan kepads pemohon
DOCUMENT, whituik miuin|ukian dak
DATA, data-data yang uniuk

QO 00




~ |Nomor SOP

10 DIS/SOP/35.79.502/2026

| Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

02 Maret 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

BIDANG DATA, FORMASI DAN JABATAN

Pemberhentian PNS karena Meninggal Dunia,
Tewas, atau Hilang

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomar 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis
Pemberhentian Pegawai Negeri;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;

Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan

2.

1. Memahami berbagai peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu melakukan verifikasi dan analisa data usul pemberhentian PNS

S. Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS;
6. Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020 tentang Petunujuk Teknis Pemberhentian PNS;
7. Peraturan BKN No. 2 Tahun 2019 tentang Tatacara Masa Persiapan Pensiun;
Keterkaitan Peralatan/Periengkapan
1. Komputer
2. ATK
3. Lemari arsip
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
n Waktu
1. KELENGKAPAN BERKAS PEMBERHENTIAN
2. File Usulan
Output Pengesahan

SK PEMBERHENTIAN

KEPALA BADAN KEFE




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pemberhentian PNS karena Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang

SKPDIPENERIMA m Wallkota Kelengkapan Waktu Qutput
Menyampaikan usul pemberhentian PNS karena ;
! | Meninggal Dunis, Tewas, atau Hiang kepada PPK - L] |umst pemteransonors s
2 sl d vk Disposisi 1 htrf kerja | drailt rekomendnsl
3 | Persetujuan, penundaan atau penclakan rekomendes L _-D R elenpiienl Vo e Wm
Rekomandasi
4 | Uplond ke Aplikast IMUT BKN dan penyerahan SK —[:;L Purstiian, parundeen | bt e | Rbermencan BN
5 |Pembuatan SK pemberhentian sesuai rekamendasi BKN —'D Fokomendasi BKN 1 hari kerja |draft SK pamebarnentian
& | persetujuan dan TTD 5K Pembechentian _'[: draft SK pameberhentian | 1 hari kerja | 5K pemeberhentian
8 | penyerahan 5K | '_I_l SK pemeberhentan 1 hari kefja
10| menerima SK pemberhentian | %
* Ketarangan bagan aiirowcart

TERMINATOR, wniuk memulei atay mengakhin
PROCESS, untuk menunjuickan prosss yarg harns dislul

DOCUMENT, untuk yang

QO 00

atay

DATA, data-deta yang dibuluhken uniuk memverfikasi suatu persyaratan

DECISION, jika - maka, (k2 syarat lenghap maka aian ditandatangan, jka tidak lengicap berkes dlmmbailan kepadn pemchon




